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Buku ini awalnya bermimpi untuk menggambarkan secara detil

proses pengadaan tanah untuk Bandara Baru Yogyakarta, [New]

Yogyakarta International Airport (NYIA) yang kemudian beru-

bah menjadi Yogyakarta International Airport (YIA). Proses penelitian

memang cukup panjang, bahkan dimulai sejak tahun 2017 setelah se-

mua proses pengadaan tanah untuk NYIA dinyatakan “selesai”. Bahkan

diawal tahun 2020 penulis masih sempat beberapa kali ke lapangan

untuk mengkonf irmasi beberapa data yang penulis peroleh pada

penelitian sebelumnya. Rencana awal ingin memberikan gambaran

semua proses dalam pengadaan tanah sampai pasca pengadaan tanah,

namun praktiknya tidak mudah untuk menjelaskan kompleksitas atau

kerumitan yang terjadi di lapangan.

Persoalan “konflik” antara warga yang setuju dengan keberadaan

Bandara NYIA vs warga yang menolak bandara tidak mudah untuk

dijelaskan, ditambah lagi persoalan konflik antara warga yang menolak

dengan pihak Angkasa Pura I. Selain itu, isu percaloan tanah juga

sangat tidak mudah untuk ditelusuri jejaknya, dan konf irmasi penulis

di lapangan tidak cukup clear, baik pola maupun para pemainnya. Di

lapangan, aktor yang terlibat cukup banyak dan permainannya cukup

rapi. Realitas itu menyadarkan penulis bahwa persoalan pengadaan

tanah bukan semata persolan hubungan hukum antara yang meng-

hendaki tanah dengan pemilik tanah, tetapi juga persoalan manusia-

manusia yang terlibat di atasnya. Tidak bisa disederhanakan sebagai

hubungan transaksionall. Aturan hukum yang relatif detil tidak sepe-

nuhnya mampu menjawab persoalan di lapangan, karena hukum tidak
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selalu bisa menjawab kehendak semua pihak. Atas nama keadilan dan

kesejahteraan, hukum juga tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan

kasus di lapangan. Misalnya, masyarakat yang sudah menguasai tanah

puluhan tahun namun tetap tidak berhak mendapatkan ganti rugi.

Situasi tersebut membuat prihatin, tetapi itulah hukum, tidak selalu

bisa menyentuh nasib dan perasaan bagi masyarakat yang menguasai

tanah Pakualaman selama puluhan tahun.

Situasi tersebut membuat penulis menggeser upaya untuk men-

jelaskan pengadaan tanah NYIA yang berfokus pada gagasan awal pem-

bangunan bandara NYIA, dimulai dari tahap perencanaan, persiapan,

pelaksanaan, dan penyerahan hasil yang di dalamnya juga penulis

mengkaji penentuan Temon sebagai lokasi bandara baru, problem

sosialisasi dan identif ikasi, serta ganti rugi tanah untuk warga yang

terdampak langsung. Penulis juga menyinggung relokasi pada pasca

pengadaan tanah, namun fokusnya pada pemukiman kembali bagi war-

ga yang dusunnya “habis” terkena pengadaan tanah.

Secara keseluruhan kajian dalam buku ini bisa disebut lengkap da-

lam pengertian mengkaji dari awal pembangunan bandara baru hingga

dinyatakan selesai bahkan dimulainya pembangunan bandara NYIA oleh

Angkasa Pura I. Akan tetapi, hal-hal terkait dinamika masyarakat di

lapangan sebagai subjek kajian belum berhasil dijelaskan secara tuntas.

Studi terkait pengadaan tanah selama ini memang banyak luput mengkaji

manusia (utamanya masyarakat pemilik tanah) sebagai subjek yang mesti

menjadi perhatian serius para peneliti. Dalam studi pengadaan tanah,

sesukses apapun prosesnya, termasuk dilakukan secara transparan, te-

taplah menimbulkan banyak “korban”. Karena sifat dari pengadaan tanah

adalah pencabutan hak. Mencabut hak bukan hanya persoalan urusan

ganti rugi semata, tetapi nilai-nilai yang ada di atas tanah itu sendiri,

terutama modal sosial, budaya, ekonomi, dan ruang penghidupan. Ke

depan, harapannya celah ini akan menjadi kajian lebih serius, baik pada

proses awal dalam pengadaan tanah maupun pasca pengadaan tanah

hususnya bagi warga yang terdampak langsung. Semoga bagian ini akan

menjadi perhatian para peneliti berikutnya.

***
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Hadirnya buku ini telah melibatkan banyak pihak, penulis ber-

hutang budi kepada banyak orang yang membantu di lapangan. Banyak

pihak membantu penulis memberikan akses data terkait dokumen

studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah NYIA.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada staf dan pihak

Angkasa Pura I yang memberikan akses kepada penulis untuk mem-

pelajari dokumen-dokumen yang mereka miliki. Ucapan terima kasih

juga penulis ucapkan kepada narasumber penulis di lokasi penelitian,

Temon, Kulon Progo yang telah membantu selama di lokasi penelitian,

terutama warga terdampak dan para aparat desa di Desa Palihan,

Glagah, Jangkaran, dan Sindutan. Penulis juga dibantu oleh pimpinan

organisasi WTT dan PWPPKP di Kulon Progo.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Arie Yuriwin

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan klarif ikasi

terhadap hal-hal yang menurut penulis belum clear di lapangan, klari-

f ikasi ini penting penulis dapatkan untuk melihat pengadaan tanah

ini dari sisi pemerintah. Terima kasih juga disampaikan kepada jajaran

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN khususnya Direktorat

Jenderal Pengadaan Tanah, Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogya-

karta, Dinas Pertanahan DIY, Pakualaman, Kantor Pertanahan Kulon

Progo, Pemda Kulon Progo, Sekretaris Tim Pengawal dan Pengaman

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan Panitera Muda

Pengadilan Negeri Wates. Pihak-pihak ini banyak membantu penulis

dengan memberikan akses data selama melakukan penelitian di la-

pangan. Di lapangan penulis juga banyak dibantu oleh warga setempat

dalam melakukan konf irmasi data, termasuk kepada warga masyarakat

terdampak yang secara terbuka bersedia memberikan keterangan sesuai

pengetahuannya.

Masukan dan komentar atas draft naskah ini juga penulis dapatkan

dari berbagai pihak. Bapak Oloan Sitorus telah memberikan banyak

masukan pada draft awal naskah buku ini, kepada beliau penulis hatur-

kan banyak terima kasih. Kepada Pak Ahmad Nashih Luthf i, penulis

mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya membaca dan

memberikan masukan, walau tidak semua masukannya bisa penulis
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tunaikan karena keterbatasan yang penulis hadapi. Kepada Ibu Laksmi

Savitri, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas komentar dan

masukannya. Penulis banyak belajar atas komentar-komentar beliau

yang tajam demi perbaikan naskah ini. Secara khusus penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mukmin Zakie atas kesediaan

beliau memberikan kata pengantar.

Penulis haturkan banyak terima kasih kepada Redaksi STPN Press

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan

karya ini. Terakhir, penulis (Meta) mengucapkan banyak terima kasih

kepada Awal Alengki dan Arsa Rio Alengki yang hari-hari menjadi teman

hidup kami. Semoga semua sehat selalu.

Kepada pembaca, buku ini penulis haturkan, semoga penggalan

cerita ini ada gunanya, tentu saja masih banyak kekurangan di sana

sini. Apa pun yang kami hadirkan menjadi tanggung jawab penulis, dan

pembaca berhak memberikan penilaian dan masukan. Terima kasih,

semoga bermanfaat.

1 Oktober 2020

Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi

M. Nazir Salim
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Buku yang ditulis Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi dan M.

Nazir Salim ini menjelaskan beberapa hal terkait pengadaan

tanah untuk pembangunan bandara baru di Yogyakarta. Penulis

tidak saja membicarakan proses-proses dalam pengadaan tanah, tetapi

juga melihat lebih detil peraturan perundang-undangan pada masa

itu, dimana aturan hukum terkait pasca pengadaan tanah belum

dikelurakan oleh pemerintah. Namun demikian, sebagai pembelajaran,

karya ini penting untuk ditunjukkan ke publik sebagai pembelajaran

bagaimana sebuah kebijakan dipraktikkan dan respons masyarakat

terhadap kebijakan tersebut ditangani. Pengadaan Tanah untuk Yog-

yakarta International Airport di Yogyakarta selama ini menjadi banyak

rujukan berbagai pihak, dan rekaman karya ini menunjukkan bagai-

mana proses itu dilakukan.

Mewakili Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), saya
mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis yang telah bekerja
keras dalam menyusun buku ini. Semoga terbitnya buku ini semakin
menggairahkan studi-studi agraria dan karya-karya inovatif lainnya,
serta memantik para pengajar STPN untuk terus berkarya demi kema-
juan yang lebih baik khususnya bagi STPN dan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekali lagi selamat kepada
kedua penulis, semoga karya ini membawa manfaat bagi pembaca
dan masyarakat umum lainnya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2020

Dr. Senthot Sudirman, M.S.
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi kehidupan manusia tanah mempunyai arti yang sangat

penting karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung

pada tanah. Tanah bukan saja dilihat dalam hubungan eko-

nomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup di atasnya, tetapi

tanah juga merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan

masyarakat agraris untuk hidup dan kehidupannya, selain itu tanah

juga merupakan faktor modal dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan

akan tanah, baik untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha. Bagi

pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan infrastruktur

yang sudah barang tentu akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Pembangunan, khususnya pembangunan f isik, mutlak memer-

lukan tanah. Tanah yang diperlukan itu, dapat berupa tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, maupun tanah yang sudah ada hak
oleh suatu subjek hukum (tanah hak). Jika tanah yang diperlukan
untuk pembangunan itu berupa tanah negara, pengadaannya tidaklah
sulit. Lain halnya kalau tanah tersebut adalah tanah yang sudah ada
hak di atasnya, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
dan sebagainya. Pengadaan tanahnya tidak semudah atau menjadi
lebih rumit dalam pelaksanaannya.

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah.
Semakin maju masyarakat di sebuah negara, semakin banyak diper-
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lukan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat umum. Sebagai
konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik
individu (pribadi) berhadapan dengan kepentingan umum maka
kepentingan umum lah yang harus didahulukan. Namun demikian
negara harus tetap menghormati hak-hak warnanegaranya kalau tidak
mau dikatakan melanggar hak azasi manusia.

Banyak dimensi yang muncul atas hubungan manusia Indonesia
dengan tanahnya, yang terkadang cukup “rumit” untuk mengurai-
kannya namun tetap harus diperhatikan apabila bersinggungan
dengan hajat hidup mereka itu yakni tanah.

Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan anugerah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi.
Sejak manusia dilahirkan ke dunia sampai meninggalkan dunia,
manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal di dunia juga
sebagai sumber kehidupan. Disamping itu tanah juga sebagai “rumah”
terakhir ketika seseorang disemayamkam dalam kubur. Dengan
keadaan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan tanah merupakan
kebutuhan dasar manusia.

Bagi bangsa Indonesia, tanah bermakna multidimensional. Tanah
dapat dipandang dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, ideologi,
dan sosial. Tanah merupakan sarana atau tempat masyarakat mela-
kukan proses berinteraksi, berbudaya, ruang hidup bagi masyarakat
bangsa Indonesia, dan memiliki fungsi sosial.

Dilihat dari fungsinya tanah merupakan social asset sekaligus
capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat
kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan.
Sebagai capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam pem-
bangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat pen-
ting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.

Dilihat secara f isik, tanah merupakan modal ekonomi yang relatif
tidak terpengaruh oleh kemungkinan penurunan nilai dan harga; aset
terbatas dan tidak akan bertambah luasnya secara alami. Nilai dan
harga sebidang tanah sangat ditentukan oleh kegiatan fungsional yang
dikembangkan di atasnya; bersifat statis/tetap dan tidak dapat dipin-
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dahkan; dan dengan demikian merupakan investasi jangka panjang
yang tidak berbatas waktu. Lebih jelasnya bagaimana makna tanah
bagi manusia Indonesia selain dari nilai ekonomi dapat dilihat dari
beberapa makna berikut.

Makna Filosof is. Manusia Indonesia sepanjang kehidupannya
sangat tergantung dengan tanah, bahkan tidak terpisahkan. Hubungan
ini abadi dan bersifat religius–magis. Dalam kehidupan komuna-
listiknya (hukum adat) setiap benda diyakini mempunyai jiwa (atma)
yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dari persekutuannya
(ulayat). Dengan demikian untuk menjaga keterikatan jiwa ini maka
apapun dan siapapun yang mencoba memisahkan mereka dengan
tanahnya akan dipertahankan dengan taruhan jiwa sekalipun. Adanya
prinsip “sadhumuk bathuk, sanyari bumi di tohing pati.” Terjemahan
bebasnya kira-kira ‘meskipun tanah cuma seluas jidat/kening/bathuk
atau seukuran jari, akan tetap akan dipertahankan sampai titik darah
penghabisan. Cerminan betapa berartinya tanah bagi mereka. Dalam
pengertian ini tanah secara luas meliputi semua unsur sumber daya
alam yakni bumi, air, udara, kekayaan alam, serta hubungan antara
sesama manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam magis yang
terjalin secara harmoni, menyeluruh dan utuh dalam tatanan jagad
alit (mikro) dan jagad ageng (makro).

Makna Sosiologis. Bagi manusia Indonesia, mempunyai tanah
dengan hak milik disamping sebagai kekayaan f isik (ekonomi) juga
sebagai “kekayaan” sosial. Kekayaan sosial bermakna status sosialnya
akan lebih tinggi dan dihargai sebagai warga masyarakat yang mem-
punyai hak penuh dalam rembug desa. Strata sosial yang terbentuk
dari kepemilikan tanah ini otomatis memberikan kedudukan yang
tinggi bagi sipemilik dibandingkan dengan petani penggarap, buruh
tani dan petani-petani lainnya yang tidak memiliki tanah. Dalam sua-
sana seperti ini maka “toean tanah–toean tanah” akan disegani dan
dihormati karena sebagai pemilik modal yang menguasai perekono-
mian dia juga mempunyai kekuatan untuk mengatur desa secara politis
dengan kekayaannya itu. Dia tidak perlu tampil ke depan atau menjadi
nomor satu di kelompok/desa itu, tetapi dia dengan modal besarnya
dapat mengatur siapa yang akan tampil menjadi nomor satu yang
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mengakomodir kepentingannya.

Makna Historis dan Psikologis. Perolehan dari mana seseorang men-
dapatkan tanah itu pun menjadi faktor bagaimana eratnya hubungan
manusia Indonesia dengan tanahnya. Adanya istilah tanah leluhur,
tanah pusaka atau istilah lain yang menggambarkan betapa tanah itu
harus dijaga dan dimanfaatkan oleh generasi penerusnya, jangan sam-
pai hilang atau dipindahtangankan, karena akan berakibat murkanya
para leluhur. Bahkan dikaitkan secara psikologis, di dalam tanah ini
dikubur kakang kawah adi ari-ari, placenta dan ketuban ketika seorang
bayi dilahirkan, sehingga ikatan batin itu sangat erat antara tanah
dan pemiliknya. Pada situasi dan suasana batin seperti ini muncul
“perampasan” tanah didesain dengan istilah pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang akan memutuskan hu-
bungan “batin” pemilik dengan tanah nya.

Persoalan pengambilan tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak
atas tanah atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi
yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan peme-
rintah dan kepentingan rakyat atau masyarakat. Dua pihak yang terli-
bat itu harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-
ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Apabila hal itu tidak
dihiraukan akan timbul masalah-masalah seperti yang selalu dibe-
ritakan oleh media massa, di mana pihak penguasa dengan “keter-
paksaannya” melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan
hak asasi manusia dan sebagainya, sedangkan rakyat mau tidak mau
melakukan apa saja untuk melakukan tindakan yang diyakininya seba-
gai hak yang harus dipertahankannya.

Pendekatan multidimensional (f ilosof i, sosial budaya serta kese-
jarahan dan kejiwaan) dalam pengadaan tanah akan lebih mengha-
silkan tujuan dan capaian secara manusiawi ketimbang dengan
pendekatan yuridis yang memaksa dan peremehan (ora diwongke) atas
harga diri pemilik tanah dengan hanya mengukur nilai tanah dengan
sejumlah uang.

Mengandalkan pendekatan yuridis dengan berdalih untuk

kepentingan umum serta pendekatan ekonomi dengan menghitung
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ganti kerugian berupa materi tidak selalu berjalan mulus dan datar.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa pemberian makna oleh manusia

Indonesia akan tanahnya itu, yang tidak luntur meskipun mereka hidup

pada zaman konsumerisme dan hedonis saat ini.

Berdasarkan pengamatan dan hasil bacaan yang dilakukan ada

beberapa hal penyebab adanya sengketa antara pemilik tanah dengan

pemerintah dalam pengadaan tanah ini.

1. Pemberitahuan rencana pembangunan atau sosialisasi adalah
tahap awal kerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang langsung
berhadapan dengan masyarakat. Idealnya masyarakat baru tahu
wilayahnya akan dilakukan suatu projek pembangunan langsung
dari Tim, dalam kenyataannya jauh sebelum pemerintah membuat
Rencana Pengadaan Tanah (tahap 1 Perencanaan) berita itu sudah
tersebar dalam surat kabar dan media massa lainnya, sehingga
secara psikologis masyarakat sudah gelisah dan cemas. Bahkan
masyarakat yang tadinya guyub-rukun dalam suasana pedesaan
menjadi terbelah antara pro dan yang kontra. Belum lagi berita
yang bersifat provokatif dan menghasut sudah menghantui ma-
syarakat terdampak berakibat ketika tim datang untuk melakukan
sosialisasi sambutan yang tidak menyenangkan bahkan perla-
wanan dilakukan masyarakat. Sebetulnya tahap awal ini adalah
kunci dari tahap-tahap selanjutnya.

2. Dampak yang terjadi karena sosialisasi pembangunan projek tidak
optimal (tim merasa terancam keselamatannya) sehingga penyam-
paian arti pentingnya proyek pembangunan itu bagi masyarakat
umum dan terutama masyarakat terdampak kurang mendalam
dibanding pemberitaan media massa yang lebih menonjolkan
kepentingan pemerintah. Belum lagi yang diundang dalam sosiali-
sasi adalah mereka yang dianggap pro dengan adanya proyek terse-
but. Seharusnya pada saat sosialisasi awal dibicarakan apa yang
akan diperoleh masyarakat setempat secara ekonomi dari pem-

bangunan itu yang mengakibatkan tanah mereka akan hilang. Misal-

nya, adanya kesepakatan untuk nantinya menggunakan tenaga kerja

dari masyarakat terdampak untuk pekerjaan yang bersifat teknis;
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tenaga kebersihan (cleaning service), tenaga keamanan (satpam) dan

kerja yang lain yang tidak membutuhkan skill yang mendalam.

Diprioritaskan kepada masyarakat terdampak untuk membuka

warung makan atau penginapan transit (hotel melati) untuk meng-

ganti usaha pertanian mereka yang hilang dan masih banyak lagi

yang bisa dilakukan agar pembangunan projek itu berjalan lancar.

3. Dalam tahap Konsultasi Publik atau Musyawarah, sering tidak

dilakukan secara benar. Musyawarah yang seharusnya terjadi

dialogis dan bebas untuk menyampaikan masalah dan usulan tapi

yang terjadi adalah perekayasaan dan formalitas yang dilakukan

oleh tim. Ada yang melakukan dengan mengumpulkan masyarakat

pada suatu tempat kemudian disodorkan blangko kosong dan

disuruh tandatangan tanpa tahu apa isi dari blangko itu. Pada

saat pertemuan itu dijaga oleh aparat dengan alasan untuk men-

jaga keamanan kemudian baru mereka tahu kalau isinya adalah

persetujuan mereka tanahnya akan digunakan untuk projek pem-

bangunan. Ada juga dengan cara satu persatu masyarakat yang

berhak dipanggil dihadapkan pada meja-meja untuk menyam-

paikan keberatan atau kesepakatnnya. Cara ini tidak sesuai dengan

pengertian konsultasi publik atau musyawarah yang ada dalam

peraturan perundang-undangan.

4. Pengaturan pentahapan yang diatur dalam undang-undang dalam

pengadaan tanah ini dimaksudkan agar penyelesaiannya tahap

demi tahap dan setiap tahap ada kegiatan yang dilakukan agar

menghasilkan suatu keputusan yang disepakati kedua belah pihak

secara suka rela. Namun yang terjadi adalah semacam pereka-

yasaan yang dilakukan tim untuk memotong kompas agar cepat

selesai. Modusnya adalah ketika masyarakat yang berhak diundang

untuk sosialisasi dan oleh tim dipersiapkan presensi kehadiran.

Namun kelak diketahui presensi kehadiran sosialisasi ini diberi

judul kesepakatan dalam konsultasi publik. Sehingga ketika acara

konsultasi publik hanya bersifat formalitas saja. Hal ini baru

terungkap ketika terjadi persidangan di Pengadilan Negeri atau

di Perngadilan Tata Usaha Negara.
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5. Penitipan ganti rugi pada pengadilan (konsinyasi) bagi pihak yang

tidak menerima kesepakatan atas pembangunan projek itu, men-

jadi perdebatan. Apakah dengan dititipkan uang ganti kerugian

itu menjadi hapusnya hak atas tanah seseorang. Dalam undang-

undang hapusnya hak atas tanah tidak ada karena konsinyasi atau

penitipan uang ganti kerugian di pengadilan. Konsinyasi dikenal

dalam bidang keperdataan yakni dalam hubungan bisnis. Dalam

perjanjian konsinyasi, pihak pemilik barang yang menitipkan

barang dagangannya disebut dengan konsinyor (consignor), se-

dangkan pihak pedagang yang menerima barang titipan untuk

dijual disebut dengan konsinyi (consignee). Sementara barang yang

dititipkan untuk diperdagangkan sebagai objek dalam perjanjian

konsinyasi ini disebut dengan barang konsinyasi.

Konsinyasi yang diterapkan dalam pengadaan tanah yang diatur
dalam peraturan perundangan berbeda dengan konsinyasi yang di
atur dalam ranah perdata, di mana dalam hubungan perdata konsinyasi
dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara
para pihak. Sedangkan dalam pengadaan tanah justru sebaliknya,
konsinyasi diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak
tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak
tersebut. Perbedaan dalam hal konsep penerapan konsinyasi inilah
yang mengindikasikan bahwa semua peraturan perundangan yang
mengatur masalah pengadaan tanah ini lebih memihak investor baik
pribumi atau asing daripada nasib masyarakat yang tanahnya harus
diambil untuk pembangunan yang seringkali mengatasnamakan
kepentingan umum.

Ada beberapa alasan yang tercantum dalam peraturan perun-

dangan dalam melaksanakan konsinyasi itu antara lain; a. pihak yang

berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau

b. objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih

terkendala dengan proses hukum misalnya; sedang jadi perkara di

pengadilan dan masih dalam sengketa serta masih jadi jaminan di

bank dan dalam sitaan. Kalau objek pengadaan tanah masih terkendala

dengan keadaan di atas mungkin penitipan ganti kerugian (konsinyasi)
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masih dapat ditolerir. Tetapi kalau penitipan uang ganti kerugian (kon-

sinyasi) itu dikarenakan pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau

besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah, atau berda-

sarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang mereka

rasakan tidak memenuhi rasa keadilan, perbuatan ini di luar nalar

keadilan dan tidak sesuai dengan asas-asas pengadaan tanah.

Pada situasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang selalu

mengundang perdebatan dan sengketa, kehadiran hasil penelitian Ni

Luh Gede Maytha Puspa Dewi dan M. Nazir Salim yang dibukukan

dengan judul “Berakhir di Temon: Perdebatan Panjang Pengadaan

Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA)” menjadi

penting. Hal ini dikarnakan peneliti telah menemukan kesenjangan

antara Das sollen; hukum sebagaimana seharusnya, idealnya (law in

the books), dengan Das sein dimana hukum sebagai fakta (senyata-

nya); yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses dalam ma-

syarakat.

Buku ini sangat dianjurkan untuk dibaca oleh kalangan akademisi,

praktisi dan para pejabat yang berkecimpung dalam Hukum Agraria,

disamping untuk menambah wawasan dalam pemahaman pengadaan

tanah secara yuridis juga pemahaman betapa kompleksnya persoalan

dalam pengadaan tanah tersebut.

Terakhir mengucapkan selamat kepada kedua penulis atas terbit-

nya buku ini dan semoga ilmu yang ditularkan kepada khalayak akan

bermanfaat, dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

Wallahi a’lam bissawab

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Juni 2020
Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D.

Dosen Hukum Agraria dan
Direktur Pusat Studi Hukum Agraria (PSHA) FH-UII
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Setiap kegiatan pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan
tanah sebagai ruang penyelenggaraannya. Pembangunan
tersebut diselenggarakan oleh negara (pemerintah) dalam

rangka—cita-cita luhurnya—meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketersediaan tanah bagi kegiatan pembangunan adalah suatu hal yang
penting untuk diupayakan oleh negara. Menurut Sitorus dan Limbong
(2004, 1), dewasa ini ketersediaan tanah-tanah negara yang “bebas”
yaitu tanah yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sangat terbatas. Keter-
batasan ini mengharuskan pemerintah sebagai penyelenggara negara
berhadapan dengan para pemilik tanah dalam upaya menyediakan
tanah untuk kegiatan pembangunan.

1 Perubahan nama dari [N]YIA ([New] Yogyakarta International Airport)
menjadi YIA (Yogyakarta International Airport) pada tahun 2019 atas usulan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X
berdasarkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, baik Pemerintah
Daerah Kulon Progo, ahli bahasa, anggota DPRD Yogyakarta, dan usulan dari
masyarakat. Dalam tulisan ini, kata NYIA disebutkan diawal untuk menandai
nama tersebut sudah digunakan dan populer di masyarakat, selain itu juga kajian
ini mulai dilakukan pada periode nama bandara tersebut masih bernama NYIA.
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Siapapun termasuk negara, bila ingin mengambil tanah masya-

rakat haruslah dengan suatu ganti kerugian sebagai pengganti dari

nilai tanah, termasuk yang ada di atasnya, yang telah dilepaskan atau

diserahkan (Sitorus & Sitepu 1995, 31-32). Kegiatan menyediakan tanah

dengan cara memberi ganti kerugian (yang layak dan adil) kepada

pihak yang berhak inilah disebut sebagai pengadaan tanah (Pasal 1

UU 2/2012). Dalam praktiknya, pengadaan tanah selalu memunculkan

dua sisi dari satu mata uang, terutama ketika membicarakan tentang

kewenangan negara untuk “mengambil” hak atas tanah seseorang guna

kepentingan umum dan tentang bagaimana melindungi hak masya-

rakat yang tanahnya diambil (Sumardjono 2015, 1). Dengan karak-

teristik pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan (Gunanegara

2008, 25), pemerintah menyadari bahwa pembangunan tidak akan

pernah berhenti begitu juga dengan pengadaan tanah, karena kedua-

nya saling terkait. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menjem-

batani dua kepentingan ini melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum.

Pembangunan infrastruktur melalui pengadaan tanah menjadi

salah satu rencana strategis pemerintah yang menjadi perhatian besar

saat ini. Menurut data dari Direktur Jenderal Pengadaan Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(Dirjen ATR/BPN), sejak diberlakukannya UU Pengadaan Tanah pada

Januari 2012 sampai dengan akhir tahun 2016, tercatat setidaknya 382

kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah dilakukan,

baik skala kecil maupun besar (Dirjen Pengadaan Tanah, Kem. ATR/

BPN 2017). Ditambah lagi sepanjang pemerintahan Presiden Joko

Widodo setidaknya terdapat total 226 proyek strategis nasional yang

direncanakan pemerintah. Sebanyak 101 diantaranya adalah proyek

pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, yang terdiri atas

47 proyek pembangunan jalan tol sepanjang 1.755,43 kilometer, 5

proyek pembangunan jalan non-tol, 19 proyek jaringan rel kereta api,

17 proyek bandar udara (bandara) dan 13 proyek pelabuhan (Perpres

No. 3 2016). Angka-angka ini menunjukkan kebutuhan negara akan
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tanah sebagai bentuk upaya “keseriusan” menyediakan sarana dan

prasana transportasi yang dapat memudahkan kegiatan dan aktif itas

masyarakat.

Kebutuhan sarana transportasi memang sangat penting untuk

keberlangsungan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Perubahan

preferensi masyarakat dalam menggunakan moda transportasi jarak

jauh yang  menjadikan transportasi udara sebagai pilihan utama-

dengan berbagai kelebihan di antaranya ef isiensi waktu, kenyamanan,

dan harga yang bersaing dengan moda transportasi darat-semakin

mendorong pembangunan ataupun pengembangan bandara di Indo-

nesia. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya 4 bandara baru yang

masuk dalam 17 daftar proyek strategis nasional. Proyek pembangunan

bandara baru terdiri atas Bandara Kertajati, Bandara Karawang, Ban-

dara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bandara

Banten Selatan.

Proyek strategis nasional di atas terkait dengan terus mening-

katnya populasi Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia sampai tahun

2017 sekitar 2642 juta jiwa dan lebih dari 100 jutanya melakukan perja-

lanan udara trip domestik dan internasional. Fakta tersebut menja-

dikan Indonesia sebagai salah satu pasar penerbangan yang sangat

besar dimana laju pertumbuhan lalu lintas udaranya termasuk paling

tinggi di dunia (Dephub 2014). Sebagai contoh misalnya, selama

Januari-November 2018 jumlah penumpang domestik mencapai 86,2

juta orang dan jumlah penumpang internasional mencapai 16,4 juta

orang (Prima 2019). Dengan demand yang cukup tinggi, bandara di

Indonesia mengalami tekanan yang cukup besar sehingga seluruh

bandara yang dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT.

Angkasa Pura II rata-rata mengalami over capacity (Dephub 2014). Hal

yang sama terjadi di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, jumlah penum-

2 Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 267 juta jiwa. Saat ini
Februari-November (2020) secara bertahap Indonesia sedang melakukan sensus
penduduk, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 sejumlah 269,6
juta jiwa.
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pang pada tahun 2017 mencapai 7,8 juta penumpang dan terus mening-

kat menjadi 8,4 juta penumpang pada tahun 2018 atau meningkat

sebesar 7.69% jika dibandingkan jumlah penumpang di tahun 2017

(Nto & Luf ityanti 2019).

Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan beragam budaya dan lokasi

wisata menjadi salah satu destinasi wisata favorite Indonesia. Yogya-

karta mendapat sebutan sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka

karena sampai saat ini di Yogyakarta masih memegang teguh tatanan

kehidupan masyarakat Jawa khususnya dalam kehidupan sehari-hari

(Dinas Pariwisata DIY 2015). Hal ini tercermin pada kegiatan adat-

istiadat, bahasa, sosial kemasyarakatan, ragam budaya, dan kesenian-

nya yang ditunjukkan kepada publik.

Masyarakat Yogyakarta mempunyai kepedulian yang cukup kuat
dalam menjaga kelestarian alam dan kebudayaan sendiri. Dengan
demikian tidak mengherankan jika jumlah kunjungan wisatawan ke
Yogyakarta terus meningkat setiap tahunnya. Dibuktikan dengan
predikat Bandara Adisutjipto yang masuk dalam kategori delapan
bandara tersibuk di Indonesia tahun 2016 (Katadata 2017) dan urutan
tersibuk keenam pada tahun 2017 dan 2018 (Dirjen Hubungan Udara
2018). Dampak tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung meng-
haruskan peningkatan kualitas pelayanan Bandara Adisutjipto agar
dapat memberikan kenyamanan kepada penumpang.

Upaya peningkatan kualitas sebelumnya telah beberapa kali
dilakukan dengan memperluas lahan bandara pada tahun 2004 seluas
77.200 m2 guna pembangunan parkir. Dilanjutkan pada tahun 2005
seluas 25.189 m2 dan pada tahun 2006 seluas 11.600 m2 di sebelah
utara rel yang juga untuk perluasan areal parkir bandara (Listyawati
2006, 8). Walaupun telah dilakukan perluasan bandara namun masih
belum bisa menampung jumlah wisatawan yang terus bertambah tiap
tahunnya (RKP DIY 2014, II-99-II-100). Dengan daya tampung hanya
1,2 juta penumpang (Dhika 2017), Bandara Adisutjipto mulai mengalami
penurunan kualitas layanan karena jumlah penumpang yang dilayani
tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas yang ada. Di sisi lain,
pengembangan Bandara Adisutjipto sangat terbatas karena berbagai
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keterbatasan lahan serta permasalahan keselamatan udara terkait
keberadaan penghalang alam di area sebelah timur bandara (Langgeng
2014, 57). Melihat kondisi Bandara Adisutjipto yang sudah tidak
memungkinkan untuk dikembangkan memunculkan wacana terhadap
PT. Angkasa Pura I untuk membangun bandara baru di Yogyakarta.

Pada awalnya, ada 7 area di Yogyakarta yang dikaji sebagai lokasi

pembangunan bandara baru, yaitu Bandara Adisutjipto, Lapangan

Terbang Gading-Gunungkidul, Selomartani-Sleman, Gadingharjo-

Bantul serta Bugel, Bulak Khayangan, dan Temon di Kulon Progo.

Dari 7 lokasi calon bandara tersebut yang dinilai memenuhi persya-

ratan teknis dan operasional untuk pembangunan bandara baru hanya

wilayah Gadingharjo dan Temon. Gadingharjo pada akhirnya tidak

dipilih karena padatnya hunian warga dan banyaknya fasilitas umum

yang harus dipindahkan serta kondisi lahan yang merupakan sawah

irigasi dan tanah pertanian produktif. Kecamatan Temon, Kabupaten

Kulon Progo adalah lokasi yang terbaik untuk menjadi lokasi calon

bandara berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan dari Pusat Studi

Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM),

PSEKP (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik) UGM, dan Kon-

sultan Internasional LANDRUM & BROWN pada April 2012 (Ang-

kasapura 2017).

Terpilihnya Kecamatan Temon sebagai lokasi pembangunan

bandara melahirkan terbitnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KP.1164 tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di

Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertang-

gal 11 November 2013 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP.836 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1164 tahun 2013 tertanggal

20 Oktober 2014. Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri

Perhubungan, untuk memulai kegiatan pengadaan tanah, Gubernur

DIY menerbitkan Surat Keputusan Nomor 68/KEP/2015 tanggal 31

Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengem-

bangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ditetap-

kan seluas 645,63 hektar di lima desa yaitu Desa Jangkaran, Desa



6

Ni Luh Gede Maytha PD. & M. Nazir Salim

Sindutan, Desa Palihan, Desa Kebonrejo, dan Desa Glagah di Keca-

matan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Isu pembangunan bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon

Progo mendapat reaksi penolakan dari beberapa kalangan masyara-

kat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas-

komunitas tertentu yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Tolak

Bandara (GESTOB). Melalui komunitas Jogja Darurat Agraria isu

penolakan disampaikan berkaitan dengan penetapan lokasi pem-

bangunan bandara yang dianggap tidak memenuhi persyaratan. Dalam

berbagai penolakan, dua hal yang selalu disampaikan dalam setiap

kesempatan adalah pertama, pembangunan bandara di Kecamatan

Temon diyakini tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten

Kulon Progo, kedua, studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) yang dilakukan mengandung cacat hukum karena tidak dila-

kukan pada tahapan yang semestinya.3

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ren-

cana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 pada Pasal

39 dan Pasal 51 menetapkan Kulon Progo sebagai kawasan rawan tsu-

nami. Demikian pula dibahas lebih detail dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 pada Pasal

39 ayat (7) yang menyebutkan Temon sebagai kawasan rawan bencana

tsunami. Peruntukan Temon sebagai kawasan rawan bencana tsunami

ini yang dijadikan dasar bahwa penetapan Temon sebagai lokasi pem-

bangunan bandara baru sebagai suatu hal yang bertentangan dengan

tata ruang (Djendra 2016).

3 Konferensi Pers Penolakan Groundbreaking Bandara Kulon Progo pada
hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
yang penulis ikuti. Setidaknya terdapat 80 organisasi masyarakat sipil/perorangan
yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB) Kulon Progo
yang telah menyatakan sikap terhadap penolakan pembangunan Bandara Kulon
Progo. Organisasi masyarakat sipil/perorangan tersebut antara lain Wahana Tri
Tunggal (WTT), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta, Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan lain-lain.
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PT. Angkasa Pura I mengajukan studi kelayakan sebagai bagian

dari Dokumen Perencanaan yang harus dipenuhi oleh instansi yang

memerlukan tanah pada Tahap Perencanaan pengadaan tanah (Pasal

14 dan 15 UU No. 2/2012). Dalam studi kelayakan disampaikan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun sesuai keten-

tuan peraturan perundang-undangan (Sumardjono 2015, 22). AMDAL

merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi

syarat untuk mengajukan izin lingkungan (Pasal 2 PP No. 27/2012).

Tanpa adanya AMDAL dan izin lingkungan, pembangunan f isik

bandara tidak bisa dimulai (Kompas 29-01-2017). Demikian pula yang

tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan yang mengharuskan penyusunan AMDAL

dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (instansi yang memerlukan tanah)

pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan yang dalam hal

ini adalah PT. Angkasa Pura I. Berbagai opini berkembang saat itu

mengenai pengurusan AMDAL, apakah sebagai prasyarat yang harus

dipenuhi pada tahapan perencanaan atau memang AMDAL bisa

dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan (Kompas 8-

11-2016).

Penolakan terhadap terbitnya penetapan lokasi bandara mencapai

puncaknya ketika paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT),4 mengaju-

kan gugatan terhadap surat keputusan penetapan lokasi yang dike-

luarkan Gubernur DIY (Pratama 2016, 43, Azizi, dkk 2017). Akibatnya

4 Wahana Tri Tunggal (WTT) adalah sebuah gerakan perlawanan yang
didirikan oleh masyarakat Temon, Kulon Progo untuk melawan proyek
pembangunan bandara di tanah mereka. WTT berdiri pada tanggal 9 September
2012 yang awalnya melibatkan 6 desa terdampak: Desa Glagah, Palihan, Sindutan,
Jangkaran, Kebon Rejo, dan Temon Kulon di bawah pimpinan Martono. Gerakan
tersebut bergerak dengan tujuan untuk menentang rencana pemerintah
membangun bandara baru di lokasi tempat mereka tinggal. WTT muncul karena
adanya mobilasasi sumberdaya yang berasal dari warga-warga yang memiliki
kepentingan yang sama. Kemunculan gerakan ini diinisiasi oleh individu-individu
yang bergerak secara kolektif dalam suatu struktur masyarakat, yang mana
tindakan tersebut adalah bentuk aksi-reaksi terhadap adanya problem dalam
struktur sosial.
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proses pengadaan tanah sempat terhenti pada tahap pengumuman

penetapan lokasi sejak Juni 2015 menyusul putusan majelis hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DIY yang mencabut Izin Pene-

tapan Lokasi (IPL) pembangunan tersebut. Pembangunan bandara

baru yang sempat terhenti akhirnya dapat dilanjutkan setelah dika-

bulkannya permohonan kasasi Gubernur DIY dengan No. Register

456 K/TUN/2015 oleh Mahkamah Agung yang isinya:

“Bahwa Judex Facti terlalu sempit menyimak dasar yuridis keputusan tata
usaha negara objek sengketa, karena dalam Lampiran Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, Bab VI Strategi dan
Arah Kebijakan, Angka 6.3. Arah Pembangunan Kewilayahan, Sub 6.2.4.
Kabupaten Kulon Progo, secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan
adanya “Pengembangan Bandara Baru di Kulon Progo”; Bahwa tentu reali-
sasinya mengalami dinamika perkembangan keadaan riil yang berpengaruh
terhadap pilihan “Skala Prioritas Pembangunannya”. Menyimak dinamika
masyarakat di era otonomi daerah dan kondisi kualitas prasarana dan sarana
transportasi udara berikut moda transportasinya di Daerah Istimewa
Yogyakarta in casu Bandar Udara Adisutjipto yang secara riil sedang ber-
benturan pengembangannya antara perkembangan kota dengan tuntutan
perkembangan kualitas bandar udara demi keselamatan dan kenyamanan
para pengguna jasa angkutan udara, perlu dicarikan solusinya; Bahwa dengan
demikian pembangunan bandar udara di Kulon Progo menjadi sangat
penting, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan
tata usaha negara objek sengketa adalah berdasar hukum dan bersifat
futuristik.”

Amar putusan di atas menjadi lampu hijau pelaksanaan penga-
daan tanah pembangunan Bandara Kulon Progo yang saat itu telah
rampung ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo
pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017. Namun demikian pelaksa-
naannya masih menyisakan beberapa persoalan mengenai pemberian
ganti kerugian, minimal sampai tahun 2019 dalam hal ganti rugi dan
masih menyisakan problem sosial pasca pengadaan tanah hingga pem-
bangunan bandara dimulai, bahkan hingga rampung pembangunan
bandara. Ratusan gugatan mengenai ganti kerugian pengadaan tanah
Bandara di Kulon Progo tercatat di Pengadilan Negeri Wates (Hary
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2016). Seperti pengadaan tanah pada umumnya, masalah ganti keru-
gian selalu muncul sebagai dampak langsungnya karena, negara pada
praktiknya jarang mengunakan alternatif penyelesaian sebagaimana
yang tertera di dalam undang-undang. Negara tidak memberikan pili-
han penyelesaian selain ganti rugi yang disodorkan oleh penilai (ap-
praisal) yang bersifat “memaksa dan f inal”. Pilihan kebijakan itu (ganti
rugi uang) diambil karena dianggap simpel dan mudah bagi penye-
lenggara pengadaan tanah, sekalipun masih ada kemungkinan ganti
rugi dengan skema lain. Sisi lain, problem pemulihan serta problem
sosial sebagai ekses ikutannya seperti pemukiman kembali/relokasi,
lahan penghidupan kembali, dan pendampingan warga yang terdam-
pak langsung khususnya pemulihan ekonomi, luput dari perhatian
panitia pengadaan tanah, karena hal-hal demikian bukan menjadi
tanggung jawab mutlak dari skema pengadaan tanah. Problem ini
selalu muncul di dalam setiap pengadaan tanah baik skala besar mau-
pun kecil, dan terobosan solusi yang memenangkan kedua belah pihak
masih jarang ditemukan.

Sedikitnya ada tiga persoalan pokok yang penting untuk diperha-

tikan dalam masalah pengadaan tanah dan pembangunan Bandara

Kulon Progo, Yogyakarta baik perkara ganti rugi maupun pemukiman

kembali, khususnya pasca pengadaan tanah. Persoalan krusial tersebut

di antaranya adalah:

Pertama, kedudukan masyarakat yang berada di atas tanah

Pakualaman Grond (PAG) sebagai pihak yang berhak dalam pengadaan

tanah. Dari total 645,63 hektar luasan pengadaan tanah bandara Kulon

Progo, 161 hektar merupakan tanah Pakualaman yang secara aktif

digarap oleh masyarakat. Tanah PAG adalah milik Kadipaten Paku-

alaman5, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah PAG oleh pihak

5 Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman dinyatakan
sebagai badan hukum kebudayaan yang menjadi pemilik hak atas tanah
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lain harus mendapatkan izin dan persetujuan Kadipaten Pakualaman.

Di sisi lain, penggarap tanah PAG tidak memiliki izin kekancingan6

(Luthf i, dkk 2009, 173) dari pihak Kadipaten Pakualaman. Kondisi ini

menurut Sujitno (anggota Parampara Praja Bidang Pertanahan Pemda

DIY), “sepanjang penggarap tanah PAG tidak memiliki alas hak dalam

hal izin dari pemilik tanah (Kadipaten Pakualaman), maka penggarap

tidak dapat menuntut ganti kerugian pada Kadipaten Pakualaman

(Dwiprasetya 2016, 85). Selama permasalahan belum dapat diselesai-

kan, untuk sementara ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri

Wates. Keadaan ini yang menimbulkan keresahan penggarap yang

telah mengolah dan mengelola tanah PAG selama bertahun tahun.

Menurut UU Pengadaan Tanah, ganti kerugian wajib diberikan kepada

pihak yang berhak, dalam hal ini yang menguasai atau memiliki objek

pengadaan tanah (Pasal 1 UU No. 2/2012). Dengan demikian perlu

dijelaskan kedudukan penggarap sebagai pihak yang menguasai tanah

PAG.

Kedua, ganti kerugian terhadap aset Pemerintah Kabupaten (Pem-

kab) Kulon Progo berupa jalan umum yang pembayaran ganti kerugian-

nya masih tertunda karena antara Pemkab Kulon Progo dan Panitia

Pelaksana Pengadaan Tanah, dalam hal ini Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi DIY (Kanwil ATR/BPN DIY), berpegang

pada aturan masing-masing (Kompas 6-01-2017). Ketentuan Pasal 82

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

(Perpres No. 71 Tahun 2012), menyebutkan terhadap lahan milik peme-

Pakualaman. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, bahwa hanya
warga-warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Akan tetapi,
dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA diberikan pengecualian, yaitu bahwa pemerintah
dapat menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, yang
dengan lahirnya UU Keistimewaan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman dinyatakan
sebagai badan hukum kebudayaan yang kemudian dapat menjadi subjek hak
milik.

6 Surat Kekancingan adalah surat yang dimiliki masyarakat yang menjelaskan
bahwa status tanah yang ditempati adalah tanah magersari milik Sultan Grond
atau Pakualaman Grond.
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rintah yang menjadi objek pengadaan tanah tidak diberi ganti kerugian

kecuali di atasnya berdiri bangunan yang digunakan secara aktif untuk

penyelenggaraan tugas pemerintahan. Namun Pemkab Kulon Progo

tidak sependapat dengan hal itu, mereka meyakini apa yang tertuang

dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyebutkan pemin-

dahtanganan barang milik pemerintah daerah, termasuk yang berupa

tanah, hanya bisa dilakukan dengan penjualan, tukar menukar, hibah,

dan penyertaan modal. Kanwil ATR/BPN DIY dan Pemkab belum

menemukan titik terang mengenai pembayaran ganti kerugian terha-

dap objek pengadaan tanah berupa jalan yang diklaim sebagai aset

Pemkab Kulon Progo. Akhir November 2017, Gubernur DIY meminta

petunjuk ke pemerintah pusat terkait persoalan tersebut, dan jawaban

dari Sekretariat Wakil Presiden tanggal 3 November 2017 menyatakan

bahwa aset Pemkab dan Pemprov berupa jalan baik jalan kabupaten

maupun jalan provinsi tidak diberi ganti kerugian. Petujuk ini meng-

akhiri perdebatan yang sebelumnya muncul, dan secara resmi aset

tersebut dianggap selesai. Akan tetapi, dalam konteks lain sebenarnya

negara dirugikan, karena kehilangan asetnya tanpa ada lahan peng-

gantinya. Idealnya, ada lahan pengganti yang disediakan oleh pihak

yang membutuhkan tanah.

Ketiga, terdapat ± 300 bidang tanah milik masyarakat yang belum

bisa dibayarkan ganti kerugian karena sejumlah masalah, misalnya

karena tanahnya masih dalam sengketa, persyaratan administratif

untuk pembayaran ganti kerugian belum lengkap dan masih ada warga

yang menolak tanahnya dipakai untuk pembangunan bandara (Kom-

pas 24-12-2016). Masyarakat yang dimaksud adalah yang tergabung

dalam WTT yang dari awal menolak pelaksanaan pengadaan tanah

pembangunan bandara. Penolakan yang dilakukan WTT secara teknis

menyebabkan satuan tugas dan tim penilai tidak bisa melaksanakan

tugasnya.7 Secara administratif warga yang tergabung dalam WTT

7 Satuan tugas dalam pengadaan tanah terdiri dari Satuan Tugas A dan Satuan
Tugas B. Satuan Tugas A bertugas melakukan inventarisasi dan identif ikasi data
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tidak bertindak kooperatif dengan menyerahkan bukti kepemilikan

dan/atau penguasaan atas tanah yang dimiliki sehingga menyulitkan

panitia pengadaan tanah dalam mengumpulkan data yuridis bidang

tanah. Sikap WTT memang sudah menjadi pilihan untuk menolak

pengadaan tanah, sehingga tidak mau memberikan informasi apapun

terkait lahan yang dikuasainya. Jika pada akhirnya sebagian dari

kelompok yang tergabung dalam WTT kemudian berbalik arah atau

berkompromi dengan Angkasa Pura I, bukan sebagai pihak yang

menyerah kemudian menerima, melainkan melakukan tindakan mini-

mal setelah mengalami kekalahan dalam perjuangan panjang mem-

pertahankan tanahnya. Tindakan sebagian masyarakat harus dilihat

sebagai warga yang mempertahankan hak yang seharusnya menjadi

haknya.

Penolakan yang dilakukan berimplikasi terhadap nilai ganti keru-

gian yang ditaksir terhadap ±300 bidang tanah milik WTT. Tim penilai

hanya dapat menilai berdasarkan luas masing-masing bidang tanpa

menilai benda-benda yang ada di atasnya (baik bangunan maupun

tanam tumbuh). Hal ini karena warga yang tergabung dalam kelompok

WTT tidak kooperatif terhadap Tim Penilai dan pelaksanaan penga-

daan tanah. Sampai ganti kerugian dibayarkan, warga WTT tetap

menolak ganti kerugian yang diberikan sehingga pemerintah terpaksa

menitipkan uang ganti kerugian ke pengadilan negeri setempat yakni

Pengadilan Negeri Wates (Komunikasi dengan TH, 10 Februari 2017).

Bagaimana jika masyarakat tidak mengambil uang ganti kerugian yang

dititipkan, apakah pengadaan tanah bisa dikatakan telah menjamin

hak-hak masyarakat pemilik tanah? Terlebih nilai ganti kerugian milik

warga WTT yang dititipkan belum mencakup keseluruhan ganti

kerugian yang seharusnya diterima, karena Tim Penilai tidak berhasil

f isik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Satuan Tugas
B bertugas melakukan inventarisasi dan identif ikasi data pihak yang berhak dan
objek pengadaan tanah. Tim penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti
kerugian bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah
tanah bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian
yang dapat dinilai.
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menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundangan. Hal ini masih

menyisakan persoalan dan penulis bahas lebih detil dalam penjelasan

bab pembahasan.

Sejalan dengan uraian problem di atas, isu sentral kajian ini
diawali dengan kajian dalam menetapkan Temon, Kulon Progo sebagai
lokasi pembangunan bandara baru di Yogyakarta dan terkendalanya
pembayaran ganti kerugian. Masalah tersebut antara lain terbitnya
penetapan lokasi pembangunan bandara di Kecamatan Temon Kabu-
paten Kulon Progo yang menyisakan persoalan mengenai penyelesaian
AMDAL maupun kesesuaiannya dengan rencana tata ruang. Dari isu
sentral di atas, kajian ini juga berkembang dan menyoroti beberapa
hal yang krusial dan menjadi kunci dalam memahami konstruksi
pengadaan tanah bandara di Yogyakarta, pertama terkait proses
penerbitan surat keputusan penetapan lokasi sekaligus menyangkut
isu dan problem yang dihadapi di lapangan. Kedua terkait beberapa
skema ganti rugi yang menyisakan beberapa persoalan. Besarnya ganti
rugi yang diberikan PT Angkasa Pura I kepada pemilik tanah tidak
menjamin lancarnya proses pengadaan tanah di Yogyakarta, bahkan
menyisakan banyak persoalan pasca pengadaan tanah.

Meski menyisakan beberapa persoalan, pengadaan tanah bandara

Kulon Progo tetap berjalan ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan

Penetapan Lokasi dari Gubernur DIY. Dalam pelaksanaannya ternyata

ekses pengadaan tanah mengenai ganti kerugian masih mengiringi

pengadaan tanah pembangunan bandara di Kulon Progo. Saat itu,

perdebatan terus terjadi mengenai siapa pihak yang berhak menerima

ganti kerugian terhadap tanah PAG, bagaimana penyelesaian ganti

kerugian aset pemerintah, dan bagaimana nasib warga yang menolak

pembayaran ganti kerugian dan tidak mengambil uang ganti kerugian

yang telah dititipkan di pengadilan. Pada bab selanjutnya pembahasan

bagian ini menyentuh sampai terselesaikan semua problem tersebut,

namun intinya bukan perkara problem bisa diatasi oleh Angkasa Pura

I dan pemerintah, melainkan bagaimana proses panjang itu akhirnya

“dianggap selesai” dan dengan cara apa penyelesaiannya. Pertanyaan

lain juga muncul, bagaimana nasib mereka yang mempertahankan
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tanahnya dan memilih jalan berjuang sampai batas kemampuannya.

Studi ini dilakukan untuk melihat secara detail persoalan tersebut

sekaligus melihat bagaimana pemerintah menyelesaikan persolan-

persoalan krusial yang terjadi di lapangan.

Kajian ini berangkat dari keresahan penulis dan suara-suara yang
muncul di publik dalam melihat realitas pengadaan tanah di Bandara
Kulon Progo, dimana ada banyak sisa persoalan yang ditimbulkan
akibat dari proses kegiatan tersebut. Penulis menyadari keterbatasan
akses data dan kemampuan menjelaskan realitas di lapangan, karena
tidak mudah mengurai apa sebenarnya yang terjadi. Namun berangkat
dari keresahan itu melahirkan banyak pertanyaan dan dugaan, dimana
dibutuhkan penjelasan yang komprehensif untuk melihat bagaimana
proses pengadaan tanah itu dilakukan dan bagaimana respons masya-
rakat serta problemnya. Kompleksitas masalah itu ingin digambarkan
secara detail bagaimana agenda besar itu dijalankan dan bagaimana
agenda besar itu memberikan dampak bagi masyarakat.

Secara tersirat kajian ini hendak menjelaskan dan menggambarkan
(Walliman 2011, 8) kompleksitas problem tersebut dengan menem-
patkan dua objek kajian, penyelenggara dan masyarakat terdampak
langsung. Dengan penjelasan itu harapannya bisa didudukkan per-
soalan-persoalan yang mendasari logika dan alasan-alasan dua belah
pihak yang berlarut dan menimbulkan masalah. Dengan penjelasan
yang komprehensif setidaknya akan memberikan gambaran dan
manfaat tidak semata informasi dan pengetahuan baru namun juga
untuk dua pihak, masyarakat terdampak-publik dan pihak penyeleng-
gara dalam hal ini pihak yang membutuhkan tanah. Tentu saja secara
sederhana, cita-cita menggambarkan kompleksitas persoalan di atas
dalam kajian ini untuk memudahkan banyak pihak melihat secara
jernih persoalan-persoalan dibalik pengadaan tanah Bandara Kulon
Progo, Yogyakarta.

Praktiknya setelah menelusuri data dan ke lapangan, menjelaskan
secara komprehensif kajian pengadaan tanah YIA bukan persoalan
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yang mudah, dan tentu saja ini merupakan topik yang sangat luas.
Pengalaman menemukan data di lapangan, penulis mengalami banyak
kendala dan kesulitan, karena kompleksitas persoalan dan banyaknya
para pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
YIA. Menyadari hal tersebut, penulis hanya akan fokus pada dua hal
pokok, “perencanaan sampai studi kelayakan” dan “ganti kerugian”.
Dua isu tersebut memang melahirkan banyak dampak dalam praktik-
nya, dan penulis tidak bisa menghindari menyinggung isu-isu lain,
namun yang menjadi fokus perhatian adalah dua isu tersebut.

Pasca penentuan Temon sebagai lokasi bandara muncul isu perca-
loan tanah, namun sulit untuk mendapatkan data secara valid, sehing-
ga penulis hanya menyinggung sekilas. Pasca pengadaan tanah juga
muncul banyak isu lainnya, di antaranya relokasi, keberlanjutan kehi-
dupan ekonomi warga terdampak, dan tenaga kerja yang dijanjikan
PT. Angkasa Pura I. Persoalan konflik antara Angkasa Pura I versus
warga yang menolak juga menjadi isu yang dominan, namun tidak
menjadi fokus utama kajian ini, selain sudah ada beberapa yang
melakukan kajian tersebut. Isu relokasi atau pemukiman kembali bagi
warga terdampak maupun relokasi pemakaman juga sangat krusial,
namun lagi-lagi beberapa peneliti sudah mengkaji dan bagian ini tidak
menjadi fokus utama penulis. Namun demikian, penulis menyinggung
semua isu tersebut secara terbatas. Alasan-alasan teknis juga menjadi
kendala mengapa sulit untuk fokus pada semua isu besar tersebut,
karena harus banyak mengumpulkan data yang bersifat tertutup
(sensitif) juga kesulitan melakukan verf ikiasinya. Untuk itulah, kajian
ini hanya fokus pada dua isu di atas, “perencana dan ganti rugi” dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan YIA sebagai isu utamanya.

Review terhadap beberapa literatur sengaja dihadirkan untuk me-

nunjukkan posisi kajian dan gap analisis di antara kajian penulis

dengan kajian-kajian yang telah peneliti lain lakukan sebelumnya.

Dalam penelusuran penulis, sedikitnya lebih dari tujuh kajian

ditemukan terkait Bandara Kulon Progo yang dilakukan oleh peneliti
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sebelumnya dengan fokus, pendekatan, dan metode yang berbeda-

beda. Kajian mengenai pengadaan tanah bandara merupakan tema

yang menarik untuk diteliti karena permasalahannya yang begitu kom-

pleks dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Penulis juga men-

coba membuat perbandingan dengan penelitian di tempat lain, seperti

pengadaan tanah Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk

melihat secara detail perbedaaan proses pelaksanaan pengadaan ta-

nahnya.

Dari banyaknya kajian pengadaan tanah bandara Kulon Progo,

penulis hendak melihat hasil temuan pihak lain yang relevan untuk

membandingkan temuan-temuan sebelumnya dengan yang penulis

lakukan. Kajian Dewi Susilowati (2014) melihat adanya perubahan

sosial yang terjadi di Desa Palihan (salah satu desa terdampak pem-

bangunan bandara di Kulon Progo). Perubahan sosial yang dimaksud

adalah mengenai perubahan yang terjadi pada masyarakat di Desa

Palihan akibat adanya kebijakan relokasi bandara yang terjadi bahkan

ketika kebijakan tersebut masih dalam tahapan “wacana” kebijakan.

Dewi membatasi persoalan pelaksanaan relokasi yaitu pada saat ada-

nya wacana relokasi bandara di Desa Palihan sampai terbitnya Pera-

turan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan

Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Pendekatan waca-

na dan analisis sosial digunakan untuk melihat permasalahan yang

terjadi akibat adanya wacana relokasi bandara.

Winantu Ginanjar Langgeng (2014) dalam penelitiannya fokus

pada persepsi penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

penduduk, dan keinginan penduduk Desa Glagah, Kecamatan Temon

terhadap rencana pembangunan bandara. Rencana pembangunan ban-

dara dengan konsekuensi harus melakukan pemindahan penduduk

mengakibatkan bermacam-macam persepsi penduduk yang terkena

dampak pembangunan. Studi ini mampu merekam bagaimana persepsi

penduduk terdampak terhadap pengadaan tanah dan pembangunan

bandara Kulon Progo. Temuan Langgeng menarik bahwa persepsi pen-

duduk menunjukkan ketakutannya kehilangan pekerjaan, tempat

tinggal, dan lingkungan yang ada karena adanya hubungan yang kuat
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dengan lingkungan alam. Terdapat Tiga faktor yang mempengaruhi

persepsi tersebut, antara lain faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Bahkan mereka berharap pemerintah tidak akan melanjutkan rencana

pembangunan bandara di lokasi tersebut.

Penelitian Aditya Agung Pratama (2015) mengkaji gerakan sosial

yang menolak kebijakan relokasi bandara. Gerakan sosial tersebut

adalah masyarakat yang tergabung dalam WTT. Penelitian ini memot-

ret tentang latar belakang munculnya gerakan WTT dan bagaimana

WTT memperjuangkan tuntutan mereka terhadap negara. Temuan

Pratama secara mendasar adalah tingkat kecemasan warga  (WTT)

yang mengalami peningkatan dan kecemasan itu berbeda tergantung

latar belakang pendidikan masing-masing. Kecemasan itu kemudian

direspons dengan cara menggerakkan masyarakat untuk menolak dan

melakukan protes-protes. Para pimpinan WTT melakukan mobilisasi

dan mempengaruhi kelompok lain agar mendukung upaya dan pilihan

yang mereka jalani secara kolektif, di sisi lain pemerintah juga tidak

melakukan kontrol atas upaya yang warga WTT lakukan.

Kajian Amelia (2016) berbicara tentang Upaya Penyelesaian konflik
terkait dengan kebijakan relokasi pembangunan bandara, hal yang
sama juga dilakukan oleh Sari dan Suteki (2019) yang mendekati
persoalan dengan Alternative Despute Resolution (ADR) sebagai cara
yang adil dalam menyelesaikan persoalan. Penelitian tersebut mirip
dengan yang dilakukan oleh Heru Kurniawan (2016) dan Akhmad
Sopanudin (2016). Keempat penelitian ini sama-sama menjelaskan
munculnya konflik akibat proyek pembangunan bandara Kulon Progo.
Kajian mereka fokus pada penjelasan dan pemetaan aktor yang terlibat
dalam konflik namun dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian
Amelia mengkaji mengenai upaya penyelesian konflik dan dampak
penyelesaian konf lik sedangkan penelitian Heru mengkaji peran
Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Kedua penelitian ini menje-
laskan konflik yang disebabkan karena pemerintah tidak memberikan
kejelasan terkait dengan ganti kerugian dan jaminan kesejahteraan
masyarakat kedepannya. Amelia menjelaskan, ada proses negosiasi
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kedua belah pihak namun gagal dilaksanakan karena hasil dari proses
negosiasi tidak memberikan solusi terhadap penyelesaian konflik,
intinya kedua belah pihak buntu dalam bersepakat. Angkasa Pura
kemudian memilih jalan penyelesaian melalui proses litigasi dan dapat
dinyatakan berhasil karena hasil Keputusan Kasasi No.456 K/TUN/
2015 dikabulkan oleh Makamah Agung, sehingga melalui hasil kepu-
tusan ini proses pembangunan bandara dapat dilanjutkan. Sementara
Sopanudin memberikan gambaran yang cukup menarik karena melihat
problem sosial sebagai akibat pembangunan bandara dilihat dari alih
fungsi lahan yang terjadi. Sisi lain dari persoalan sosial yang muncul
akibat pembangunan bandara adalah ketersediaan lahan pangan bagi
masyarakat yang kehilangan lahan pangannya, dan situasi itu tidak
tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Penelitian yang bersinggungan dengan kajian penulis dilakukan

oleh Thio A. Dwiprasetya (2016) yang fokus pada Pelaksanaan Penga-

daan Tanah Untuk Pembangunan Bandara di Desa Glagah. Kajian

Dwiprasetya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah pada tahap

pelaksanaan inventarisasi dan identif ikasi khususnya yang berada di

Desa Glagah, Kecamatan Temon. Secara singkat penelitian ini menje-

laskan mengenai tahap perencanaan dan tahap persiapan berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Fokus Dwiprasetya lebih pada menguji kesesuaian antara aturan dan

praktik pelaksanaannya, dimana ia meyakini apa yang dilakukan oleh

pemerintah secara hukum sudah sesuai, sehingga bisa terus dilakukan

proses pengadaan tanahnya. Beberapa yang dibahas oleh Dwiprasetya

juga menjadi fokus penulis, namun demikian, Dwiprasetya tidak mem-

bahas secara mendalam mengenai mekanisme penetapan lokasi sam-

pai pada tahap menjelaskan skema penetapan ganti kerugian, sebagai-

mana kajian itu menjadi fokus penelitian penulis. Menjelang publikasi

naskah ini, Pitasari, Guntur, dan Kistiyah (2020) melakukan kajian

terkait ganti rugi tanah kas desa, tanah instansi pemerintah, dan tanah

wakaf. Studi ini melengkapi kajian penulis karena saat penulis mela-

kukan penelitian, proses penyelesaian ganti rugi tanah instansi



19

Berakhir di Temon

pemerintah belum f inal, baru sampai jawaban dari pemerintah pusat

terkait status ganti ruginya, yang menyatakan tidak perlu diganti rugi

untuk tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dan jalan-jalan milik

pemerintah. Muncul kata dalam surat jawaban pemerintah pusat, “agar

menjadi kontribusi”, artinya bahwa tanah yang merupakan aset

Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY yang terkena pengadaan

tanah untuk pembangunan Bandara Baru YIA harus dilepaskan dengan

sukarela tanpa pemberian ganti kerugian (Pitasari, Guntur, Kistiyah

2020, 46).

Untuk melihat studi perbandingan, penelitian terkait pengadaan
tanah di wilayah lain yang proses dan penggunaan produk hukumnya
sama, penulis mencoba melihat kajian Padjo dan Salim (2014), tulisan
ini berisi gambaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk perluasan
Bandara Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Teng-
gara Timur untuk mengakomodir jumlah wisatawan yang terus me-
ningkat sejak Komodo di tetapkan sebagai The New 7 Wonders of Na-
ture. Titik perluasan bandara terjadi di tiga tempat yaitu landasan
pacu sejauh 300 m, yang luasannya masih masuk dalam Hak Penge-
lolaan No. 00001 An. Departemen Perhubungan, pada bagian barat
bandara yaitu Bukit Binongko dan Bukit Batu, dimana penggusurannya
menuai protes dari masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan
yang belum menerima ganti rugi, sedangkan pada bagian utara yaitu
pada Bukit Klumpang, pembebasan lahan dilakukan berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat.

Meskipun pada dasarnya sama-sama mengkaji kesesuaian pelak-

sanaan pengadaaan tanah menurut UU Pengadaan Tanah, sasaran

penulis berbeda dengan yang Padjo dan Salim lakukan yakni meka-

nisme penetapan lokasi dan masalah pembayaran ganti kerugiannya,

sedangkan Padjo dan Salim hanya fokus pada menjelaskan ide pem-

bangunan Bandara Komodo yang menyertai tanpa menjelaskan secara

detail bagaimana mekanisme penerbitan SK Penetapan Lokasi

pengadaan tanah termasuk AMDAL-nya. Padjo dan Salim menjelaskan

sekilas masyarakat yang digusur tanpa adanya ganti kerugian,
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selanjutnya lebih fokus pada konflik yang timbul akibat pembangunan

Bandara Komodo dengan perspektif William Hendrik untuk melihat

persoalan konfliknya. Dari penelitian Padjo dan Salim dapat dilihat

bagaimana UU Pengadaan Tanah yang baru terbit diaplikasikan

prematur dalam pembangunan Bandara Komodo.

Beberapa hasil kajian di atas (khususnya 7-8 kajian Bandara DIY)
memperjelas kedudukan kajian penulis yang dilakukan dalam kasus
pengadaan tanah bandara Kulon Progo Yogyakarta. Walau beberapa
studi di atas menyinggung proses ganti rugi, konflik, dan penetapan
lokasi, namun dari sisi data dan jangkauan kajian masih sangat parsial.
Apa yang para penulis di atas kaji cukup menarik, namun data yang
mereka sajikan masih terbatas, misalnya dokumen perencanaan tidak
disajikan, dokumen terkait rapat-rapat ganti rugi tidak juga muncul,
dan argumen kedua pihak tidak muncul dalam kajian yang mereka
paparkan. Kecuali beberapa studi terkait persepsi masyarakat, cukup
menarik dan kasus ini tidak menjadi fokus penulis secara spesif ik.
Pebedaan mendasar kajian ini dengan kajian-kajian sebelumnya adalah
pada proses penetapan lokasi dan proses ganti rugi serta problematik
proses pengadaan tanah yang tidak semata pada level elite dan kebi-
jakan, tetapi juga level action plan yang penulis sajikan. Hal ini menjadi
penting untuk melihat bagaimana proses itu berlangsung dan bagai-
mana respons masyarakat terhadap hal-hal teknis yang terjadi di
lapangan. Penulis berusaha fokus dalam konteks tersebut dengan
menghadirkan data secara detil dan memadai.

Pada awal penelitian, penulis mencoba memanfaatkan berbagai

media untuk membantu membangun kronologi pelaksanaan

pengadaan tanah [New] Yogyakarta Internasional Airpot (NYIA)—

kemudian pada tahun 2019 berubah menjadi Yogyakarta Internatio-

nal Airport (YIA)—sehingga penulis dapat memetakan permasalahan

yang terjadi. Pada masa awal penelitian, penulis banyak memahami

realitas di lapangan melalui media sosial (instagram gerakan Jogja

Darurat Agraria dan LBH Yogyakarta), walaupun kurang lazim,
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faktanya, media ini sangat membantu penulis dalam merekonstruksi

persoalan yang terjadi di lapangan. Periode awal penulis berhutang

kepada media tersebut untuk memetakan persoalan secara global

sebelum terlibat langsung dalam studi lapangan. Sedikitnya ada tiga

fase yang penulis lakukan di dalam “berburu” data untuk kepentingan

kajian ini.

Pada fase awal, agar bangunan konstruksi yang penulis hadirkan
lebih lengkap, penulis mencoba memetakan lebih jauh dengan mene-
lusuri data di media cetak dan online, baik nasional maupun lokal
sepanjang tahun 2016 s.d. 2017. Tentu tidak sulit bagi penulis untuk
menemukan media tersebut karena tersedia dengan baik di koleksi-
koleksi Perpustakaan STPN maupun perpustakan lain yang ada di
Yogyakarta. Media-media ini sangat membantu penulis untuk
memahami lebih dalam pelaksanaan pengadaan tanah YIA, juga mem-
bantu memetakan persoalan yang terjadi. Demi bangunan konstruksi
kajian yang runtut, penulis juga mengikuti beberapa kegiatan yang
dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang menolak
terhadap pembangunan bandara YIA. Di Kantor LBH Yogyakarta,
penulis sempat menghadiri konferensi pers menolak groundbreaking
YIA. Dari konfrensi pers tersebut penulis menangkap isu pokok peno-
lakan pembangunan YIA. Untuk melengkapi data-data awal penulis
juga melakukan observasi pendahuluan ke Kanwil ATR/BPN DIY untuk
menemukan informasi dasar yang berkaitan dengan masalah yang
akan penulis telusuri lebih jauh di lapangan.

Fase berikut adalah penelitian lapangan, baik di lokasi pengadaan

tanah untuk YIA maupun ke pihak yang membutuhkan tanah untuk

pembangunan bandara. Sumber data utama penulis adalah dari PT.

Angkasa Pura I yang pada praktiknya sangat membantu karena mem-

berikan akses data kepada penulis terhadap data-data yang mereka

miliki. Penulis diberikan akses untuk melihat Dokumen Final Studi

Kelayakan, Rencana Induk Pembangunan Bandara (master plan), Buku

I Perencanaan yang berisi Dokumen Perencanaan dan Buku II

Persiapan yang menceritakan secara jelas kronologi pengadaan tanah

YIA sampai terbitnya SK Penetapan Lokasi dari Gubernur DIY.
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Dokumen tersebut tersimpan dengan baik, tertata dan terjilid rapi di

Kantor PT. Angkasa Pura I, walaupun tidak semua data bisa diakses

secara terbuka oleh penulis. Namun demikian, dari dokumen yang

ada penulis bisa memanfaatkan untuk menggambarkan proses penga-

daan tanah untuk YIA secara relatif lengkap. Data dari PT. Angkasa

Pura I kemudian dilengkapi juga data-data lain dari beberapa anggota

Tim Persiapan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Dari Tim Per-

siapan penulis mendapat penjelasan yang cukup detail Tahapan Per-

siapan Pengadaan Tanah YIA.

Terkait dokumen daftar nominatif dan peta bidang tanah, penulis

mendapatkan dari Angkasa Pura I. Dokumen peta yang cukup penting

dalam kajian ini penulis dapatkan dari Koordinator Satgas A, yang

memberikan akses kepada penulis untuk mengolah peta sebaran kon-

sinyasi pengadaan tanah. Penulis menghargai kehati-hatian narasum-

ber, karena memberikan akses secara terbatas, dan hanya mengizinkan

penulis untuk mengolah data di perangkat komputer maupun laptop

miliknya, tanpa mengizinkan penulis mengkopi untuk mengolah ditem-

pat lain. Namun akses yang beliau berikan sangat membantu penulis dalam

menelusuri dan memetakan data lapangan yang penulis butuhkan.

Data dari Kantah ATR/BPN Kuloprogo dan wawancara secara men-
dalam dengan kepala kantor yang juga mantan anggota Pelaksana
Pengadaan Tanah YIA cukup membantu penulis melengkapi doku-
men lainnya. Penulis juga berhasil mendapatkan informasi detil dari
Ketua Satgas A8, AHA selaku Anggota Satgas B, dan APDB selaku staf
Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah. Selebihnya adalah bahan
paparan Kepala Kanwil DIY pada acara Lingkar Belajar Bersama Refor-
ma Agraria (LiBBRA) di STPN. Informasi dan dokumen berbagai
instansi tersebut melengkapi data yang sudah penulis dapatkan dan

8 Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 meliputi
Satuan Tugas A dan B yang membidangi Inventarisasi dan Identif ikasi: Satgas A
mengurusi data f isik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah, satgas B mengurusi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
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sangat membantu penulis untuk menggambarkan proses dan tahap
pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara YIA.

Fase terkahir adalah berburu data di lapangan dengan menemui
warga di Temon. Bagian ini adalah bagian yang paling sulit selama
melakukan penelitian untuk mendapatkan data, karena penulis menga-
lami banyak hal yang tidak menyenangkan, termasuk penolakan dan
pengusiran. Hal ini sangat wajar karena penulis melakukan penelitian
lapangan pada saat situasi masih panas dan jauh dari kondusif.

Sebagaimana kebutuhan penulis akan beberapa informasi terkait

proses-proses pengadaan tanah, dokumen dan wawancara sebelumnya

relatif mampu menggambarkan apa yang penulis butuhkan, akan

tetapi kajian ini tidak berhenti pada tahapan proses pengadaan tanah.

Salah satu hal yang cukup krusial adalah data terkait persoalan ganti

rugi. Penulis berhasil menggali informasi langsung dari masing-masing

pihak yang terlibat dan bertanggung jawab langsung terhadap perso-

alan ganti rugi. Di antaranya Kepala Sub Bidang Optimalisasi dan

Investasi yang menjelaskan perkembangan pembayaran ganti kerugian

terhadap tanah instansi pemerintah; Abdi Dalem Urusan Panitikismo

Kewedanan Kaprajan, Kadipaten Pakualaman yaitu KATH menjelaskan

bagaimana pembayaran ganti kerugian untuk tanah Paku Alaman Grond

(PAG) dan mejelaskan kedudukan penggarap PAG, termasuk

wawancara yang penulis lakukan terhadap petani penggarap PAG

terutama petani yang menggarap tanaman semusim dan petani

tambak. Dari mereka penulis dapatkan informasi secara mendalam

terkait yang petani rasakan akibat pengadaan tanah untuk YIA, baik

suka maupun duka yang dirasakan. Selanjutnya adalah terkait tanah

kas desa, penulis memperoleh informasi dari Kepala Desa Glagah

dan Sekretaris Desa Palihan yang tanah kas desanya terkena penga-

daan tanah YIA. Begitu juga dengan Ketua Paguyuban Wahana Tri

Tunggal/WTT (Ketua WTT Realita) yang akhirnya “luluh”, karena

berkali-kali menolak untuk penulis wawancarai. Saudara W dari ang-

gota Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPPKP)

berhasil penulis waancarai yang hingga selesai penelitian ini masih

tetap menolak tanahnya dibebaskan untuk bandara YIA.



24

Ni Luh Gede Maytha PD. & M. Nazir Salim

Dalam proses penelitian, beberapa hal yang penulis temukan di

lapangan mengalami jalan buntu. Khusus pembayaran ganti rugi, ada

beberapa bidang tanah yang belum menemukan solusi karena warga

tidak mau melepaskan tanahnya dan dalam praktiknya uang ganti

kerugiannya dititipkan ke pengadilan. Padahal secara teknis bidang

tanah mereka tidak pernah dinilai langsung oleh Tim Penilai karena

warga menutup akses masuk ke wilayah tersebut. Begitu juga terkait

tanah aset pemerintah yang berbeda dalam menafsirkan peraturan.

Atas situasi tersebut, penulis mewawancarai Direktur Jenderal Penga-

daan Tanah, yang terlibat langsung dalam proses pengadaan tanah

YIA. Dari wawancara dengan beliau ditemukan gambaran untuk

mengurai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pelaksana Penga-

daan Tanah berkaitan dengan pemberian ganti kerugian yang masih

belum bisa dilaksanakan sampai saat itu (2017).

Mewawancarai warga yang menerima pengadaan tanah untuk YIA
relatif mudah, karena mereka cukup terbuka untuk menceritakan lahan
dan prosesnya. Akan tetapi sulit untuk menemui warga yang meno-
lak menyerahkan tanahnya untuk YIA. Sisi lain, kondisi di lapangan
tidak cukup kondusif, banyak warga kecewa, menaruh curiga, antipati,
khususnya dengan pemerintah yang dianggap merugikan mereka.
Akses penulis sangat terbatas untuk mewawancarai Ketua WTT dan
beberapa narasumber lainnya atau yang tergabung dalam Paguyuban
Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPPKP). Respons mereka
juga kurang bersahabat ketika ada pihak yang ingin melakukan
penelitian mengenai pengadaan tanah bandara. Mereka beranggapan
bahwa apapun yang dilakukan oleh pihak lain hanya akan mendukung
pemerintah dan tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi mereka.
Situasi tersebut sangat bisa penulis pahami karena situasi dan kondisi
yang tidak menguntungkan bagi mereka.

Kondisi yang sama juga terjadi ketika peneliti ingin bertemu

dengan petani tambak yang memanfaatkan tanah Pakualaman Grond.

Peneliti hanya berhasil mengumpulkan sedikit informasi dari warga

yang merupakan petani tambak. Selebihnya terkait informasi mengenai

petani tambak yang menjadi isu panas dalam hal pembayaran ganti
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rugi, penulis mendapatkan data dari materi gugatan petani tambak,

sekaligus sebagai materi yang mewakili keterangan petani tambak

lainnya. Untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan, penulis

sempat bertemu dengan Sekretaris Tim Pengawal dan Pengaman Pe-

merintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk melengkapi

informasi yang penulis butuhkan. Penulis juga mendapatkan informasi

dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Wates, untuk mendapatkan

data dan informasi mengenai proses kosinyasi di Pengadilan.

Dari perjalanan kurang lebih dua bulan waktu penelitian lapangan
yang penulis lakukan masih belum cukup untuk mendapatkan semua
informasi pengadaan tanah YIA yang begitu kompleks. Persoalannya,
saat penulis turun ke lapangan, di 5 desa lokasi pengadaan tanah ada
pihak-pihak yang selalu menjaga warganya jangan sampai ada pihak
lain yang memanfaatkan atau mendapatkan informasi dari warganya
mengenai pelaksanaan pengadaan tanah YIA, sehingga penelusuran
penulis tidak mudah dikerjakan khususnya saat berhadapan dengan
warga atau pimpinan petani yang menolak pengadaan tanah untuk
YIA.

Mayoritas PWPPKP dan petani tambak tidak bersedia ditemui
untuk diwawancarai jika terkait dengan pembangunan bandara, namun
bersedia jika membicarakan selain persoalan tanah dan bandara. Warga
melakukan aksi tutup mulut dan tidak mau menjelaskan hal-hal terkait
tanah dan bandara. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi penulis
untuk mengkonf irmasi data lebih jauh. Terkait beberapa data yang
minim penulis dapatkan atau belum berhasil ditemukan penulis leng-
kapi dengan opini pihak lain (khususnya warga yang menerima penga-
daan tanah) untuk mendapatkan penjelasannya. Hal itu cukup mem-
bantu penulis dalam menganalisis lebih jauh persoalan yang terjadi
di lapangan.

Atas semua data yang penulis peroleh di atas, penulis menge-

lompokkan dan mengkategorikan sebagaimana model yang dibangun

oleh Miles dan Huberman (2007), Denzin (2009), Creswell (2010)

untuk memudahkan analisa lebih lanjut. Tujuannya agar penulis

mampu membangun dan menjelaskan pengadaan tanah YIA secara
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makro sekaligus detail-detail persoalan yang terjadi di lapangan. Dari

semua data observasi, dokumen, dan wawancara kemudian penulis

fokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan sebagaimana tujuan

dari kajian ini.

Buku ini terdiri atas enam bab yang masing-masing saling terkait,
walaupun tetap bisa dibaca secara mandiri tiap babnya. Bab pertama
penulis membicarakan background pengadaan tanah dan argumen-
argumen yang penulis bangun untuk menunjukkan pentingnya kajian
ini sekaligus menunjukkan bahwa ada banyak persoalan penting dalam
proses pengadaan tanah untuk YIA. Bab kedua berbicara tentang
konsep dan praktik dalam pengadaan tanah YIA. Pada bab ini penulis
merasa penting menghadirkan konsep dalam bab tersendiri karena
argumen pengadaan tanah harus didudukkan secara jelas dan setiap
konsep yang dihadirkan benar-benar digunakan aplikatif dalam kajian
ini. Penulis mencoba menghadirkan beberapa konsep di dalam penga-
daan tanah yang berlaku di beberapa negara lain dan penerapannya
sekaligus membandingkan dengan praktik yang dijalankan dijalankan
di Indonesia khususnya di YIA.

Bab ketiga penulis mencoba menghadirkan Temon (Kulon Progo)
sebagai objek kajian yang penulis tempatkan untuk membangun
kerangka kajian. Temon sebagai wilayah sentral kajian ini di mana
pengadaan tanah untuk YIA dilakukan, penulis potret secara makro,
baik geograf is, kependudukan, sosial, dan budaya masyarakatnya
dalam konteks dampak dari akibat pengadan tanah YIA. Pada bab ini
juga dibicarakan ide awal dan proses pembangunan bandara YIA serta
problem masyarakat pasca pengadaan tanah yakni relokasi warga.
Bab empat penulis menghadirkan kisah perjalanan Panjang hadirnya
Temon sebagai lokasi terpilih menjadi bandara YIA dengan segala
persoalannya. Penentuan lokasi dengan segala pertimbangannya
menjadi fokus kajian dalam bab ini. Berikutnya bab lima melanjutkan
pilihan Temon sebagai lokasi bandara yang berdampak pada pem-
bebasan lahan masyarakat dan pembayaran ganti rugi. Pada bab ini
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fokus kajian pada persoalan ganti rugi, perlawanan warga, dan
kompleksitas persoalan yang mengikuti terkait pengadaan tanah
untuk YIA. Bab terakhir adalah penutup yang menjawab persoalan
yang diajukan penulis sebagai argumen awal. Penulis berusaha untuk
menjawab semua persoalan yang diajukan dengan diikuti statemen
poin penulis menyikapi persoalan pengadaan tanah untuk Bandara
YIA.
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Konsep, teori, dan praktik dalam pengadaan tanah tidak mudah

dan relatif cukup pelik, karena membicarakan terkait hak atau

kepemilikan pihak lain, baik hak milik pribadi, korporasi,

masyarakat hukum adat, dan hak-hak yang melekat pada negara dan

lembaga sosial. Dalam kasus pengadaan tanah [New] Yogyakarta In-

ternational Airport (YIA), hampir semua hak yang ada di atas tanah

yang menjadi objek pengadaan tersedia, artinya pihak yang mem-

butuhkan tanah telah berurusan dengan semua jenis pemegang hak.

Dalam konteks itulah, bab ini akan menjelaskan secara detail

bagaimana konsep dan praktik dalam pengadaan tanah yang berlaku

di Indonesia dan beberapa model atau contoh yang berlaku di berbagai

negara. Konsep dan praktik yang dimaksud terkait pemahaman secara

umum pengadaan tanah, penetapan lokasi, tata ruang, studi kela-

yakan, AMDAL, ganti rugi, dan munculnya keberatan-keberatan yang

berujung pada pengadilan. Konsep dan praktik yang penulis hadirkan

langsung merujuk pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk YIA di

Yogyakarta dengan cara melihat antara peraturan pokok dan turunan

serta praktik pelaksanaan yang dilakukan. Dengan demikian, diha-

rapkan penjelasannya tidak keluar jauh dari yang seharusnya. Beberapa

model sesuai antara teori dan praktik, namun tak jarang keluar jauh

dari apa yang dibayangkan oleh pengusung atau pembuat aturan.

Dalam ranah inilah kajian pada bab ini menjadi penting untuk didu-

dukkan pada porsi yang tepat.
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Secara teoretis, pengadaan tanah/akuisisi tanah (land acquisition)
“mengacu pada proses di mana seorang individu, rumah tangga, f irma
atau lembaga swasta diharuskan untuk mengambil semua atau
sebagian dari tanah yang dimilikinya untuk keperluan publik dengan
kompensasi atau biaya penggantian” (MMAF 2013). Def inisi tersebut
kemudian melahirkan dua kebijakan besar yang dianut berbagai negara
dalam tataran praktik kebijakan land acquisition. Secara umum land
acquisition terdiri atas pengadaan tanah secara sukarela (voluntary
acquisition of land) dan pengadaan tanah secara wajib (compulsory
acquisition of land) (Sitorus & Limbong 2004, 1-2).  Pengadaan tanah
dengan cara voluntary acquisition of land dan compulsory acquisition
of land sebagai cara yang diakui dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai
konsep pengadaan tanah yang berlaku di Indonesia. Pengadaan tanah
secara sukarela meliputi kegiatan pemindahan hak dan pelepasan atau
penyerahan hak, sebelumnya diistilahkan dengan “pembebasan tanah
(Lubis & Lubis 2011, 53), sedangkan yang dimaksud dengan pengadaan
tanah secara wajib adalah pencabutan hak atas tanah. Konsep penga-
daan tanah secara sukarela maupun wajib, keduanya pernah diberla-
kukan di Indonesia dengan berbagai dinamikanya.

Voluntary acquisition of land dibangun dari pemikiran ketika ada

suatu pihak ingin memperoleh suatu bidang tanah yang telah dilekati

suatu hak atas tanah sedangkan pihak yang membeli tidak memenuhi

syarat sebagai subyek hak, maka cara yang ditempuh adalah melalui

“pembebasan tanah”. Apapun istilah yang digunakan baik pembe-

basan, pelepasan atau penyerahan hak, hakekatnya adalah sama yaitu

merupakan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak dengan

tanahnya kepada negara (Pasal 1 angka 9 Perpress No. 71/2012). Pemu-

tusan hubungan hukum dilakukan dengan memberikan sejumlah uang

sebagai ganti kerugian atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan

(Sitorus, Sitepu, & Sauni 1995, 2) oleh pemegang hak. Sah tidaknya

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang dilakukan dalam

rangka pengadaan tanah ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan
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di antara kedua belah pihak.

Gunanegara menjelaskan pengadaan tanah sebagai proses

pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-

benda yang ada di atasnya yang dilakukan dengan cara sukarela untuk

kepentingan umum (Gunanegara 2008, 2-3). Sementara menurut

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menye-

diakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan

adil kepada pihak yang berhak. UU Pengadaan Tanah menggunakan

istilah pelepasan hak sebagai kegiatan pemutusan hubungan hukum

dari pihak yang berhak kepada negara.

Compulsory acquisition of land melalui pencabutan hak disebutkan
dalam Pasal 18 UUPA. Aturan pelaksanaannya ada pada Undang-
Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang dijadikan sebagai
upaya terakhir memperoleh tanah untuk kepentingan umum (Sumar-
djno 2015, 3). Secara yuridis formal Indonesia telah memberikan jalan
bagi pemerintah untuk melaksanakan compulsory acquisition of land
dengan kondisi tertentu. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan jika
musyawarah dengan pemegang hak tidak menemukan kesepakatan
sedangkan tanah yang diperlukan benar-benar untuk kepentingan
umum dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan. Pencabutan
hak dilakukan dengan tetap memberikan ganti kerugian yang layak
kepada pemegang hak. Pencabutan hak dilakukan dengan cara-cara
yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu pelaksanaannya haruslah
menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang (Lubis dan Lubis
2011, 21-32).

Hal yang sedikit berbeda mengenai compulsory acquisition of land

disampaikan oleh Food and Agriculture Oganization of the United Na-

tions (FAO) mengenai compulsory acquisition of land: ... Compulsory

acquisition is the power of government to acquire private rights in land

without the willing consent of its owner or occupant in order to benef it

society” (FAO 2008, 1-5). FAO memberikan peluang bagi pemerintah

memaksa pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya jika pemerintah
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memerlukan tanah dan akan digunakan untuk tujuan tertentu yang

memberi manfaat bagi masyarakat di antaranya pembangunan sosial

dan ekonomi serta perlindungan lingkungan alam. Selain itu juga tanah

disediakan untuk investasi seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan

dan bandara; untuk rumah sakit dan sekolah; untuk fasilitas listrik,

air dan pembuangan limbah; dan untuk perlindungan terhadap banjir

dan perlindungan aliran air dan daerah yang rentan lingkungan (FAO

2008, 5).

Menurut FAO, pengambilan tanah dimungkinkan dilakukan secara

sepihak oleh pemerintah, akan tetapi ada persyaratan yang harus dipe-

nuhi yakni negara mengharuskan pemerintah berusaha untuk membeli

tanah yang dibutuhkan dengan itikad baik sebelum menggunakan

kekuatan pembebasan wajibnya, harus diupayakan keseimbangannya.

FAO mensyaratkan negara harus menerapkan prinsip-prinsip yang

memastikan bahwa penggunaan kekuasaan (memaksa) harus dibatasi,

hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk penggunaan

umum, tujuan umum, atau untuk kepentingan umum, sementara kom-

pensasi harus menjadi dasar dalam setiap peraturannya. Hak-hak pro-

sedural juga harus dijamin bagi yang terkena dampak, termasuk hak

pemberitahuan, hak untuk didengar, dan hak untuk mengajukan band-

ing.

Bagi negara yang sepakat dengan nilai-nilai demokrasi, pelaksa-

naan pengadaan tanah melalui compulsory acquisition of land melalui

pencabutan hak menjadi cara yang dihindari, termasuk—seharusnya—

oleh pemerintah Indonesia, meski UU Pencabutan Hak sampai saat

ini belum dicabut (Sumardjono 2015, 61-62). Pengadaan tanah di Indo-

nesia melalui UU Pengadaan Tanah dilaksanakan berdasarkan musya-

warah dengan para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan

kesepakatan bersama (Pasal 2 UU No. 2/2012). Musyawarah dilaksa-

nakan sepanjang tahapan pengadaan tanah mulai dari penentuan

lokasi pembangunan hingga musyawarah mengenai penetapan ganti

kerugian yang nantinya akan diterima oleh pihak yang berhak. Seka-

lipun dalam praktiknya, seringkali bukan musyawarah dua arah yang

dilakukan, melainkan satu arah, alias pembacaan pengumuman dari
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hasil penilaian dari Tim Penilai (appraisal).

Konsep pengadaan tanah di Indonesia memiliki kesamaan dengan

pengadaan tanah di Jepang. Pengadaan tanah di Jepang menurut Con-

stitution of Japan Article 29, Land Expropriation Act dilakukan dengan

dua metode: pertama, dengan purchase by agreement yang serupa

dengan konsep voluntary acquisition of land dan kedua, compulsory

acquisition. Tsuyosi Kotaka menyebutkan:

“In general, land acquisition for public projects is not done by procedure
under the Land Expropriation Law but by mutual negotiation among the
project initiator, the landowner, and interested parties” (Kotaka, 5).
Secara umum, pembebasan lahan untuk proyek-proyek publik tidak
dilakukan dengan prosedur berdasarkan UU Pengambilalihan Lahan tetapi
melalui negosiasi timbal balik antara pemrakarsa proyek, pemilik tanah, dan
pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Jepang utamanya
dilakukan dengan cara purchase by agreement melalui musyawarah
antara pihak yang memerlukan tanah: pemerintah dan pemilik tanah.
Apabila musyawarah gagal dilakukan barulah menempuh cara com-
pulsory acquisition. Akan tetapi seringkali antara teori dan praktik
tidak sejalan, sehingga ada gap yang cukup jauh dalam pelaksanaan-
nya. Dari sisi produk hukum, UU 2/2012 memberikan ruang yang cukup
luas untuk masyarakat terdampak langsung untuk melakukan nego-
siasi dan musyawarah, namun seringkali panitia pelaksana pengadaan
tanah tidak memegang teguh prinsip tersebut, hingga akhirnya yang
terjadi adalah menggunakan pendekatan compulsory acquisition.

Gunanegara dan Subekti menyatakan bahwa musyawarah harus

ada kesepakatan tidak boleh ada unsur penipuan (fraud), pemaksaan

(coercion), dan kekhilafan (mistake and error). Pembuktian terjadinya

tiga unsur di atas, secara normatif mengakibatkan musyawarah yang

pernah dibuat dapat dibatalkan. Teror dan intimidasi yang melingkupi

proses musyawarah bisa menjadi alasan untuk membatalkan kesepa-

katan yang dicapai. Penetapan ganti kerugian secara sepihak oleh

negara merupakan pengabaian negosiasi dan kesepakatan yang

semestinya menjadi hal yang esensial dalam musyawarah dengan



34

Ni Luh Gede Maytha PD. & M. Nazir Salim

pemilik tanah (Gunanegara 2008, 215, 216, 241). Untuk mendukung

hal tersebut, persyaratan untuk tercapainya musyawarah secara bebas

dan sukarela adalah: 1) ketersediaan informasi yang jelas dan menye-

luruh tentang kegiatan pengadaan tanah; 2) suasana yang kondusif

untuk melaksanakan musyawarah; 3) keterwakilan para pihak; 4)

kemampuan para pihak untuk melakukan negosiasi; dan 5) jaminan

bahwa tidak ada tipuan, paksaan, atau kekerasan dalam proses musya-

warah.

Berdasarkan penjelasan di atas perlu ditegaskan bahwa pengadaan

tanah menurut UU Pengadaan Tanah menganut konsep voluntary

acquisition of land yang dilaksanakan menurut ketentuan: 1) pengadaan

tanah dilaksanakan untuk kepentingan umum; 2) pemutusan hu-

bungan hukum dilakukan dengan pelepasan hak; 3) segala perbuatan

hukum dilakukan dengan cara musyawarah dan sukarela tanpa

paksaan; dan 4) kepada pihak yang berhak diberikan ganti kerugian

yang layak dan adil. Cara-cara pengadaan tanah ini yang semestinya

menjadi ketentuan dasar setiap pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum di Indonesia termasuk pengadaan tanah untuk

pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo.

Di luar tentang cara pengambilan tanah yang sangat problematik

pada tataran praktik, hal penting yang tidak bisa diabaikan adalah

pemaknaan kepentingan umum oleh negara yang mengalami perge-

seran. Sebagian dari munculnya persoalan dalam pengadaan tanah

bermula dari pergeseran makna kepentingan umum, dari tujuan

publik bergeser ke privat (bisnis). Perubahan itu bukan hanya di In-

donesia juga negara-negara yang terus mengalami pertumbuhan eko-

nomi pesat, karena membutuhkan banyak tanah. Kepentingan umum

dalam UU No. 2/2012 mengalami perluasan dibanding dalam Perpres

No. 65/2006. Perluasan itu lebih pada memfasilitasi pertumbuhan

ekonomi dan perluasan industry. Menurut Mukmin Zakie (2017),

perubahan makna kepentingan umum tidak hanya di Indonesia, juga

terjadi di Malaysia, dimana pergeseran dari kepentingan umum untuk

masyarakat umum yang memberi manfaat bagi banyak orang, saat

ini meluas pada perorangan atau korporasi untuk menjalankan
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kegiatan ekonomi untuk tujuan pribadi seseorang atau untuk tujuan

badan atau syarikat. Praktik ini sebenarnya lebih pada perubahan

orientasi negara dalam melihat aset yang bisa dinilai secara ekonomi

sekaligus bagaimana memfungsikan suatu aset secara lebih luas yang

menurut negara, fungsi privat bergeser kearah publik dan sebaliknya.

Pergeseran ini tidak mudah diterima oleh banyak pihak karena negara

yang menganut sistem demokrasi dan menghargai nilai-nilai privat

akan banyak mengalami persoalan dalam menyediakan tanah (Zakie

2017).

Konsep penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah dise-

butkan sebagai penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepen-

tingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang

dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah (Pasal 45 Perda

DIY), perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah

dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

(Pasal 1 angka 13 Perpres No. 71/2012). Surat Keputusan tentang Pene-

tapan Lokasi (SK Penetapan Lokasi) dikeluarkan oleh gubernur berda-

sarkan permohonan dari instansi yang memerlukan tanah bersama

dengan Dokumen Perencanaan dan peta lokasi rencana pembangunan.

Penetapan lokasi diterbitkan oleh gubernur apabila telah diperoleh

kesepakatan lokasi rencana pembangunan dan berdasarkan kajian dan

rekomendasi yang dilakukan oleh Tim Kajian.1

1 Tim Kajian keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian adalah
tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan
inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau
klarif ikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat
rekomendasi diterima atau ditolak keberatan. Gubernur membentuk Tim Kajian
Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan,
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum.
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SK Penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh gubernur didahului
beberapa tahapan sebelumnya yang menjadi satu rangkaian dalam
tahapan pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu
Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap
Penyerahan Hasil. SK Penetapan Lokasi dihasilkan dari kegiatan pada
Tahap Perencanaan hingga Tahap Persiapan pengadaan tanah.
Menurut Maria S.W. Sumardjono, tahap awal ini merupakan tahapan
yang krusial karena kegagalan melewati tahapan ini berpotensi
menghambat jangka waktu penyelesaian proses pengadaan tanah
(Sumardjono 2015, 19).

Berbeda dengan pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta,

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak

mengenal adanya istilah izin lokasi. Menurut Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun

2015 tentang Izin Lokasi, izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada

perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka

penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak,

dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha pena-

naman modalnya. Izin lokasi adalah tindakan hukum sepihak dari

pemerintah, yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk

memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah melalui cara-

cara yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Sumar-

djono 2008, 40-41). Surat Keputusan Penetapan Lokasi maupun Izin

Lokasi, pemberiannya menjadi kewenangan pemerintah daerah baik

oleh bupati/walikota maupun oleh gubernur. Hanya saja, penetapan

lokasi diberikan dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah

untuk kepentingan umum, sedangkan izin lokasi untuk keperluan

dalam rangka penanaman modal oleh perusahaan.

Dalam pengadaan tanah pembangunan bandar udara, diperlukan

penetapan lokasi selain penetapan lokasi yang dimaksud dalam

pengadaan tanah yaitu Izin Penetapan Lokasi Bandara. Izin Penetapan

Lokasi Bandara merupakan kebijakan yang diterbitkan Menteri

Perhubungan sebagai izin penyelenggaraan bandara yang meliputi
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wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang dengan batas-batas

yang ditentukan dalam titik koordinat. Dalam rangka pembangunan

bandara, PT. Angkasa Pura I sebagai perusahaan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang mengelola bandara di wilayah timur Indonesia

memohon persetujuan kepada Menteri Perhubungan. Persetujuan

yang dimohon oleh PT. Angkasa Pura I berupa Izin Penetapan Lokasi

Bandara. Izin Penetapan Lokasi Bandara tidak menjadi bagian dalam

pelaksanaan pengadaan tanah yang diatur dalam UU Pengadaan

Tanah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pem-
bangunan untuk kepentingan umum, kebutuhan ruang (dalam hal ini
tanah) seharusnya diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah yang tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis
dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah (Pasal 3
Perpres No. 71/2012). Kesesuaian ini diperlukan karena pembangunan
nasional mempunyai aspek pengembangan tata ruang sebagai salah
satu aspek pendekatan dengan melihat infrastruktur merupakan unsur
pembentuk struktur ruang wilayah (Supriyatno 2009, 20). Pendekatan
tata ruang mampu mengarahkan kepada pemilihan lokasi yang tepat
untuk kegiatan pembangunan (Adisasmita 2010, 5). Menurut Sutar-
yono, salah satu hal yang harus diperhatikan ketika menyusun regulasi
dalam mengatur penggunaan lahan adalah menyediakan lahan untuk
kepentingan umum (Sutaryono 2007, 14). Dengan kata lain, pem-
bangunan untuk kepentingan umum bukanlah hal yang tiba-tiba
muncul tetapi memang direncanakan dengan matang dan dituangkan
dalam kebijakan penataan ruang. Ditambahkan oleh Kartasasmita,
penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mem-
punyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah
cepat dengan pembangunan, namun tidak mengorbankan kelestarian
lingkungan hidup (Sutaryono 2007, 13).

Dalam konteks pengadaan tanah untuk YIA, RTRW DIY diatur

dalam Perda No. 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Daerah Isti-

mewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Kemudian dijabarkan dalam
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Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang

RTRW Kabupaten Tahun 2012-2032. Untuk itu, pengadaan tanah

untuk YIA harus terakomodir dalam RTRW Provinsi DIY dan RTRW

Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian penataan ruang seharusnya

bisa menjadi instrumen yang menjaga kegiatan pembangunan banda-

ra dan kelestarian lingkungan hidup berjalan secara berkesinam-

bungan.

Tahap Perencanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh instansi
yang memerlukan tanah bersama-sama instansi teknis terkait dan
dapat mengikutsertakan lembaga profesional. Instansi yang memer-
lukan tanah membuat Dokumen Perencanaan dan peta rencana lokasi
pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Dokumen Perencanaan pengadaan tanah
paling sedikit memuat: a) maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b) kesesuaian dengan RTRW dan Rencana Pembangunan Nasional
dan Daerah; c) letak tanah; d) luas tanah yang dibutuhkan; e) gam-
baran umum status tanah; f) perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan
tanah; g) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h)
perkiraan nilai tanah; dan i) rencana penganggaran (Perpres 71/2012).

Dokumen Perencanaan pengadaan tanah disusun dan ditetapkan
oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan studi kelayakan
(feasibility study) yang telah disusun sebelumnya. Studi kelayakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pem-
bangunan untuk Kepentingan Umum setidaknya memuat:

a. Survei sosial ekonomi untuk menghasilkan kajian mengenai kon-

disi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak

pengadaan tanah;

b. Kelayakan lokasi untuk menghasilkan analisis mengenai kesesu-

aian f isik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilak-

sanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk

peta rencana lokasi pembangunan;

c. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan

masyarakat untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang
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diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wila-

yah dan masyarakat;

d. Perkiraan nilai tanah untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai

ganti kerugian objek pengadaan tanah;

e. Dampak lingkungan dan dampak sosial untuk menghasilkan ana-

lisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen ling-

kungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

f. Studi lain yang diperlukan berupa studi sosial budaya masyarakat,

studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan sebagai anti-

sipasi dampak spesif ik akibat pembangunan untuk kepentingan

umum.

Dijelaskan dalam Environmental Acts and Notif ications in India
(Raghuram dkk. 2009, 17): “Under the EPA (The Environment Protection
Act), many projects required an environmental impact assessment (EIA).
The EIA process begins with whether EIA is required and if so, impact
analysis and mitigation before f inal clearance have to be reported and
approved. Di bawah Kebijakan Perlindungan Lingkungan (EPA), ada
banyak proyek yang membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Ling-
kungan (AMDAL). Proses AMDAL dimulai dengan menentukan apakah
AMDAL memang diperlukan, dan apabila diperlukan, analisis dampak
dan mitigasi harus dilaporkan dan disetujui sebelum izin f inal dike-
luarkan.” Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki AMDAL.

Ditindaklanjuti dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengharuskan penyusunan
AMDAL dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (instansi yang memer-
lukan tanah) pada Tahap Perencanaan suatu usaha atau kegiatan.
Hal itu dikarenakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pem-
bangunan infrastruktur harus mengedepankan aspek kelestarian
lingkungan dan secara bersamaan memperhatikan aspek ekonomi,
sosial budaya yang ada (Supriyatno 2009, 59).
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Studi kelayakan dan RTRW menjadi sebagian pertimbangan gu-
bernur dalam menerbitkan SK Penetapan Lokasi. Pertimbangan lain-
nya adalah dengan mendasarkan pada adanya kesepakatan lokasi ren-
cana pembangunan dari semua warga yang tanahnya terkena dampak
pembangunan (Sumardjono 2015, 29-30). Kesepakatan diperoleh pada
tahap persiapan pengadaan tanah. Instansi yang memerlukan tanah
bersama dengan pemerintah provinsi berdasarkan Dokumen Peren-
canaan Pengadaan Tanah melaksanakan pemberitahuan rencana pem-
bangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilanjutkan
dengan pendataan awal lokasi rencana pembangunan yang hasilnya
akan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik.
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk menda-
patkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang
berhak. Secara ideal, konsultasi publik melibatkan pihak yang berhak
dan masyarakat yang terkena dampak, untuk menjamin transparansi
dan membangun trust kepada publik.

Dalam perintah undang-undang, apabila terdapat keberatan dari
salah satu pihak (masyarakat), dapat dilakukan konsultasi publik ulang
untuk memperoleh kesepakatan. Jika masyarakat tetap menolak,
gubernur membentuk Tim Kajian yang akan menyusun permasalahan
dalam bentuk dokumen keberatan. Berdasarkan klarif ikasi dengan
pihak yang berkeberatan, Tim Kajian mengajukan rekomendasi kepada
gubernur. Hasil rekomendasi ini menjadi dasar pertimbangan gubernur
menerbitkan SK Penetapan Lokasi (Sumardjono 2015, 60-61). Bagi
pihak yang masih merasa keberatan terhadap penetapan lokasi pem-
bangunan dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) setempat. Jika masih terdapat penolakan terhadap
putusan PTUN, diberikan kesempatan mengajukan Kasasi ke Mah-
kamah Agung (Sumardjono 2015).

Pasal 1 UU Pengadaan Tanah menjelaskan ganti kerugian sebagai

penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang menguasai atau

memiliki objek pengadaan tanah dalam proses pengadaan tanah.
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Oloan Sitorus menambahkan ganti kerugian diberikan sebagai peng-

ganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya pada

saat dilepaskan atau diserahkannya hak atas tanahnya (Sitorus 2008,

188-189). Gunanegara melengkapi pengertian ganti kerugian sebagai

penggantian atas kerugian yang diderita oleh orang baik langsung

maupun tidak langsung yang terkena dampak pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dengan nilai yang layak (Gunanegara 2008, 189).

Maria S.W. Sumardjono mencoba menterjemahkan keadilan

dalam pemberian ganti kerugian, yaitu ganti kerugian tidak boleh

membuat seorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi lebih

miskin dibandingkan dengan keadaan sebelum tanahnya diambil

untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono 2015, 47). Gunanegara dan

A.P. Parlindungan berpendapat berbeda, ganti kerugian diberikan

sekurang-kurangnya sama seperti sebelum dicabut haknya, minimal

seimbang atau lebih besar dari nilai kerugiannya, sehingga yang ber-

sangkutan dapat membeli tanah di tempat lain yang memungkinkan

dia membangun rumah kembali dan melanjutkan kehidupannya di

tempat yang baru (Gunanegara 2008, 189, Lubis dan Lubis, 29).

Hal yang sama disebutkan dalam Hukum Pencabutan Tanah di
Jepang. Kompensasi kerugian harus diberikan sebagai kompensasi
penuh, artinya nilai properti dari orang yang dirampas lahannya tidak
berubah sebelum dan sesudah proses pencabutan, dan jumlah kom-
pensasinya harus cukup untuk memperoleh lahan lain di sekitar lahan
yang dicabut dan nilainya harus sepadan dengan tanah yang dicabut.
Selengkapnya disebutkan sebagai berikut (Kotaka 1973, 11):

“Under the Land Expropriation Law, compensation for loss should be full
compensation, that is, the property value of an aggrieved person does not
change before and after condemnation, and the amount should be suff i-
cient enough to acquire alternative land nearby which is equivalent to the
land taken.”
“Berdasarkan Undang-Undang Pengambilan Tanah, kompensasi atas
kerugian haruslah penuh, yaitu, nilai properti dari orang yang diambil
tanahnya tidak berubah sebelum dan sesudahnya, dan jumlahnya harus
cukup untuk mendapatkan kembali tanah di dekatnya yang setara dengan
tanah diambil."
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Menurut Kauko Vitanen sebagaimana dikutip Gunanegara: “...pay-
ing such compensation that the landowner’s f inancial situation will re-
main the same despite the expropriation. Non-economic values will not
be compensated.” Ganti kerugian hanya diberikan terhadap hapusnya
benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang tidak
mempunyai nilai ekonomi tidak diberikan ganti kerugian (Gunanegara
2008, 188). Adrian Sutedi dan Maria S.W. Sumardjono justru mengu-
sulkan bentuk ganti kerugian yang ditawarkan tidak hanya ganti keru-
gian f isik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian
non-f isik (Sutedi 2008, 397 dan Sumardjono 2015, 52-53). Ganti keru-
gian non-f isik dapat berupa pembayaran atas nilai khusus, pemba-
yaran atas “potential loss” dan/atau pembayaran atas keterpaksaan
yang dialami pemegang hak atas tanah (solatium).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, ganti kerugian dalam
pengadaan tanah merupakan penggantian atas kehilangan yang diala-
mi pihak yang memiliki/menguasai objek pengadaan tanah pada saat
tanahnya dilepaskan atau diserahkan dalam proses pengadaan tanah.
Ganti kerugian yang diberikan setidaknya membuat kehidupan pihak
yang melepaskan/menyerahkan tanahnya menjadi baik dan tetap bisa
melangsungkan kehidupannya setelah tanahnya “diambil” oleh peme-
rintah, maka dari itu ganti kerugian tidaklah hanya mengenai kerugian
f isik melainkan hingga kerugian non-f isik (materiel dan immateriel)
yang besarannya bisa menggambarkan rasa kehilangan pihak yang
memiliki/menguasai objek pengadaan tanah (Suntoro 2019). Pada
banyak kasus pengadaan tanah, termasuk pada lahan bandara YIA,
ganti rugi yang diberikan sebagian dinilai cukup oleh beberapa pihak,
namun faktanya di lapangan justru masyarakat tidak mampu membeli
tanah pengganti akibat pasar bekerja dengan caranya, sehingga nilai
tanah sekitar jauh lebih mahal dibanding ganti rugi yang diterima
masyarakat. Sehingga, mereka gagal mengembalikan posisi seperti
sebelum terkena pengadaan tanah. Realitas ini tidak bisa dibiarkan
begitu saja oleh negara karena faktanya, pasca pengadaan tanah seba-
gian warga justru mengalami pemiskinan yang terstruktur akibat gagal
kembali mendapatkan tanah untuk bertahan hidup, kalau ia berhasil
membeli tanah namun dengan luasan yang berbeda.
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Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum diberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau
memiliki objek pengadaan tanah, bisa berupa perseorangan, badan
hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.
Pihak yang bisa dikatakan sebagai pihak yang berhak adalah: 1) peme-
gang hak atas tanah, 2) pemegang pengelolaan, 3) nadzir untuk tanah
wakaf, 4) pemilik tanah bekas milik adat, 5) masyarakat hukum adat,
6) pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, 7) pemegang
dasar penguasaan atas tanah, dan 8) pemilik bangunan, tanaman,
atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Perpres No. 71 Tahun 2012 mengatur mengenai bukti kepemilikan
atau penguasaan, sedikitnya yang dimiliki oleh pihak yang berhak
untuk menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki atau mengu-
asai objek pengadaan tanah. Diatur pula dalam hal bukti kepemilikan
atau penguasaan sebidang tanah terhadap tanah bekas milik adat
dan bukan tanah negara. Pembuktian pemilikan atau penguasaan da-
pat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang
bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit
2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat (Pasal 24
Perpres No. 71 Tahun 2012). Perpres No. 71 Tahun 2012 tidak menga-
tur mengenai pemegang dasar penguasaan atas tanah yang tidak dapat
menunjukkan bukti penguasaannya, Boedi Harsono menyebutnya
dengan okupasi ilegal. Meski demikian, dalam pelaksanaan pengadaan
tanah penyelesaiannya tidak bisa diabaikan sebagai pihak yang berhak
(Harsono 2008, 225).

Berdasarkan pengertian pihak yang berhak, diberikan perbedaan

antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik bangunan, tanaman,

atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Boedi Harsono (2008)

menyebutnya sebagai Asas Pemisahan Horizontal (horizontale schei-

ding). Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah,

maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan

bangunan dan tanaman di atasnya. Dengan demikian maka pihak
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yang memiliki benda-benda dan bangunan yang berada di atas tanah,

bisa jadi adalah bukan pemilik tanah.

Dalam kasus-kasus pemilikan bangunan yang tidak hanya meli-

batkan pemilik tanah dan pemilik bangunan, atau ada tiga pihak di

dalamnya yaitu pemilik tanah, pemilik bangunan, dan pihak yang

ingin membeli tanah dan bangunan di atasnya. Berbagai faktor kiranya

perlu diperhatikan dalam memperlakukan asas pemisahan horisontal,

maka kondisi yang diterapkan adalah (Hasni 2010):

1) Apabila di antara pihak yang memiliki tanah dan yang memiliki
bangunan ada perjanjian mengenai pemilikan bangunan yang di-
bangun itu (ada izin dari yang memiliki tanah), apa yang mereka
setujui itulah yang merupakan hukumnya. Penguasaan tanah da-
pat dilakukan dengan hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa,
ataupun hak menumpang. Pihak yang memiliki bangunan dapat
melindungi hak atas bangunan yang dibangunnya dengan meminta
agar pemilikan tersebut dicatat dalam buku tanah dan sertipikat
hak milik tanah yang dipunyai pihak yang memiliki tanah.

2) Apabila di antara pihak yang memiliki tanah dan yang memiliki
bangunan tidak ada perjanjian, berlakulah asas pemisahan hori-
sontal. Bangunan yang bersangkutan menjadi milik yang mem-
bangun. Para pihak dianggap mengetahui berlakunya asas pemi-
sahan horizontal sebagai hukum yang berlaku dan pihak yang
memiliki tanah mengetahui bahwa bukan dia yang membangun
bangunan tersebut. Asas ini juga berlaku dalam hal yang bangunan
dikuasai oleh pihak yang membangun secara ilegal tanpa seizin
pemilik tanah. Sengketa mengenai bangunannya tidak mengurangi
hak pemilikan pihak yang memiliki bangunan.

3) Apabila ada pihak ketiga yang ingin membeli tanah dan bangunan
itu, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh beranggapan bahwa
bangunan yang ada di atas tanah itu dengan sendirinya merupakan
milik yang mempunyai tanah. Ia berkewajiban untuk mengadakan
penelitian dalam batas-batas kewajaran dan ketentuan hukum yang

berlaku untuk mengetahui dan memastikan siapakah pemilik

bangunan tersebut.
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Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pemak-
naan sebagai pihak yang berhak dalam pengadaan tanah bisa lebih
luas dari siapa-siapa yang tercantum dalam Perpres No. 71 Tahun
2012 karena diberikan peluang untuk melakukan itu. Baik UU Penga-
daan Tanah maupun Perpres No. 71 Tahun 2012 telah membedakan
istilah “menguasai” dan “memiliki” namun tidak secara terang menje-
laskan perbedaannya. Hal ini menjadi celah bagi pemegang kebijakan
untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang mengu-
asai, menggunakan, dan memanfaatkan objek pengadaan tanah tanpa
bukti kepemilikan yang dapat dibuktikan penguasaannya terhadap
benda-benda yang ada di atasnya. Sepanjang penguasaan, penggu-
naan, dan pemanfaatannya dilakukan dengan itikad baik dan bisa
dibuktikan mengenai penguasaannya terhadap bangunan dan benda-
benda yang ada di atas tanah, maka intansi yang memerlukan tanah
wajib melakukan pengkajian dan “memperhitungkan” mengenai ganti
kerugiannya.

Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah dapat diberikan

dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepe-

milikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

(Pasal 74 Perpres No. 71 2012). “Bentuk lain yang disetujui oleh kedua

belah pihak” memberikan celah pemberian ganti kerugian tidak hanya

salah satu dari yang disebutkan dalam aturan, tetapi juga bisa ga-

bungan dari satu atau lebih bentuk ganti kerugian yang ditawarkan

(Sumardjono 2015, 54). Gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian,

nominalnya harus sesuai dengan nilai ganti kerugian yang ditetapkan

oleh penilai. Sejalan dengan itu, Gunanegara menyatakan bentuk ganti

kerugian bisa berupa uang dan/atau benda yang mempunyai nilai

yang minimal seimbang atau lebih (Gunanegara 2008, 189, Sumar-

djono 2015). Pada dasarnya, apapun rumusan yang digunakan untuk

menetapkan besarnya ganti kerugian, hasil akhirnya harus mampu

merefleksikan “nilai pengganti” (replacement value) agar masyarakat

terdampak dijamin keberlanjutan kehidupan sosial ekonominya.
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Pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan
hak oleh pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian
ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti dan permukiman
kembali, pelepasan dilakukan tanpa menunggu tersedianya tanah
pengganti maupun dilakukannya pembangunan permukiman kembali.
Dalam hal bentuk ganti kerugian berupa tanah pengganti atau per-
mukiman kembali, nilai ganti kerugian yang diberikan harus mem-
perhitungkan “masa tunggu  sampai tanah pengganti dan permukiman
kembali tersedia. Diperlukan waktu enam bulan sampai dengan satu
tahun untuk mempersiapkan tanah pengganti atau permukiman
kembali (Pasal 77 dan Pasal 78 Perpes No. 71 Tahun 2012).

Dalam hal bentuk ganti kerugian berupa tanah pengganti atau
permukiman kembali, musyawarah juga menetapkan rencana lokasi
tanah pengganti atau permukiman kembali (Pasal 80 Perpres No. 71
Tahun 2012). Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham dibe-
rikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk peru-
sahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.
Pelaksaannya berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang berhak
dengan BUMN.

Nilai ganti kerugian diberikan atas dasar penggantian yang wajar

(fair replacement value) berdasarkan nilai pasar (market value) terhadap

hal-hal yang dapat dinilai secara f isik dan nonf isik (Sumardjono 2015,

58). Sebagai perbandingan, di Australia dalam The Land Acquisition

Statutes in Australia: “The dispossessed owner may be entitled to a claim

for disturbance or a solatium over and above the ordinary sale price of the

land” (Brown 1996, 81). Ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik

tanah besarnya di atas nilai jual tanah itu sendiri. Begitu pula pene-

tapan ganti kerugian di Amerika dalam Fifth Amendment of The United

States Constitution yaitu: “...nor shall private property be taken for pub-

lic use without just compensation” (Fricke 2008, 230). Semua hak-hak

privat apabila diambil alih oleh negara untuk kepentingan umum

maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan “just com-
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pensation” (Gunanegara 2008, 231). Just compensation diberikan dengan

pedoman pada harga pasar yang adil dan semua biaya yang berkaitan.

Perbandingan lainnya yang bisa dijadikan contoh adalah pembe-
rian ganti kerugian di Jepang: “...private property may be taken for pub-
lic use upon just compensation therefor” (The Constitution of Japan Article
29, 1946) yang mana selanjutnya disebutkan bahwa (Kotaka tt, 9-10):

“Just Compensation” provided in Article 29, Paragraph 3 of the constitution
should be “Full Compensation”, which means the objective value of the ac-
quired property (fair market value) should be provided for compensation.
"Kompensasi yang Adil" yang diatur dalam Pasal 29, Paragraf 3, harus
"Kompensasi Penuh", artinya nilai objektif dari properti yang diperoleh (nilai
pasar) harus diberikan untuk kompensasi.

Artikel 29 menjelaskan full compensation karena ganti kerugian
diberikan berdasarkan: compensation for rights, compensation for land,
compensation for owners building (termasuk di dalamnya compensa-
tion for removal of buildings, compensation for removal of structures,
compensation for standing trees), other expenses caused by removal (yang
terdiri dari removal of movable property dan miscellaneous expenses on
moving), compensation for tenants bahkan compensation to people run-
ning business (Kotaka tt, 2002, 16-28).

Di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Perpres No. 71 Tahun 2012 dike-
nal ada dua penilai yaitu penilai pertanahan dan penilai publik. Penilai
Pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian
secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik
penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk
menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Penilai Publik adalah
penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk
memberikan jasa penilaian. Penilai Publik dipakai ketika pemilihan
penilai pertanahan tidak dapat dilaksanakan (Pasal 64 Perpres No. 71
Tahun 2012).

Pasal 63 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 menyebutkan bahwa

nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan

Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
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Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada

saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepen-

tingan umum (Pasal 66 Perpres No. 71/2012). Nilai ganti kerugian

sebagaimana merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.

Besarnya nilai ganti kerugian nantinya dijadikan dasar musyawarah

untuk menentukan bentuk ganti kerugian. Musyawarah dilakukan

hanya untuk bentuk ganti kerugian, tidak terhadap besarnya nilai

ganti kerugian (Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 71/2012).

Penilai membuat penilaian berdasarkan pada Standar Penilaian

dan Kode Etik Penilai (Sumardjono 2015, 58). Besar ganti kerugian

didasarkan atas faktor f isik seperti jalan, bangunan, sarana penunjang,

tanaman, dan faktor non-f isik misalnya pemulihan kondisi sosial

ekonomi masyarakat yang terkena proyek pembangunan kerugian atas

kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pindah tempat, biaya alih

fungsi, dan nilai atas properti sisa (Sutedi 2008). Di luar itu, kemun-

duran fungsional juga dijadikan pertimbangan dalam menilai ganti

kerugian. Maka dari itu, tidak tepat apabila pajak tanah (Nilai Jual

Objek Pajak) menjadi instrumen untuk kebijakan ganti kerugian dalam

pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Gunanegara 2008, 233),

seperti yang diberlakukan sebelum Perpres No. 71 Tahun 2012.2

UU Pengadaan Tanah memberikan perlakukan yang berbeda

terhadap tanah yang dimiliki pemerintah dan/atau dikuasai peme-

2 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan  Peraturan
Presiden Nomor 71 tahun 2012, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian
dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum. Baik dalam Keppres No. 55 Tahun 1993 maupun
Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 menyebutkan bahwa
dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan pada Nilai jual Objek pajak
atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun
berjalan.
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rintah. Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum

yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Nega-

ra/Daerah, sedangkan terhadap objek pengadaan tanah yang dikuasai

oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan menurut

ketentuan UU Pengadaan Tanah (Pasal 45 UU No. 2/2012).

Pasal 46 UU Pengadaan Tanah jo. Pasal 82 Perpres No. 71 Tahun

2012 menyebutkan ganti kerugian tidak diberikan terhadap pelepasan

hak objek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/BUMN/

BUMD, kecuali objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan

yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas peme-

rintahan; objek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh BUMN/

BUMD; dan/atau objek pengadaan tanah kas desa. Artinya apabila

tanah milik instansi pemerintah tidak digunakan secara aktif untuk

penyelenggaraan tugas pemerintahan, maka tidak diberikan ganti

kerugian.

Peraturan mengenai pengelolaan BMN/D yang dimaksud di atas

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan

Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan peraturan pelaksanaan ada

pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27 Tahun 2014). Tanah aset pe-

merintah3, menurut UU Perbendaharaan Negara disebut sebagai BMN/

D dapat dimohon hak atas tanah dengan izin dari pejabat yang

3 Tanah BMN atau aset pemerintah, bersertipikat atau tidak bersertipikat,
merupakan tanah aset negara. Ada dua istilah yang hampir mirip namun
mempunyai makna dan konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu Tanah Negara
dan Tanah Milik Negara. Tanah Milik Negara adalah BMN yang berwujud tanah
yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau berasal dari perolehan lain yang sah. Sedangkan Tanah Negara adalah status
tanah yang diatur UUPA sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara baik
dalam pengertian yang original maupun derivatif. Tanah Negara BMD merupakan
aset Pemerintah Republik Indonesia yang kewenangan pengelolannya didelegasikan
kepada Pemerintah Daerah.
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berwenang. Seperti, Menteri Keuangan untuk BMN Lembaga/Kemen-

terian, Gubernur untuk BMD provinsi, bupati/walikota untuk BMD

kabupaten/kota. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan

pengambil kebijakan atas pengelolaan BMD (Gunanegara 2017, 56-

57).

Pengelolaan BMD, di dalamnya termasuk pemindahtanganan
BMD atau pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain. Pengalihan
kepemilikan BMD dilaksanakan melalui penjualan, tukar menukar,
hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Penjualan adalah
pengalihan kepemilikan BMN/D kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang (Pasal 1 Angka 18 PP 27/2014). Semen-
tara tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN/D yang dila-
kukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pe-
merintah daerah, antar pemerintah pusat, atau antara pemerintah
pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima peng-
gantian utama dalam bentuk barang atau yang seimbang (Pasal 1 Angka
19 PP 27/2014). Tukar Menukar tanah BMD dapat dilakukan kepada
pemerintah daerah, BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara, atau kepada swasta, bahkan kepada pemerintah negara lain.
Tukar menukar hanya bisa dilaksanakan atas dasar pertimbangan
untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggara pemerin-
tahan, untuk optimalisasi BMN/D, dan tidak tersedia dana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Gunanegara 2017,
141-142).

Bagaimana dengan hibah? Dalam konteks pengadaan tanah terkait

barang milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, hibah meru-

pakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,

antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah

daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian (Pasal 1

Angka 20 PP 27/2014). Sementara penyertaan modal pemerintah adalah

pengalihan kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diper-

hitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN,
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BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara (Pasal 1 Angka

21 PP 27/2014).

Mekanisme pemindahtanganan tanah BMD diatur secara ketat

dan detail karena berkaitan dengan aset Negara. Pemindahtanganan

tanah BMD, kecuali hibah, selalu dilakukan penilaian oleh penilai

pemerintah untuk mendapatkan nilai wajar. Pemindahtanganan dan

penghapusan tanah BMD memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), kecuali yang karena alasan khusus salah satu-

nya diperuntukkan bagi kepentingan umum, persetujuannya cukup

oleh kepala daerah. Pemindahtanganan tanah BMD setelah mendapat

persetujuan kepala daerah, dituangkan dalam Berita Acara Serah Teri-

ma baru kemudian dilakukan penghapusan tanah BMD.

Dalam konteks pembangunan YIA, apabila terdapat aset milik

Pemerintah Provinsi DIY dan/atau Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

maka untuk pelepasannya mengacu kepada UU Perbendaharaan Nega-

ra. Dikarenakan perolehan tanahnya dilakukan melalui pengadaan

tanah untuk kepentingan umum dan oleh karena itu penghapusannya

tidak memerlukan izin DPRD. Penghapusannya dilakukan dengan izin

Gubernur DIY dan/atau Bupati Kulon Progo. Mengenai ganti keru-

giannya, apabila tanah BMD tersebut digunakan secara aktif oleh ke-

giatan pemerintahan maka dapat diberikan ganti kerugian berupa

tanah pengganti, bukan dalam bentuk uang pengganti.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa menjadikan pemerintah desa berwenang mengelola asetnya

secara mandiri. Pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan

desa untuk kepentingan masyarakat desa dengan tetap di dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yang dijabat oleh kepala desa menjadi peme-

rintahan otonom diperbolehkan memiliki aset, yang disebut dengan

aset desa. Aset desa dapat dilakukan penghapusan jika terjadi pemin-

dahtanganan kepada pihak lain. Aset desa yang berupa tanah hanya
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boleh dilakukan dengan cara tukar menukar atau penyertaan modal.

Tukar menukar aset desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah

mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri melalui bupati dan dituang-

kan dalam Peraturan Desa. Dalam peraturan yang mengatur khusus

mengenai pengelolaan tanah kas desa, Pasal 2 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

(PMDN No. 1 Tahun 2016) menyebutkan salah satu jenis aset desa

yang berasal dari kekayaan asli desa adalah Tanah Kas Desa (TKD).

Dalam UU Pengadaan Tanah, objek pengadaan tanah yang berupa

TKD diberikan ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau

relokasi (Pasal 46 UU No. 2/2012). Dalam UU Pengadaan Tanah bentuk

ganti kerugian TKD dibatasi hanya dalam bentuk tanah pengganti

dan relokasi. Jika dikaitkan dengan UU Desa, maka dalam rangka

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, TKD hanya bisa dilakukan

pemindahtanganan melalui tukar menukar dengan tanah pengganti

atau relokasi.

Hal yang berbeda disampaikan dalam PMDN No. 1 Tahun 2016
memberikan kemudahan untuk dapat diberikan ganti rugi berupa
uang. Lebih jelasnya, Pasal 33 mengatur mengenai tukar menukar aset
desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Pemindahtanganan aset desa untuk kepentingan umum dilaksanakan
melalui tukar menukar setelah terjadi kesepakatan besaran ganti keru-
gian. Apabila tanah pengganti belum tersedia terhadap tanah peng-
ganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang. Penggantian
berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang
senilai dan diutamakan berlokasi di desa setempat. Apabila tidak
dimungkinkan, dapat berlokasi di desa yang berbatasan dalam satu
kecamatan dan/atau di desa kecamatan lain yang berbatasan.

Pengaturan TKD di DIY secara khusus diatur dalam Peraturan

Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah

Desa (Pergub DIY No. 112/2014) dan Peraturan Gubernur DIY Nomor

39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum (Pergub DIY No. 39/2016). Dalam kaitannya

dengan pelaksanaan pengadaan tanah, pengaturannya mengacu
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kepada Pergub DIY No. 39 Tahun 2016. Tanah kas desa, sebagai bagian

dari tanah desa yang asal-usulnya dari kasultanan dan/atau kadipaten,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 pelepasannya dilaku-

kan melalui kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pemerintah

desa kepada instansi yang memerlukan tanah dalam rangka pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara

memberi ganti kerugian yang diberikan dalam bentuk tanah yang bera-

da di lokasi tanah desa dalam satu desa yang sama atau desa lain

yang berbatasan dalam satu kecamatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelepasan tanah

kas desa hanya dapat dilakukan melalui pengadaan tanah bagi pem-

bangunan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti tanah

yang sesuai dengan tanah yang dilepaskan. Khusus di DIY, pelepasan

tanah kas desa harus mendapatkan izin dari Gubernur DIY. Dengan

mengacu kepada PMDN No. 1/2016, Pergub DIY No. 112/2014, dan

Pergub DIY No. 39/2016, dalam rangka pengadaan tanah untuk kepen-

tingan umum, TKD yang menjadi objek pengadaan tanah pemberian

ganti kerugian dapat diberikan berupa uang. Tentunya dengan keten-

tuan bahwa uang tersebut harus digunakan untuk membeli tanah

pengganti yang senilai agar tidak bertentangan dengan UU Pengadaan

Tanah.

Ahmad Husein Hasibuan menyebutkan kendala yang terdapat

dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah adalah faktor psikologis

masyarakat dan faktor dana. Kendala yang merupakan faktor psiko-

logis masyarakat sebagai berikut (Sitorus, Sitepu, dan Sauni 1995, 49):

1) Masih ditemui sebagian pemilik/yang menguasai tanah berang-

gapan pemerintah tempat bermanja-manja meminta ganti rugi,

karenanya meminta ganti rugi yang tinggi, tidak memperdulikan

jiran/tetangga yang bersedia menerima ganti rugi yang dimu-

syawarahkan;

2) Masih ditemui pemilik yang menguasai tanah beranggapan pemi-
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likan tanahnya adalah mulia dan sakral, sehingga sangat enggan

melepaskannya walau dengan ganti rugi, karenanya mereka berta-

han meminta ganti rugi yang sangat tinggi;

3) Kurangnya kesadaran pemilik/yang menguasai tanah tentang

pantasnya mengutamakan kepentingan umum daripada kepen-

tingan sendiri.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau

besarnya Ganti Kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan

keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 (empat

belas) hari. Apabila masih terdapat keberatan terhadap putusan yang

dikeluarkan Pengadilan Negeri, kepada pihak yang keberatan diberikan

kesempatan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 73 Pera-

turan Presiden No. 71/2012). Putusan kasasi ini merupakan putusan

akhir yang bersifat f inal dan mengikat karena tidak tersedia upaya

hukum peninjauan kembali (Pasal 23 Peraturan Mahkaman Agung RI

No. 3/2012).

Sementara, skema ganti rugi yang dititipkan di pengadilan akan
dilakukan jika memenuhi beberapa hal: 1) pihak yang berhak menolak
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musya-
warah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; 2) pihak yang
berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan
keputusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap; 3) pihak yang berhak tidak diketahui
keberadaannya; atau 4) objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti
kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih diper-
sengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang
berwenang, atau menjadi jaminan di bank. Poin satu sampai empat
di atas dengan catatan objek tanah yang dikuasai  pihak lain telah
dilakukan penilaian sesuai standar atau prosedur penilaian. Jika belum
pernah dilakukan penilaian yang semestinya, seharusnya tidak bisa
dilakukan penitipan ganti rugi di pengadilan, sebagaimana terjadi
dalam kasus pengadaan tanah bandara Yogyakarta.

Bagi pihak yang menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian

tetapi tidak mengajukan keberatan, demi hukum dianggap menerima
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bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian (Sumardjono 2015, 62).

Pendapat lain menyatakan bahwa sikap “menolak” tanpa mengajukan

keberatan dikatakan sebagai sebuah sikap penolakan terhadap ganti

kerugian yang ditawarkan.4 Ditambahkan oleh Maria S.W. Sumardjono

(2015):

Apabila pihak yang keberatan terhadap ganti kerugian tidak mengajukan
gugatan ke PN/MA, tidak mengambil ganti kerugian, tidak menyerahkan
bukti pemilikan tanah, tidak melepaskan tanahnya, dan tidak bersedia
meninggalkan tanahnya maka sebenarnya secara hukum tidak pernah ada
pelepasan dari tanah yang bersangkutan walaupun undangundang (UU
Pengadaan Tanah) menyatakan sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat ada sebagian konsep

compulsory acquisition of land berlaku dalam batang tubuh UU Penga-

daan Tanah walaupun tidak secara tegas menggunakan UU Pencabutan

Hak untuk melakukannya. Pihak yang keberatan seolah “dipaksa”

untuk menerima ganti kerugian yang diberikan dengan menitipkannya

di pengadilan negeri. Pihak yang keberatan “dianggap” menerima ganti

kerugian yang diberikan dan Pelaksana Pengadaan Tanah menganggap

pelaksanaan tanah telah selesai apabila ganti kerugian telah dititipkan

di pengadilan negeri.

4 Dilihat dari hukum materiil pelaksanaan pelepasan dan penyerahan yaitu
hukum perikatan, maka dapat dikatakan diantara instansi yang memerlukan tanah
dan pemegang tanah.
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Pada bab sebelumnya, penulis sudah menjelaskan konsep dan
praktik pengadaan tanah dengan meletakkan YIA sebagai uji
implementasi kasusnya. Pada bab ini akan sedikit menying-

gung Kecamatan Temon dan desa-desa yang terdampak langsung da-
lam pembangunan bandara YIA. Penjelasan secara singkat difokuskan
pada pemahaman geograf is, kependudukan, dan perubahan dampak-
nya pada masyarakat pasca pengadaan tanah. Dengan adanya pem-
bangunan bandara, terjadi perubahan struktur ruang, dimana beberapa
wilayah dusun hilang karena keseluruhan tanahnya menjadi objek
pembangunan bandara. Kemudian juga dijelaskan beberapa persoalan
yang muncul akibat isu pembangunan bandara, dimana masyarakat
mengalami perpecahan bahkan konflik yang berakibat pada muncul-
nya kelompok-kelompok kecil di masyarakat, khususnya yang pro
pembangunan bandara dan yang menolak pembangunan Bandara YIA.
Konflik yang muncul sebagai akibat dari lahan-lahan penghidupan
(sebagian dari masyarakat) “dipaksa hilang”, dan itu artinya kehilangan
lahan sama dengan kehilangan pangan dan penghidupan (no land, no
food, no life).

Kecamatan Temon merupakan bagian dari 12 kecamatan yang ada

di Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Temon berada di bagian pal-

ing barat wilayah Kabupaten Kulon Progo dan merupakan salah satu
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Bab ini merupakan bagian penting dari isi buku ini yang basisnya
adalah penelitian lapangan dan studi dokumen. Pada bab
sebelumnya penulis mencoba memberi background untuk

mengantarkan secara ringkas agar mudah dipahami logika umumnya.
Selanjutnya, bab ini akan fokus bagaimana proses pengadaan tanah
Bandara YIA mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, jalan pan-
jang menentukan Kecamatan Temon sebagai lokasi ideal dari bebe-
rapa lokasi yang diuji, sampai gugatan yang masuk ke pengadilan
atas penetapan lokasi tersebut. Gugatan berangkat dari realitas di
lapangan dalam pelaksanaan konsultasi publik/sosialisasi, dan ketidak
sesuaian antara RTRW provinsi dan kabupaten. Ketidaksesuaian itu
menyebabkan gugatan masyarakat terdampak kepada panitia penga-
daan di tahap awal penentuan lokasi hingga gugatan ke pengadilan
yang dimenangkan oleh Pengadilan dan kemudian digagalkan oleh
Mahkamah Agung dalam kasasi yang diajukan oleh Gubernur DIY.
Fokus lain dari bab ini adalah bagaimana kesiapan PT. Angkasa Pura
I dan pemerintah dalam merencanakan pembangunan Bandara YIA,
dimana tampak negara dan Angkasa Pura I tidak menemui hambatan
yang berarti untuk melanjutkan proses-proses pembangunan YIA,
sekalipun perlawanan masyarakat di lapangan cukup keras.

PT. Angkasa Pura I sebagai pihak yang membutuhkan lahan untuk
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naan dapat disusun secara bersama-sama oleh instansi yang memer-

lukan tanah dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga

profesional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah. Ini

merupakan strategi yang dilakukan oleh perencanaannya lebih ter-

koordinir, efektif dan ef isien untuk mendukung kesuksesan pengadaan

tanah YIA.

Pemerintah Provinsi DIY dalam hal ini Sekretaris Daerah DIY
kemudian membentuk Kelompok Kerja Teknis pendampingan penyu-
sunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Pengembangan Bandara Baru melalui Keputusan Sekretaris Daerah
DIY Nomor 20/SEKDA/IX/2013 tanggal 9 September 2013 dengan segala
biaya dibebankan kepada PT. Angkasa Pura I. Kelompok kerja ini
terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DIY, Sekretaris
Daerah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Camat Temon, dan Ke-
pala Desa di lokasi terdampak. PT. Angkasa Pura I kemudian mem-
bentuk tim melalui melalui surat Nomor SKEP.120/LB.05/2013 tanggal
28 Oktober 2013 tentang Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta. Tim
ini memiliki tugas:

1. Melakukan penyiapan penyusunan dokumen perencanaan penga-

daan tanah;

2. Melakukan pra sosialisasi kepada pemilik tanah dan masyarakat

sekitar yang akan terkena pembangunan bandara baru;

3. Menghimpun data yang diperlukan untuk penyusunan Dokumen

Perencanaan pengadaan tanah;

4. Menghimpun dan meneliti data tanah (subyek dan obyek) yang

diperlukan untuk penyusunan Dokumen Perencanaan pengadaan

tanah;

5. Menyiapkan draft peta lokasi rencana pembangunan bandara baru;

6. Melakukan kajian hukum terhadap penyusunan Dokumen Peren-

canaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru;

7. Menyiapkan materi studi kelayakan Analisis Dampak Lingkungan
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(AMDAL);

8. Menyajikan data tanah (subyek dan obyek) yang diperlukan untuk

penyusunan Dokumen Perencanaan pengadaan tanah bagi pem-

bangunan bandara baru.

Sama halnya dengan kelompok kerja yang dibentuk oleh Sekretaris
Daerah DIY, tim yang dibentuk oleh PT. Angkasa Pura I ini juga terdiri
atas Kanwil BPN Provsinsi DIY, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon
Progo, Pemkab Kulon Progo, Kantah Kabupaten Kulon Progo, Camat
Temon, dan Kepala Desa di lokasi terdampak. Khususnya Kanwil BPN
Provinsi DIY bertugas mengkoordinasikan penyusunan Dokumen
Perencanaan pengadaan tanah dan mengkoordinir pengumpulan data
tanah. Kantah Kabupaten Kulon Progo menyiapkan draft peta lokasi
rencana pembangunan bandara baru melalui permohonan yang diaju-
kan oleh PT. Angkasa Pura I. Keterlibatan Kantah Kabupaten Kulon
Progo dalam Tahap Perencanaan pengadaan tanah YIA adalah pada
saat menyiapkan Peta Rencana Kawasan Bandara Kabupaten Kulon
Progo karena dalam peta tercantum Kantah Kabupaten Kulon Progo
sebagai pembuat peta.

Proses pembuatan Peta Rencana Kawasan dilakukan dengan
mengumpulan data tanah berupa letak tanah, luas lahan yang dibu-
tuhkan, gambaran umum status tanah yang membutuhkan pematokan
keliling. Kondisi ini membuat ketidaknyamanan di masyarakat, bahkan
terjadi penolakan pada saat pematokan di lapangan. Terlebih lagi
masyarakat merasa pematokan yang dilakukan tanpa adanya pem-
beritahuan sebelumnya. Mengatasi hal tersebut PT. Angkasa Pura I
melakukan sosialisasi informal dengan masyarakat untuk memberikan
pengertian kepada masyarakat bahwa pematokan hanya dilakukan
pada batas terluar rencana bandara (Komunikasi dengan Staf Admi-
nistrasi Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional
Yogyakarta, 2 Mei 2017). Pada tahap awal kegiatan tampaknya sudah
mendapatkan respons yang kurang positif dari masyarakat sehingga
akhirnya melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

Keterlibatan Kanwil BPN Provinsi DIY diakui sangat membantu

dalam menyusun kebutuhan lahan pengadaan tanah (Komunikasi
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dengan Project Secretary PT. Angkasa Pura I, 2 Mei 2017). Berulang

kali juga ditegaskan oleh Dirjen Pengadaan Tanah, dalam pengadaan

tanah YIA peran Kanwil BPN Provinsi DIY dari tahap perencanaan

sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengadaan tanah

YIA karena keterbukaan data pertanahan yang dibutuhkan (Komu-

nikasi dengan Dirjen Pengadaan Tanah, 14 Juni 2017). Hal senada juga

disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY, bahwa peran Kanwil

BPN Provinsi DIY adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai lembaga pertanahan dengan memberikan masukan dan

informasi pertanahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Kanwil

BPN Provinsi DIY membantu PT. Angkasa Pura I menyusun data tanah

sehingga dari Tahap Perencanaan sudah diperoleh data tanah yang

dilengkapi dengan nama, bukti penguasaan, dan perkiraan luas tanah.

Dokumen Perencanaan berhasil disusun dalam waktu yang tidak

terlalu lama, dan hasilnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat
pembangunan untuk kepentingan umum;

2. Kesesuaian dengan RTRW dan Rencana Jangka Panjang Perusa-
haan (RJPP) PT. Angkasa Pura I;

3. Letak dan luasan tanah yang diperlukan untuk pembangunan ban-
dara maupun perluasan tanah yang dibutuhkan;

4. Data awal penguasaan dan pemilikan sebagai gambaran umum
status tanah;

5. Perkiraan jangka waktu yang diperlukan untuk masing-masing
tahapan pengadaan tanah;

6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan bandara;

7. Perkiraan nilai ganti kerugian;

8. Rencana penganggaran;

9. Studi kelayakan yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi masyara-
kat, kesesuaian f isik lokasi dengan rencana pembangunan bandara
baru, analisis biaya dan manfaat, dan analisis dampak lingkungan;

10. Lampiran peta yang menunjukkan kebutuhan lahan dan pengu-
asaan lahan.
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Dalam Dokumen Perencanaan disebutkan bahwa kebutuhan luas
untuk pembangunan YIA adalah seluas ±637,1 herktar. Dengan adanya
perencanaan kebutuhan lahan tersebut, PT. Angkasa Pura I harusnya
sudah dapat menghitung perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk
memperoleh tanah tersebut. Dari rencana kebutuhan lahan pada Tabel
7 sudah dapat diprediksi mengenai kebutuhan lahan yang harus
disediakan sebagai bentuk ganti kerugian yang berupa tanah pengganti
atau relokasi untuk fasilitas umum berupa tanah kas desa, jalan, ma-
kam, Barang Milik Daerah, dan fasilitas umum lainnya. Sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 36 UU Pengadaan Tanah bahwa pemberian
ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti,
permukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang
disetujui oleh kedua belah pihak. Terkhusus untuk tanah kas desa
dan tanah instansi pemerintah yang digunakan secara aktif untuk
kegiatan pemerintahan hanya diberikan ganti kerugian dalam bentuk
tanah pengganti (Pasal 82 UU No. 2/2012).

Berdasarkan data pada Tabel 7 seharusnya PT. Angkasa Pura I
menyediakan 1.157.374 m2 tanah pengganti untuk nantinya diberikan
ganti kerugian terhadap tanah kas desa, jalan, makam, Barang Milik
Daerah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Namun kenya-
taannya dalam Dokumen Perencanaan hanya direncanakan ganti
kerugian dalam bentuk uang, padahal dimungkinkan penggantian
selain uang seperti tanah pengganti, permukiman kembali, kepe-
milikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak
(Pasal 36 UU No. 2/2012). Dari perhitungan awal, dalam pelaksanaan
pengadaan tanah dianggarkan akan menghabiskan biaya Rp.
1.378.916.202.703,- yang dananya bersumber dari Rencana Kerja dan
Anggaran (RKAP) PT. Angkasa Pura I tahun 2014 (Dokumen Persiapan
Pengadaan Tanah NYIA, Juni 2017). Berikut adalah rincian awal yang
tertuang dalam Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah untuk YIA:

1. Nilai ganti kerugian tanah Rp. 903.327.410.000,-

2. Nilai ganti kerugian PAG Rp. 182.896.350.000,-

3. Nilai ganti kerugian bangunan Rp. 197.060.600.000,-

4. Nilai ganti kerugian tanaman Rp. 83.058.500.000,-.
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Perhitungan perkiraan ganti rugi di atas dilakukan terhadap tanah,
ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan ruang atas tanah dan
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah.
PT. Angkasa Pura I menunjuk Penilai yang berasal dari Jakarta untuk
melakukan penilaian terhadap rencana lokasi pembangunan bandara.

Dokumen Perencanaan pengadaan tanah yang telah selesai

disusun disampaikan oleh PT. Angkasa Pura I kepada Gubernur DIY

pada tanggl 19 Desember 2013 melalui surat nomor AP.I. 7191/LB.05/

2013/PD-B. Dalam surat tersebut PT. Angkasa Pura I memohon kepada

Gubernur DIY untuk dapat menerbitkan IPL untuk pengadaan tanah

bandara baru di Kulon Progo berdasarkan ketentuan pada Perpres

No. 71 Tahun 2012. Menindaklanjuti surat tersebut, Gubernur DIY

melakukan verif ikasi dan masih terdapat kekurangan pada data tanah

sehingga pelaksanaan Tahap Persiapan masih harus menunggu

kelengkapan data tanah. Tahap persiapan baru dapat dimulai setelah

PT. Angkasa Pura I menyelesaikan data tanah yang dimaksud, yaitu

pada tanggal 25 Agustus 2014 melalui surat Direktur Utama Nomor

AP.1.4049/LB.05.01/2014/PD-B (Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah

NYIA, Juni 2017).

 Tabel 7. Rekap Status Tanah di Lokasi Pengadaan Tanah
Pembangunan Bandara

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2017

No.  

 

Jangkaran 
(m2)  

Glagah 
(m2)  

Sindutan 
(m2)  

Palihan 
(m2)  

Kebonrejo 
(m2)  

Temon 
Kulon  
(m2)  

Temon  
Wetan  

(m2)  

Jumlah 
(m2)  

1.  Tanah                
 a. Masyarakat  

b. PAG  
c. Kas Desa  
d. Situs  
e. Pertamina  

123.453  
206.639  
670.050 

_ 
_ 

1.452.221 
909.591 

800 
_ 
_ 

381.366  
169.478  

10.450 
_ 
_ 

1.160.812  
407.263  
142.713 

_ 
_ 

389.951  
_ 

215.619 
_ 

429 

15.104 
_ 
_ 
_ 
_ 

1.046 
_ 
_ 
_ 
_  

3.523.953 
1.692.971 
1.039.632 

- 
429 

2.  Makam  3.700  14.266 400  8.606  3.863  -  -  30.835 
3.  Jalan Desa  -  - 7.550  24.700  -  -  -  32.250 
4.  Irigasi, Barang Milik  

Daerah (BMD)  
Provinsi/ Kabupaten  

-  - -  10.800  -  -  -  10.800 

5.  Sekolahan  -  19.291 -  -  15.910  -  -  35.201 
6.  Gardu ronda, MCK,  

Gapura, dll  
-  - -  -  784  -  -  784 

7.  Tempat Ibadah  -  751 -  3.475  646  -  -  4.872 
  Jumlah  1.003.852  2.396.920 569.244  1.758.369  627.202  15.104  1.046  6.371.727  

TOTAL  6.371.727 = 637,1 hektar  

 
Desa  

  
Fasilitas   
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Hasil pendataan terhadap tanah yang dibutuhkan untuk pem-

bangunan bandara YIA menunjukkan bahwa kebutuhan tanah yang

terluas berasal dari lahan masyarakat yaitu lebih dari 350 hektar yang

tersebar di beberapa desa, kemudian disusul tanah PAG dengan luas

± 170 hektar, Tanah Kas Desa lebih dari 100 hektar, dan sisanya berupa

lahan fasilitas umum, baik makam, jalan, sekolah, dan irigasi. Total

luasan dari fasilitas umum yang terkena pengadaan adalah ± 11,5 hektar,

dari keseluruhan lahan yang diidentif ikasi seluas ± 637,1 hektar.

Dokumen Perencanaan pengadaan yang telah selesai disusun
disampaikan kepada Gubernur DIY untuk segera dimulai Tahap
Persiapan Pengadaan Tanah. PT. Angkasa Pura I menyampaikan Do-
kumen Perencanaan pengadaan tanah YIA kepada Gubernur DIY
pada tanggal 25 Agustus 2014. Setelah Dokumen Perencanaan disam-
paikan, Gubernur DIY membentuk Tim Verif ikasi1 Dokumen Peren-
canaan Pengadaan Tanah (Tim Verif ikasi) untuk melakukan kajian
terhadap kelengkapan Dokumen Perencanaan. Ketentuan mengenai
Tim Verif ikasi ini tidak diatur dalam UU Pengadaan Tanah maupun
Perpres No. 71 Tahun 2012 mengenai kajian terhadap Dokumen Peren-
canaan. Dokumen Perencanaan yang disampaikan kepada Ggubernur
diasumsikan sudah memenuhi persyaratan, padahal kenyataannya
tidak selalu demikian. Tim Verif ikasi ini dibentuk untuk membantu

1 Tim Verif ikasi dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Pedoman Verif ikasi Dokumen Perencanaan, Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum di DIY. Pedoman pelaksanaan verif ikasi
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di DIY, dimaksudkan sebagai acuan
dan pembakuan dalam rangka pelakanaan kegiatan tahap awal dalam Tahap
Persiapan Pengadaan Tanah. Pedoman ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian
materi muatan Dokumen Perencanaan berdasarkan ketentuan Perpres No. 71
Tahun 2012. Tim Verif ikasi terdiri dari: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DIY; 2) unsur Biro Tata Pemerintahan Setda
DIY; 3) unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Min-
eral DIY; 4) unsur Biro Hukum Setda DIY; 5) unsur Badan Lingkungan Hidup DIY;
dan 6) unsur Kantor Wilayah Kemenkum HAM DIY.
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Gubernur DIY untukmeneliti dan mengkaji kelengkapan Dokumen
Perencanaan. Gubernur hanya memiliki waktu ±167 hari dari sejak
diterimanya Dokumen Perencanaan sampai harus mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) Penetapan Lokasi. Tentunya akan menghabiskan
waktu Tim Persiapan kalau pada tahap awal hanya dihabiskan untuk
meneliti kelengkapan Dokumen Perencanaan (Komunikasi dengan Is,
anggota Tim Persiapan, 12 April 2017).Gubenur DIY tidak bisa begitu
saja menerima hasil Dokumen Perencanaan dan merasa perlu dila-
kukan pengkajian terhadap kelengkapannya. Akhirnya, Gubernur DIY
dibantu oleh Tim Verif ikasi untuk meneliti dan mengkaji kelengkapan
Dokumen Perencanaan sehingga tidak memotong waktu pekerjaan
Tim Persiapan. Gubernur hanya memiliki waktu ±167 hari dari sejak
diterimanya Dokumen Perencanaan sampai harus mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) Penetapan Lokasi. Tentunya akan memperpendek wak-
tu pekerjaan Tim Persiapan kalau pada tahap awal dihabiskan untuk
meneliti kelengkapan Dokumen Perencanaan (Komunikasi dengan Is,
anggota Tim Persiapan, 12 April 2017).

Tim Verif ikasi bertugas melakukan verif ikasi kesesuaian materi

muatan dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan Perpres No. 71

Tahun 2012. Secara prosedur, apabila terdapat ketidaksesuaian, Doku-

men Perencanaan dikembalikan kepada instansi yang memerlukan

tanah. Apabila dokumen perencanaan telah sesuai dan dinyatakan leng-

kap secara teknis dan administrasi, barulah dimulai pelaksanaan Tahap

Persiapan sebagaimana yang diatur dalam UU Pengadaan Tanah. Tim

Persiapan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 89/

Tim/2014 pada tanggal 5 September 2014 tentang Pembentukan Tim

Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bandara Baru.

Tugas awal Tim Persiapan adalah melakukan pemberitahuan
rencana pembangunan kepada masyarakat di rencana lokasi pem-
bangunan (Pasal 17 UU No. 2/2012). Sebelum melaksanakan pem-
beritahuan rencana pembangunan kepada masyarakat terdampak, para
pemangku kepentingan yaitu PT. Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi
DIY, Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY, Pemkab Kulon Progo, Kantor
Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, para Kepala Desa, dan instansi
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lain yang terkait menerima arahan dari Gubernur DIY. Arahan disam-
paikan dalam rangka persiapan sosialisasi dan public hearing pem-
bangunan untuk pengembangan bandara baru DIY.2

Tim Persiapan melakukan pemberitahuan kepada pihak yang

berhak melalui sosialisasi dan website PT. Angkasa Pura I. Sosialisasi

dilaksanakan tanggal 16 September 2014 di Desa Sindutan, tanggal 17

September 2014 di Desa Palihan, tanggal 18 September 2014 di Desa

Jangkaran dan Desa Kebonrejo (gabungan dengan Desa Temon Wetan

dan Desa Temon Kulon), dan tanggal 23 September 2014 di Desa Glagah.

Selain melalui sosialisasi, pemberitahuan rencana pembangunan juga

disampaikan melalui media cetak nasional dan daerah serta media

elektronik (Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah NYIA, Juni 2017).

Pada saat pelaksanaan sosialisasi yang diundang hanyalah pihak yang

berhak (Komunikasi dengan Is, anggota Tim Persiapan, 12 April 2017),

sehingga ada masyarakat selain pihak yang berhak yang berada di lokasi

yang tidak diundang dalam sosialisasi. Sebagian kelompok masyarakat

mengaku tidak diperkenankan untuk mengikuti sosialisasi karena tidak

dapat menunjukkan undangan karena dianggap sebagai bukan pihak

yang berhak dalam pelaksanaan pengadaan tanah (Komunikasi dengan

M, mantan Ketua WTT, Ketua WTT Realita, 20 April 2017).

Sedikitnya 1.655 undangan yang telah disebar oleh Tim Persiapan.

Dari jumlah undangan tersebut, yang hadir dalam sosialisasi adalah

sejumlah 1.037 orang dan setidaknya ada 618 orang yang tidak hadir

2 Dalam public hearing ini Gubernur DIY menyampaikan agar Tim Persiapan
bekerja sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari apa yang ditetapkan.
Gubernur DIY meminta kerja sama dari semua anggota Tim. Gubernur DIY
menginstruksikan agar Tim Persiapan dapat menyampaikan informasi sejelas-
jelasnya agar tidak ada pemahaman yang berbeda mengenai pengadaan tanah
bandara. Gubernur juga meminta Tim dan Kepala Desa untuk melakukan dialog-
dialong yang sifatnya informal untuk membangun komunikasi yang positif dengan
masyarakat. Gubernur meminta bantuan kepada pihak pengamanan dalam hal
ini Komandan Resor Militer (Danrem) dan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) untuk
dapat membantu pengadaan tanah dengan cara yang persuasif. Disampaikan
dalam Rapat koordinasi Pemerintah Daerah DIY, pada hari Senin tanggal 1 Sep-
tember 2014, di Ruang Rapat Karaton Hotel Ambarukmo Yogyakarta.
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dan 13 diantaranya hadir tetapi tidak bersedia menandatangani daftar

hadir. Undangan hanya diberikan pemegang hak yang berdasarkan

data tanah yang dimiliki Tim Persiapan.

Menurut Martono, undangan sosialisasi hanya ditujukan kepada
pihak-pihak yang dianggapp mendukung pembangunan bandara. Se-
dangkan dirinya dan sebagian warga masyarakat yang menolak pem-
bangunan bandara tidak diundang dalam sosialisasi sehingga merasa
tidak diberikan ruang untuk mendengarkan dan menyampaikan pen-
dapatnya (Komunikasi dengan M, 20 April 2017). Karena merasa diabai-
kan, warga masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal
(WTT) memblokir akses jalur jalan lintas selatan (Jalan Daendels)
untuk menghalangi masyarakat untuk hadir ke sosialisasi yang dilak-
sanakan di Balai Desa Glagah. Rencananya, sosialisasi untuk Desa
Glagah akan dilangsungkan di empat tempat yang terpisah, namun
karena alasan keamanan pelaksanaannya dikumpulkan di Balai Desa
Glagah. Peserta sosialisasi seharusnya tidak dibatasi pada pemegang
hak saja, karena semua warga yang berada di lokasi rencana pem-
bangunan bandara berhak mendapatkan informasi mengenai rencana
pembangunan. Terlebih lagi, dalam Perpres No. 71 Tahun 2012 tidak
memberikan batasan bagi peserta sosialisasi. Seharusnya diberikan
kesempatan kepada seluruh warga terdampak untuk memperoleh in-
formasi seluas-luasnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah hingga
tahap pembangunannya. Meski sosialisasi juga dilakukan melalui me-
dia masa, nyatanya belum mampu menjawab rasa ingin tahu masya-
rakat yang ada di sekitar lokasi mengenai rencana pembangunan ban-
dara. Selain itu, tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi
yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi, masyarakat yang hadir merasa

kecewa karena ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Masyarakat

menanyakan mengenai ganti rugi yang nantinya akan diterima karena

masyarakat terdampak merasa hal itu dianggap perlu dan penting

untuk diketahui masyarakat. Tim Persiapan berusaha menjawab

dengan menyampaikan harga tanah yang tercantum dalam Dokumen

Perencanaan berdasarkan zona nilai tanah di masing-masing pedu-
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kuhan atau masing-masing desa karena nilai ganti kerugian yang

sesungguhnya baru akan diketahui setelah Penilai turun lapang pada

saat Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dalam sosialisasi juga

sudah disampaikan untuk nilai f inal harga tanah akan ditentukan oleh

Penilai pada tahap selanjutnya. Tim Persiapan juga menyampaikan

bahwa nantinya nilai ganti kerugian yang diberikan adalah nilai peng-

gantian wajar yang dinilai berdasarkan nilai pasar ditambah dengan

nilai-nilai yang menggambarkan kerugian yang dialami masyarakat

(Komunikasi dengan Is, anggota Tim Persiapan, 12 April 2017).

Masyarakat merasa khawatir jika nantinya ganti rugi yang dibe-
rikan tidak dapat mensejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan
pelaksanaan pembangunan. Menjadi hal yang wajar jika masyarakat
khawatir mengenai hal itu, karena pengadaan tanah ini akan berakibat
masyarakat wajib menyerahkan tanah, bangunan, dan benda-benda
yang ada di atasnya setelah menerima ganti kerugian. Jadi bagaimana
masyarakat bisa setuju dengan rencana pembangunan YIA kalau
“negara” dianggap belum bisa meyakinkan masyarakat bahwa Negara
akan menjamin kesejahterannya masyarakat pasca pengadaan tanah.
Hal ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada diri masyarakat ter-
hadap pemerintah dan akan menjadi penghambat apabila ketidak-
percayaan ini berlangsung masif dan berkepanjangan. Keresahan warga
bukan suatu yang berlebihan, dan terbukti pembebasan lahan masya-
rakat untuk pembangunan YIA mengalami banyak perlawanan dan
menimbulkan gejolak yang cukup panjang.

Belum selesai dengan masalah yang timbul pada saat sosialisasi,

Tim Persiapan melanjutkan pelaksanaan ke tahap selanjutnya yaitu

pendataan awal area terdampak (Komunikasi dengan M, 20 April 2017).

Pendataan dilakukan pada tanggal 14 s/d 27 Oktober 2014. Pelaksana-

annya dilakukan oleh Tim Persiapan dibantu oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Kulon Progo dan Kanwil BPN Provinsi DIY dengan melihat

data tanah yang ada dalam Dokumen Perencanaan. Tidak sulit mela-

kukan pendataan awal karena data tanah yang ada Dokumen Peren-

canaan berasal dari data pertanahan yang sebelumnya di-support oleh

Kanwil BPN Provinsi DIY. Diakui oleh Obed Tri Pambudi bahwa data
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tanah dalam Dukomen Perencanaan sangat membantu pelaksanaan

pendataan awal Tahap Persiapan sehingga proses pendataan dapat

dilaksanakan dengan lebih efektif dan ef isien (Komunikasi dengan

Ketua Satgas A, 8 Mei 2017).

Hasil pendataan awal menunjukkan bahwa terdapat 2.536 pihak
yang berhak yang diundang dalam konsultasi publik. Nama-nama
pihak yang berhak dalam daftar yang diperoleh dalam pendataan awal
menjadi nama-nama yang harus diundang secara patut untuk mengi-
kuti konsultasi publik. Pada awalnya Tim Persiapan mengalami kesu-
litan menentukan siapa pihak yang berhak terhadap suatu bidang
tertentu karena terdapat masyarakat yang tidak bersedia untuk didata.
Padahal pihak yang berhak ini yang nantinya mengikuti setiap tahap
pengadaan tanah dan yang akan memberikan suara saat konsultasi
publik dan musyawarah ganti kerugian (Komunikasi dengan Is, ang-
gota Tim Persiapan, 12 April 2017).

Dalam konsultasi publik disampaikan hal-hal mengenai rencana
pengadaan tanah pembangunan YIA antara lain latar belakang
pembangunan bandara; maksud dan tujuan pembangunan bandara
baru; tahapan, waktu, dan proses pembangunan bandara baru; kebu-
tuhan tanah untuk pembangunan; dampak pembangunan; peran
penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian; objek yang dinilai
ganti kerugian; komponen dasar penilaian; bentuk ganti kerugian;
insentif perpajakan; hak dan kewajiban pihak yang berhak; dan fungsi
izin penetapan lokasi dari Gubernur DIY. Hal-hal yang sangat teknis
sudah pasti tidak mudah dipahami oleh masyarakat, dan Tim Per-
siapan tidak memiliki cara yang efektif untuk memberikan pemahaman
secara memadai kepada masyarakat. Ujungnya, bisa dimengerti jika
warga tidak banyak yang memahami, apalagi Tim Persiapan bekerja
seolah hanya menjalankan mekanisme UU agar secara administratif
terpenuhi dan akuntabel. Persoalan substansi tidak lagi menjadi prio-
ritas. Problem ini sering terjadi pada konsultasi publik dalam penga-
daan tanah dan ujungnya banyak menyisakan persoalan.

Dalam pengadaan tanah YIA telah dilaksanakan Konsultasi Publik

I, Konsultasi Publik II, hingga Konsultasi Publik Ulang. Dengan rincian,
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yaitu Konsultasi Publik I tanggal 25 November s/d 30 Desember 2014,

Konsultasi Publik II tanggal 20 Januari s/d 5 Maret 2015 dan terakhir

Konsultasi Publik Ulang tanggal 26 Februari dan 3 s/d 4 Maret 2015

kepada pihak yang berhak. Selain itu dilakukan pula Konsultasi Publik

dengan masyarakat lain yang terdampak di luar lokasi rencana

bandara pada tanggal 21 s/d 22 Januari 2015. Perpres No. 71 Tahun

2012 memberikan kesempatan untuk melaksanakan konsultasi publik

lebih dari satu kali sesuai dengan kondisi setempat. Hasil dari kon-

sultasi publik dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, disertai

alasan keberatan yang bersangkutan.

Hasil f inal konsultasi publik sampai dilaksanakannya Konsultasi
Publik Ulang dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9. Dari Tabel 8
dapat dilihat bahwa antusiasme pihak yang berhak mengikuti konsultasi
publik sangat tinggi. Terlihat dari persentase kehadiran 97,62% atau
sekitar 2.541 orang yang hadir dari 2.603 orang yang diundang dalam 3
(tiga) kali konsultasi publik. Dari jumlah tersebut, jumlah yang sepakat
mencapai 87,92% atau sekitar 2.234 orang. Selain terhadap pihak yang
berhak, konsultasi publik juga dilakukan kepada pihak yang terdampak.
Hasilnya pada Tabel 9 menunjukkan hal yang sama, masyarakat
memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan konsultasi publik.
Tingkat kehadirannya mencapai 93,26% dan dari yang pihak yang hadir
87,92% menyatakan kesepakan untuk dilakukan pembangunan bandara.

Secara garis besar dari Tabel 8 dan Tabel 9 dapat dilihat bahwa

terdapat 15% pihak yang belum menyatakan sikap mengenai pem-

bangunan bandara. Dari komunikasi yang penulis lakukan dengan

beberapa warga yang termasuk ke dalam 15% tersebut, ketidakhadiran

mereka dalam konsultasi publik adalah merupakan sikap penolakan

terhadap rencana pembangunan. Mereka berkeyakinan bahwa dengan

menolak saja tanpa mengajukan keberatan akan dapat membatalkan

rencana pembangunan bandara. Padahal, apabila pihak yang kebe-

ratan hanya menolak tanpa mengajukan keberatan, maka demi hukum

dianggap menerima hasil konsultasi publik. Pemahaman ini tidak di-

miliki oleh warga sehingga belakangan menjadi persoalan yang ber-

larut, karena sudah merasa benar dalam bersikap.
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Tabel 8. Rekap Hasil Konsultasi Publik Persiapan Pengadaan Tanah
Pembangunan Bandara Baru di DIY

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2017

Tabel 9. Rekap Hasil Konsultasi Publik Persiapan Pengadaan Tanah
Pembangunan Bandara Baru di DIY bagi Warga yang Terdampak

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2017

No. Keterangan  
Desa (orang)    Jumlah  

Jangkaran  Sindutan Kebonrejo  Palihan  Glagah   

1. Undangan  223  267  288  761  1.064  2.603  
2. Undangan yang hadir  221  265  286  745  1.024  2.541  
3. Undangan tidak hadir  2  2  2 16  40  62  
4. Tingkat kehadiran 

undangan (%)  
99,10  99,25  99,31  97,90  96,24  97,62  

5. Jumlah warga sepakat  219  261  278  669  807  2.234 
6. Jumlah warga tidak 

sepakat  
2  4  8  76  217  307  

7 Tingkat kesepakatan 
warga terhadap 
jumlah undangan 
yang hadir (%)  

99,10  98,49  97,20  89,80  78,81  87,92  

8 Tingkat kesepakatan 
warga terhadap 
jumlah undangan   (%) 

98,21  97,75  96,53  87,91  75,85  85,82  

No.  Keterangan  
Desa (orang)  Jumlah  

Jangkaran Sindutan Kebonrejo Palihan   

1.  Undangan  100  100  100 160  460 
2.  Undangan yang hadir  90  98  96 145  429 
3.  Undangan tidak hadir  10  2 4 15  31 
4.  Tingkat kehadiran 

undangan (%)  
90,00  98,00  96,00 90,63  93,26 

5.  Jumlah warga sepakat  90  96  93 116  395 
6.  Jumlah warga tidak 

sepakat  
-  2 3 29  34 

7  Tingkat kesepakatan 
warga terhadap 
jumlah undangan  
yang hadir (%)  

100  97,96  96,88 80,00  92,07 

8  Tingkat kesepakatan 
warga terhadap 
jumlah undangan (%) 

90,00  96,00  93,00 72,50  85,87 
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Berdasarkan komunikasi dengan beberapa pihak yang terdampak,

mereka berpendapat bahwa konsultasi publik hanya sekedar forma-

litas. Tidak terjadi dialog maupun musyawarah seperti yang diha-

rapkan oleh pihak yang berhak. Konsultasi publik dilakukan dengan

cara tatap muka antara Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.

Pihak yang berhak dihadapkan pada meja-meja yang telah disediakan

untuk menyampaikan keberatan atau kesepakatan terhadap rencana

pembangunan bandara (Komunikasi dengan Is, anggota Tim Per-

siapan, 12 April 2017). Cara ini dinilai oleh pihak yang berhak bukan

sebagai upaya komunikasi dialogis atau musyawarah sebagaimana

yang diharapkan oleh pihak yang berhak. Tidak pernah terjadi musya-

warah, tidak ada saling tukar pendapat, dan tidak ada mufakat sebagai-

mana tujuan akhir musyawarah.3 Akan tetapi dalam Undang-Undang

Pengadaan Tanah maupun Perpres No. 71 Tahun 2012 tidak mengatur

secara detail mengenai pelaksanaan konsultasi publik, sehingga begi-

tulah cara yang dianggap komunikasi dialogis oleh Tim Persiapan

(Komunikasi dengan Is, anggota Tim Persiapan, 12 April 2017).

Konsultasi publik dilakukan beberapa kali karena banyaknya jum-

lah pihak yang berhak dan pada setiap konsultasi ada saja pihak-

pihak yang keberatan. Terlebih lagi pada saat konsultasi publik, Tim

Persiapan dinilai tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masya-

rakat berkaitan dengan kompensasi yang diterima akibat dari tanahnya

yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan (Ko-

munikasi dengan Is, anggota Tim Persiapan, 12 April 2017). Sampai

akhirnya dilakukan konsultasi publik ulang untuk mengakomodir

pihak-pihak yang keberatan di Kantor Kecamatan Temonyang dihadiri

oleh 460 orang pihak yang berhak. Pada konsultasi publik ulang ter-

sebut masih terdapat pihak-pihak yang tidak menyatakan sikap ter-

hadap rencana pembangunan. Terhadap adanya keberatan ini ditindak-

3 Dari para informan yang penulis temui, yaitu pihak yang berhak (masyarakat
pemilik tanah) dalam pengadaan tanah YIA, semuanya sependapat bahwa
pelaksanaan konsultasi publik pengadaan tanah bukanlah merupakan komunikasi
dialogis.
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lanjuti dengan Gubernur DIY membentuk Tim Kajian Keberatan mela-

lui Keputusan Gubernur DIY Nomor 35/Tim/2015 tentang Pemben-

tukan Tim Kajian Keberatan atas Lokasi Pembangunan untuk Pengem-

bangan Bandara Baru di DIY.

Sama  halnya dengan kesempatan sebelumnya, dalam konsultasi

publik ulang juga tidak banyak hal yang dapat disampaikan oleh Tim

Persiapan mengenai kompensasi yang nantinya akan diberikan. Tim

Persiapan pada akhirnya hanya mencatat setiap tuntutan dari pihak

yang berhak yangnantinya disampaikan kepada PT. Angkasa Pura I.

Tim Persiapan juga mencatat alasan-alasan keberatan dari pihak yang

keberatan sebagai bahan kajian yang nanti dilakukan oleh Tim Kajian

Keberatan. Tim Kajian Keberatan kemudian melaksanakan pertemuan

dengan pihak yang berhak yang tidak sepakat dan tidak hadir dalam

Konsultasi Publik. Berdasarkan pertemuan tersebut, Tim Kajian Kebe-

ratan membuat rekomendasi Tim Kajian Keberatanyang memuat

beberapa alasan dan keberatan masyarakat yang berhak. Secara garis

besar sedikitnya ada lima hal pokok yang dikemukakan oleh warga,

yakni:

1. Pada dasarnya warga tidak bermaksud menjual ataupun menye-

rahkantanah miliknya karena a) tanah merupakan warisan leluhur

dan nantinya untuk peninggalan anak cucu mereka; b) tanah ini

merupakan lahan pertanian yang produktif yang menjadi sumber

penghasilan, bukan lahan tidur; c) tanah ini merupakan tanah

untuk tempat tinggal; d) sudah aman dan nyaman, dan hidup

berkecukupan dengan kondisi saat ini;

2. Kondisi lahan pertanian saat ini menyerap tenaga kerja masyarakat

setempat dan luar daerah;

3. Belum ada kesepakatan tentang bentuk ganti rugi, atau perkiraan

harga tanah serta benda yang berkaitan dengan tanah secara ter-

tulis. Belum ada kesepakatan mengenai bentuk dan tempat re-

lokasi;

4. Belum ada jaminan kesejahteraan dan jaminan pemberdayaan

warga terdampak termasuk belum jelas mengenai nasib usaha yang
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nantinya dijalankan oleh warga terdampak;

5. Dan beberapa warga yang menyatakan sikap tanpa argumen, hanya

“Pokoknya menolak pembangunan Bandara di Temon”.

Terhadap alasan-alasan yang disampaikan tersebut Tim Kajian
Keberatan menyepakati bahwa keberatan yang diajukan tidak dapat
diterima karena tidak mempunyai alasan yang kuat dan tidak meme-
nuhi kaidah hukum mengenai diterimanya keberatan menurut Pasal
36 Perpres No. 71 Tahun 2012. Dalam daftar inventaris persoalan yang
diajukan masyarakat yang keberatan tidak memuat persoalan Tata
Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yakni Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan
sebagaimana Pasal 36 ayat 4.

Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Kajian Kebe-
ratan tersebut, Gubernur DIY mengeluarkan Surat Penolakan atas
Keberatan Terhadap Rencana Lokasi Pembangunan untuk Pengem-
bangan Bandara Baru di DIY Nomor 583/3050 tanggal 30 Maret 2015.
Realitas ini cukup menarik karena masyarakat pada akhirnya diben-
turkan dengan peraturan yang sama sekali tidak memberikan ruang
baginya untuk bertahan terhadap hak-haknya, bahkan semua kebe-
ratan ditolak oleh Tim Kajian padahal masyarakat tidak pernah mem-
peroleh jawaban yang menjadi keberatannya.

Ditolaknya keberatan yang disampaikan oleh pihak yang berke-
beratan menjadi lampu hijau bagi Gubernur DIY untuk menerbitkan
Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Secara prosedural, hal ini
telah dianggap sesuai dengan Pasal 41 Perpres No. 71 Tahun 2012 yang
menyebutkan bahwa Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh
gubernur berdasarkan kesepakatan atau ditolaknya keberatan dari
pihak yang berkeberatan (pemilik tanah). Pada konteks inilah
berlakunya UU No. 2/2012 ditempatkan sebagai peraturan yang me-
maksa dan memiliki daya paksa seperti UU No. 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di
Atasnya. Ruang bagi masyarakat untuk melakukan keberatan lewat
jalur Tim Kajian Keberatan relatif sulit karena beberapa pesyaratan
yang dibutuhkan tidak mudah untuk dipenuhi.
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Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 disebutkan bahwa ren-
cana pengadaan tanah didasarkan pada rencana tata ruang wilayah
dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pem-
bangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja
pemerintah instansi yang bersangkutan (yang memerlukan tanah).
Dalam Dokumen Perencanaan pengadaan tanah bandara baru di Kulon
Progo telah disebutkan bahwa pembangunan bandara didasarkan pada
letak yang sangat strategis dan telah memenuhi beberapa syarat kese-
suaian rencana tata ruang. Di bawah akan dijelaskan argumen dasar
versi negara tentang kebutuhan akan infrastruktur sebagai salah satu
sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya
Yogyakarta.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Renca-

na Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014. Pada bagian keenam tantangan pembangunan nasional dalam

RPJMN menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus

menjadi prioritas pembangunan untuk meningkatkan gelombang per-

tumbuhan ekonomi. Bidang infrastruktur diartikan bahwa pem-

bangunan dan penyediaan infrastruktur dilakukan dengan mening-

katkan kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pem-

bangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pela-

buhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan tele-

komunikasi. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pengem-

bangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya dan perkotaan

Semarang sebagai pusat pelayanan primer. Kemudian pada Lampiran

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, Bab VI Strategi

dan Arah Kebijakan, Angka 6.3. Arah Pembangunan Kewilayahan, Sub

6.2.4. Kabupaten Kulon Progo, telah menyebutkan adanya “Pengem-

bangan Bandara Baru di Kulon Progo”.

Kedua, Perda RTRW Provinsi DIY Pasal 22 ayat (1) menyebutkan

bahwa:
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“Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. memadukan
berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah; dan
b. menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adisutjipto.”

Perda RTRW DIY menyebutkan bahwa diperlukan pengembangan

Bandara Adisutjipto tanpa menyebutkan akan dibangun bandara baru

yang menggantikan Bandara Adisutjipto. Tentunya pengembangan

Bandara Adisutjipto menjadi prioritas utama, namun karena keter-

batasan lahan yang ada, berdasarkan hasil Studi Kelayakan menya-

takan bahwa Bandara Adisutjipto harus digantikan dengan bandara

baru yang lebih layak dan lebih memadai. Untuk lebih menguatkan

opini bahwa pembangunan bandara telah sesuai dengan RTRW Pro-

vinsi DIY, Gubernur DIY mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor

533/1333 tanggal 20 Maret 2013 yang menegaskan rencana pem-

bangunan bandara di Kulon Progo telah sesuai dengan RTRW Provinsi

DIY Tahun 2009-2029.

Ketiga, dalam Pasal 18 Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo  dise-

butkan bahwa jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf c berupa bandara dengan rencana pembangunan

bandara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Keca-

matan Panjatan, dan Kecamatan Galur. Secara spasial pada Lampiran

3 dapat dilihat simbol pesawat menunjukkan lokasi rencana pem-

bangunan transportasi udara berada di Kecamatan Temon. Dalam

Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo semakin jelas dan terang menye-

butkan akan dilakukan pembangunan bandara baru di 4 (empat) keca-

matan yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk menyelaraskan hasil Studi Kelayakan dan Perda RTRW

Provinsi DIY, penyusunan RTRW Kabupaten Kulon Progo diupayakan

dengan mengakomodir pembangunan bandara baru di Kabupaten

Kulon Progo, termasuk Kecamatan Temon sebagai salah satu lokasi

yang ditunjuk dalam Dokumen Final Studi Kelayakan. Hal ini diakui

oleh Kasi Tata Wilayah dan Tata Ruang Kulon Progo, Arum Isdwija-

narti bahwa pada saat menyusun RTRW Kabupaten Kulon Progo, Pem-

kab Kulon Progo sudah menangkap sinyal bahwa Temon adalah lokasi
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rencana pembangunan bandara, sehingga RTRW-nya disusun salah

satunya untuk menjadi payung hukum pembangunannya (Komunikasi

dengan Kepala Seksi Pengaturan Tata Wilayah dan Tata Ruang Rinci,

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 8 Mei

2017). Sama halnya dengan Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo juga

mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 533.2/1162 tanggal 4 Maret

2013 untuk meyakinkan bahwa pembangunan YIA telah berkesesuai-

an dengan RTRW Kabupaten Kulon Progo.

Keempat, pengembangan dan pembangunan bandara baru ber-

skala internasional yang bertempat di Kulon Progo sudah sesuai

dengan RJPP PT. Angkasa Pura I  tahun 2009-2013 yang disahkan oleh

Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor 5-295/MBU/2009 tanggal

5 Mei 2009. Dalam RJPP dijelaskan tujuan pembangunan bandara

baru adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pengguna jasa ban-

dara sesuai dengan standar regulasi dan keinginan pelanggan melalui

program penambahan fasilitas, penambahan kapasitas dan pengem-

bangan pada beberapa bandara yaitu: Ngurah Rai, Juanda, Sam

Ratulangi, Adisutjipto, dan Lombok Baru yang kemudian disempur-

nakan dalam RJPP penyesuaian (rolling plan) tahun 2013-2017.

Dengan demikan dapat dikatakan bahwa pembangunan infra-
struktur bandara memang sudah menjadi bagian perencanaan dalam
RPJMN. Hanya saja, penyebutannya belum menjelaskan secara de-
tail mengenai pembangunan bandara baru dan di mana lokasi pem-
bangunannya. Secara garis besar, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta
dan sekitarnya memang membutuhkan pembangunan infrastruktur
utama, salah satunya adalah pengembangan bandara untuk mening-
katkan pelayanan dan pengembangan ekonomi. Dalam RPJMN tidak
disebutkan secara jelas apakah yang akan dilakukan di Yogyakarta
dalam konteks infrastruktur untuk pengembangan bandara lama atau-
kah pembangunan bandara baru. Hal ini tidak terkonf irmasi dengan
jelas dalam RPJMN. Menurut Kepala Inventaris dan Identif ikasi Per-
tanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, RPJMN yang berskala
nasional tidak diperinci secara spesif ik, hanya secara umum, bahkan
tidak mungkin merinci sampai tingkat kabupaten, karena dari RPJMN
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nantinya akan dijabarkan dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/
kota (Komunikasi dengan Kepala Inventaris dan Identif ikasi Perta-
nahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 12 April 2017). Kebe-
radaan RTRW daerah bersifat komplementer4 baik RTRW Provinsi
DIY maupun RTRW Kabupaten Kulon Progo yang kemudian telah
merinci atas apa yang tersirat dalam RPJMN. Meski demikian perbe-
daan antara “pengembangan Bandara Adisutjipto” dan “pembangunan
Bandara Adisutjipto” merupakan dua diksi yang berbeda, sehingga
kemudian menjadi perdebatan.

Terlepas dari pemaknaan yang berbeda antara “pengembangan”

dan “pembangunan”, isu ketidaksesuaian pembangunan bandara

dengan RTRW justru muncul dalam perdebatan pasal di Perda RTRW

itu sendiri. Dalam Perda RTRW Provinsi DIY secara jelas menyebutkan

di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan

Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan rawan tsunami (Pasal 51

huruf g Perda DIY No. 2/2010). Begitu juga halnya dengan Perda

RTRW Kabupaten Kulon Progo langsung menunjuk Kecamatan Temon

sebagai kawasan rawan bencana tsunami (Pasal 39 ayat (7) Perda Kab.

Kulon Progo No. 1/2012). Disatu sisi lokasi yang sama ditujukan untuk

pembangunan bandara, di sisi lain dinyatakan sebagai lokasi yang

rentan untuk dilakukan pembangunan karena resiko bencana yang

mungkin terjadi. Jadi, ada inkonsistensi kebijakan yang ditunjukkan

oleh pemda setempat menyangkut status lokasi. Hal ini tentu menjadi

perdebatan di ranah publik karena produk kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemda tampak inkonsisten.

Jika dirunut jauh ke belakang pada saat penyusunan Studi Kela-
yakan, potensi bencana tsunami sudah masuk dalam kriteria penilaian
rencana lokasi pembangunan bandara. Namun demikian dengan
segala keterbatasannya, Temon yang sudah disadari memiliki potensi

4 Yang dimaksud dengan komplementer bahwa penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. Lihat penjelasan Pasal
6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
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resiko bencana tsunami tetap menjadi pilihan terbaik di antara pi-
lihan-pilihan lainnya. Menyadari adanya potensi bahaya tersebut, PT.
Angkasa Pura I berdasarkan hasil Studi Kelayakan dan Rencana Induk
Bandara, harus membangun upaya mitigasi untuk meminimalisir
resiko yang mungkin terjadi. Dengan menggandeng pemerintah
daerah, PT. Angkasa Pura I telah mempersiapkan upaya untuk me-
nanggulangi resiko bencana yang dituangkan dalam Dokumen Studi
Kelayakan dan Rencana Induk Bandara. Adanya celah-celah seperti
ini menjadi “senjata” bagi pihak yang keberatan atas pembangunan
bandara untuk melakukan penolakan.

Dokumen Perencanaan pengadaan tanah disusun dan ditetapkan
oleh instansi yang memerlukan tanah mengacu kepada Dokumen Fi-
nal Studi Kelayakan dan Rencana Induk. Dalam studi kelayakan yang
dimakud dalam Pasal 6 Perpres No. 71 Tahun 2012, salah satunya
disebutkan bahwa diperlukan analisis dampak lingkungan dan dampak
sosial. Menurut AH, Staf Administrasi Proyek Persiapan Pembangunan
Bandar Udara Internasional Yogyakarta, bahwa semua analisis ber-
dasarkan Pasal 6 Perpres No. 71 Tahun 2012 telah dipenuhi dalam
rangka penyusunan Dokumen Perencanan, termasuk di dalamnya
adalah analisis dampak lingkungan (Komunikasi dengan AH, 2 Mei
2017). Hal ini juga ditegaskan oleh Isminiarti, dalam Dokumen Peren-
canaan yang diperlukan hanya berupa analisis bukan berupa Dokumen
AMDAL karena Dokumen AMDAL diperlukan nanti setelah PT.
Angkasa Pura I memperoleh tanah (Komunikasi dengan Is, anggota
miniarti, 12 April 2017). Sebuah konsekuensi, bahwa dalam setiap
usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL (Pasal 2 PP No. 27/
2012).

Dalam Pasal 6 ayat (6) Perpres No. 71 Tahun 2012 menyebutkan:

“dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak
lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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Tidak disebutkan secara jelas peraturan perundang-undangan

yang dimaksud menjadi celah ambiguitas penyusunan analisis dampak

lingkungan di dalam Dokumen Perencanaan. Mungkin yang dimaksud

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Ling-

kungan.5 Agak sedikit kabur terkait apa yang dimaksud dalam Pasal 6

ayat (6) Perpres No. 71 Tahun 2012 yang akhirnya menimbulkan per-

tanyaan apakah penyusunan analisis dampak lingkungan dalam Doku-

men Perencanaan pengadaan tanah harus mengacu kepada PP No. 27

Tahun 2012 atau tidak. Kemudian Pasal 4 PP No. 27/2012 menyebutkan

bahwa Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu

usaha dan/atau kegiatan. Konteksnya dalam pengadaan tanah menjadi

celah untuk diperdebatkan. Apakah perencanaan yang dimaksud ada-

lah perencanaan pengadaan tanah pada saat penyusunan Dokumen

Perencanaan ataukah pada saat perencanaan pembangunan setelah

tanahnya diperoleh,.

Dalam pengadaan tanah YIA, bahwa analisis analisis mengenai

dampak lingkungan hidup yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Perpres No. 71 Tahun 2012 dipahami sebagai analisis awal dan tidak

perlu dibuatkan Dokumen AMDAL seperti yang dimaksud dalam PP

No. 27 Tahun 2012. Atau dengan kata lain, diberikan pengertian yang

berbeda mengenai analisis dampak lingkungan dalam Dokumen

Perencanaan pengadaan tanah dengan analisis dampak lingkungan

sebagaimana Dokumen AMDAL dalam rangka pembangunan (Pasal

4 PP No. 27/2012). Selain itu, apabila AMDAL dilakukan menyeluruh

seperti yang disyaratkan dalam PP No. 27 Tahun 2012 pada Tahap

Perencanaan pengadaan tanah, memiliki konsekuensi pemrakarsa ke-

giatan (PT. Angkasa Pura I) harus menanggung biaya yang tinggi untuk

melakukan penyusunan Dokumen AMDAL, padahal belum ada dasar

5 Dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penye-

lenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
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perolehan tanahnya. Maka dari itu, Dokumen AMDAL akhirnya disu-

sun oleh PT. Angkasa Pura I pada tahap perencanaan pembangunan

setelah proses pengadaan tanah.

Pada kenyataannya AMDAL pembangunan YIA sendiri sudah di-

mulai pengurusannya sejak 10 November 2016 dan direncanakan akan

rampung pada akhir bulan Juli 2017. Dalam Dokumen Perencanaan

pengadaan tanah juga telah disusun mengenai rencana pelaksanaan

AMDAL yang nantinya dilakukan setelah tanah untuk pembangunan

diperoleh atau setelah terbitnya IPL Pengadaan Tanah. Analisis

dampak lingkungan yang ada di dalam Dokumen Perencanaan ada-

lah analisis awal yang nantinya akan dikembangkan lagi setelah ter-

bit IPL Pengadaan Tanah. Secara singkat penjelasannya dapat dilihat

pada Gambar 18 di bawah.

Gambar 18. Rangkaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk YIA
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Lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di Yog-
yakarta seluas ±645,63 hektar ditetapkan melalui Surat Keputusan
Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 terletak di Desa Jangkaran, Desa
Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa Glagah. Dalam
surat keputusan tersebut dilampirkan Peta Lokasi Pembangunan yang
dibuat oleh Kantah Kabupaten Kulon Progoyang dari awal telah
menyiapkan rencana lokasi pengadaan tanah YIA. Penetapan lokasi
pembangunan diumumkan melalui Pengumuman Sekretariat Daerah
Pemda DIY Nomor 593/3145 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan
untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY. Pengumuman dilakukan
melalui website PT. Angkasa Pura I, media cetak lokal maupun nasio-
nal, dan media elektronik.

Surat Keputusan Penetapan Lokasi tersebut berfungsi sebagai: 1)
menunjuk lokasi Temon sebagi tempat pelaksanaan rencana pem-
bangunan; 2) dasar bagi pelaksanaan pengadaan tanah dalam waktu
yang telah ditetapkan dalam SK yaitu dua tahun dan dapat diperpan-
jang satu tahun. Artinya, ±645,63 hektar harus dapat diperoleh pal-
ing lambat tahun 2018. Jika tidak dapat diselesaikan, maka terhadap
tanah yang belum diperoleh harus diproses lagi dari Tahap Pelaksa-
naan pengadaan tanah; dan 3) dasar penguasaan tanah yang sudah
dilepaskan oleh pemegang haknya. Dengan demikan setelah pemba-
yaran dilakukan PT. Angkasa Pura I dapat memulai pelaksanaan pem-
bangunannya.

Dalam UU Pengadaan Tanah diberikan kesempatan bagi pihak
yang keberatan terhadap terbitnya SK Penetapan Lokasi untuk menga-
jukan gugatan paling lama 30 hari ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Sumadi, dkk. (43 orang) dengan dukungan dari Kantor Lem-
baga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, mengajukan gugatan terha-
dap SK Penetapan Lokasi di PTUN Yogyakarta dengan Nomor Perkara
07/G/2015/PTUN/Yk. Sumadi, dkk. berkedudukan sebagai penggugat
dan Gubernur DIY yang mengeluarkan SK Penetapan Lokasi sebagai
tergugat.

Para penggugat secara khusus mempermasalahkan materi dari
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tahapan-tahapan pengadaan tanah antara lain: 1) apakah prosedur

pengadaan tanah yang dilakukan oleh tergugat bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) apakah persiapan

lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa berten-

tangan dengan hak asasi manusia; dan 3) apakah lokasi yang dimaksud

objek sengketa secara substansi dapat dijadikan objek pengadaan ta-

nah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, in case pem-

bangunan bandara.

Dengan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama,
para penggugat secara khusus mempermasalahkan tiga hal, yaitu 1)
pada saat sosialisasi para penggugat dihalangi oleh aparat keamanan
sehingga tidak ada kesempatan untuk menyampaikan keberatannya;
2) pelaksanaan konsultasi publik ditentukan secara sepihak tanpa
melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak; dan
3) Tim Persiapan tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan kon-
sultasi publik yang memenuhi prinsip proses komunikasi dialogis atau
musyawarah antara para pihak. Dengan tidak mengakomodir ke-
inginan para penggugat, tergugat (Gubernur DIY) dianggap melanggar
hak asasi manusia para penggugat.

Menjawab persoalan yang dipermasalahkan, pertama Majelis

Hakim berpendapat bahwa:

“Berdasarkan maksud dan tujuan sosialisasi dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
Perpres No. 71 Tahun 2012 menurut Majelis Hakim pada prinsipnya informasi
yang diberikan kepada masyarakat telah tercapai, kemudian bagi masyarakat
yang keberatan terhadap rencana pembangunan masih dimungkinkan un-
tuk menyampaikan keberatan pada tahap konsultasi publik, sehingga tidak
ada hak-hak para penggugat yang dikurangi akibat tidak menghadiri
sosialisasi, dengan demikian terhalangnya Para Penggugat untuk ikut hadir
pada saat sosialisasi di Balai Desa Glagah tidak mengakibatkan cacat pro-
sedurnya proses pengadaan tanah” (Putusan PTUN Yogyakarta No. 07/G/
2015/PTUN. Yk tanggal 06 Juli 2015, 190).

 Sementara terkait pelaksanaan konsultasi publik, Majelis Hakim

berpendapat bahwa:

“Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari konsultasi publik sudah
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terpenuhi, artinya masyarakat terutama para penggugat sudah mengetahui
adanya rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo pada
saat konsultasi publik, setidaknya dialog terjadi di meja-meja yang telah
disediakan, adapun akhirnya para penggugat berkeberatan itu merupakan
wujud dari musyawarah yang memang dimungkinkan terjadi dalam konteks
pengadaan tanah, dengan demikian alasan para penggugat yang menyatakan
bahwa konsultasi publik tidak terjadi komunikasi yang dialogis dan
musyawarah antara para pihak menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan
menurut hukum” (Putusan PTUN Yogyakarta No. 07/G/2015/PTUN.Yk
tanggal 06 Juli 2015, 193-194).

 Dalam menghadapi gugatan ini, Gubernur DIY dibantu Tim

Persiapan menyiapkan kajian hukum untuk disampaikan dalam

persidangan. Menurut Tim Persiapan, pelaksanaan penerbitan SK

Penetapan Lokasi sudah melalui tahap yang tertuang dalam UU Penga-

daan Tanah jo. Perpres No. 71 Tahun 2012. Pihak yang dilibatkan sela-

ma sosialisasi adalah pihak yang berhak yang namanya tercantum

dalam alas hak. Pihak yang berhak sudah diundang secara patut dalam

setiap kesempatan (Komunikasi dengan Is, anggota Tim Persiapan,

12 April 2017). Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan yang

disampaikan selama persidangan juga berpendapat bahwa prosedur

pengadaan tanah yang dilakukan oleh Gubenur DIY (dan Tim Per-

siapan) telah sesuai dengan ketentuan dan tidak mengandung cacat

prosedur.

Menjawab permasalahan kedua, bahwa apakah ditolaknya kebe-
ratan para penggugat dan ditetapkannya objek sengketa melalui pro-
sedur menurut UU Pengadaan Tanah merupakan bentuk pelanggaran
hak asasi manusia. Majelis Hakim berpendapat bahwa:

“Bahwa dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepen-
tingan umum, proses pengadaan tanah diatur dalam UU Pengadaan Tanah,
maka sepanjang pengadaan tanah dilakukan melalui prosedur yang benar
maka unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi. ...Tindakan tergugat
dalam rangka menyediakan tanah bagi pembangunan bandara baru di DIY
tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan hak-hak asasi warga masya-
rakat yang terkena dampak pembangunan bandara karena tindakan tersebut
adalah kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, kemudian bagi
warga masyarakat yang berhak juga diatur oleh Pasal 8 UU Pengadaan
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Tanah yang mengatakan bahwa “pihak yang berhak dan pihak yang
menguasasi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib memenuhi
ketentuan dalam undang-undang ini” (Putusan PTUN Yogyakarta No. 07/G/
2015/PTUN.Yk tanggal 06 Juli 2015, 196).

Menjawab permasalahan ketiga, Majelis Hakim  mempertimbang-

kan tindakan tergugat selaku Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam

menerbitkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk pengembangan

bandara baru di DIY atas permintaan PT. Angkasa Pura I. Majelis

Hakim mempertimbangkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dan kesesuaiannya dengan RTRW, Rencana Pem-

bangunan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja instansi yang

memerlukan tanah dalam hal ini PT. Angkasa Pura I.

Dengan melihat Perda RTRW Provinsi DIY, Majelis Hakim ber-

pendapat:

“Di dalam Perda RTRW Provinsi DIY tidak ditemukan norma baik secara
eksplisit maupun implisit yang memberikan ruang untuk memindahkan
Bandara Adisutjipto Yogyakarta ke tempat lain hingga tahun 2029, yang ada
adalah pengembangan Bandara Adisutjipto. ... didapatkan fakta hukum
bahwa di sepanjang pantai Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai
kawasan rawan bencana tsunami.” (Putusan PTUN Yogyakarta No. 07/G/
2015/PTUN.Yk tanggal 06 Juli 2015, 203).

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo bertentangan dengan Perda

RTRW Provinsi DIY, dengan penjelasan sebagai berikut:

“... Pasal 18 Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo yang menyatakan bahwa
“Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada
di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan
Galur” bertentangan dengan Pasal 21, 22 dan 23 Perda RTRW Provinsi DIY”
(Putusan PTUN Yogyakarta No. 07/G/2015/PTUN.Yk tanggal 06 Juli 2015,
206).

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa rencana peruntukan banda-

ra telah disebutkan dalam RTRW baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten. Namun diakui ada pemaknaan yang berbeda antara
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“pengembangan” (Pasal 22 Perda Provinsi DIY No. 2/2010)6 bandara

dan “pembangunan”7 bandara. Pengembangan bandara seperti yang

dimaksud dalam Perda RTRW Provinsi DIY tidak bisa diakomodir

oleh Bandara Adisutjipto sendiri karena berbagai keterbatasan (Komu-

nikasi dengan Kepala Seksi Pelaksana dan Pengawasan, Dinas Perta-

nahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 8 Mei 2017). Karena

keterbatasannya itu kemudian dicarikan lokasi lain yang paling sesuai

dan layak untuk dibangun sebuah bandara. Melihat potensi tersebut,

Pemkab Kulon Progo berusaha memfasilitasi pembangunan dengan

menuangkannya dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo. Tetapi ter-

nyata Majelis Hakim memberikan pandangan yang berbeda.

Dengan melalui pengujian secara materiil terhadap Perda RTRW

Provinsi DIY dan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo, Majelis Hakim

berpendapat ada pertentangan antara RTRW Kabupaten Kulon Progo

dengan RTRW Provinsi DIY. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berpendapat bahwa pembangunan bandara baru tidak

disebutkan dalam RTRW Provinsi DIY dan secara materi lokasi pem-

bangunan termasuk dalam kawasan rawan bencana tsunami sehingga

tidak dapat dijadikan sebagai objek pengadaan tanah bagi pem-

bangunan untuk kepentingan umum in casu pembangunan bandara.

Dengan demikian melalui putusan 07/G/2015/PTUN.Yk. tanggal 23

Juni 2015 Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat

dalam hal ini pihak yang keberatan dan membatalkan SK Gubernur

DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan

untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY.

6 Pasal 22 Perda DIY No. 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun
2009-2029 menyebutkan bahwa Strategi pengembangan jaringan prasarana tran-
sportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut: a. memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan
Bagian tengah; dan b. menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adi-
sutjipto.

7 Pasal 18 menyebutkan bahwa Jaringan transportasi udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pem-
bangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates,
Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur.
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Penggugat yang notabene adalah pihak yang menolak pem-

bangunan bandara, mengawal dengan baik proses peradilan di PTUN

Yogyakarta. Hampir di setiap persidangan kelompok yang menolak

melakukan aksi di depan PTUN Yogyakarta. Hingga akhirnya putusan

ini keluar dan membatalkan pembangunan bandara di Kulon Progo.

Namun perjuangan pihak yang menolak ini putus ketika Gubenur DIY

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak yang menolak tidak

bisa mengawal proses kasasi di Mahkamah Agung, hal ini diklaim

sebagai salah satu penyebab dikabulkannya permohonan kasasi

Gubernur DIY (Komunikasi dengan M, 20 April 2017).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015, Mah-

kamah Agung menilai bahwa terdapat cukup alasan untuk menga-

bulkan permohonan kasasi dari Gubernur DIY.

“Bahwa Judex Facti terlalu sempit menyimak dasar yuridis keputusan tata
usaha negara objek sengketa, karena dalam Lampiran Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, Bab VI Strategi dan
Arah Kebijakan, Angka 6.3. Arah Pembangunan Kewilayahan, Sub 6.2.4.
Kabupaten Kulon Progo, secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan
adanya “Pengembangan Bandara Baru di Kulon Progo”; Bahwa tentu
realisasinya mengalami dinamika perkembangan keadaan riil yang
berpengaruh terhadap pilihan “Skala Prioritas Pembangunannya”. Menyimak
dinamika masyarakat di era otonomi daerah dan kondisi kualitas prasarana
dan sarana transportasi udara berikut moda transportasinya di Daerah
Istimewa Yogyakarta in casu Bandar Udara Adisutjipto yang secara riil sedang
berbenturan pengembangannya antara perkembangan kota dengan
tuntutan perkembangan kualitas bandar udara demi keselamatan dan
kenyamanan para pengguna jasa angkutan udara, perlu dicarikan solusinya;
Bahwa dengan demikian pembangunan bandar udara di Kulon Progo
menjadi sangat penting, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat mener-
bitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah berdasar hukum
dan bersifat futuristik.”

 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 07/G/2015/PTUN.YK, tanggal
23 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Artinya
bahwa SK Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan
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Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY tetap
berlaku dan dapat dilanjutkan proses pengadaan tanahnya menurut
UU Pengadaan Tanah. Putusan kasasi ini merupakan putusan akhir
yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali dalam sengketa
penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 18
Perma No. 2/2016).

Dalam UU Pengadaan Tanah maupun Perpres No. 71 Tahun 2012
hanya menyebutkan pihak yang berhak sebagai pihak yang mengikuti
berbagai proses pengadaan tanah. Jika dirunut ke belakang, Tim Per-
siapan yang telah melibatkan pihak yang berhak dalam sosialiasi,
namun demikian ada pihak lain yang mungkin merasa sebagai pihak
yang berhak yang ingin mengikuti sosialisasi tetapi tidak bisa diako-
modir dalam pelaksanaannya hingga akhirnya merasa terabaikan da-
lam pengadaan tanah YIA. Padahal jelas alasannya karena statusnya
bukan sebagai pihak yang berhak, maka sebagian pihak ini tidak
diikutkan dalam beberapa kegiatan pengadaan tanah termasuk so-
sialisasi.

Pada kenyataannya di dalam lokasi pengadaan tanah ada pihak-
pihak lain selain pihak yang dikatakan sebagai pihak yang berhak
yang merasakan dampak pembangunan. Pihak-pihak inilah yang kerap
kali terabaikan dalam tahapan pengadaan tanah dan kemudian akhir-
nya menjadi pihak yang menolak karena adanya pengabaian. Tanpa
bermaksud mengabaikan keberadaannya, Tim Persiapan hanya melak-
sanakan apa yang menjadi perintah Perpres Pengadaan Tanah yang
menyebutkan bahwa hanya melibatkan pihak yang berhak dalam se-
tiap proses pengadaan tanah.

Dari awal pelaksanaan pengadaan tanah untuk YIA, oleh seba-
gian masyarakat pemerintah dianggap gagal mengambil “hati masya-
rakat” untuk turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Sejalan
dengan itu, menurut Maria S.W. Sumardjono, tahap awal ini meru-
pakan tahapan yang krusial karena kegagalan melewati tahapan ini
berpotensi menghambat jangka waktu penyelesaian proses pengadaan
tanah (Sumardjono, 2015, 19). Dalam pengadaan tanah YIA, tidak
lancarnya komunikasi dan sosialisasi yang transparan kepada warga
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menjadi akar untuk tumbuhnya penolakan-penolakan lain di tahap
selanjutnya. Poin ini menjadi tantangan para pelaksanaan pengadaan
tanah bahwa pemerintah pada tahap awal harus mampu meyakinkan
semua pihak mengenai makna pentingnya pembangunan untuk ke-
pentingan umum, terutama kepada masyarakat terdampak langsung.
Keberhasilan sosialisasi yang transparan akan meyakinkan masyarakat
dan memperlancar tahapan berikutnya dalam proses-proses penga-
daan tanah. Sebaliknya, kegagalan memberikan keyakinan manfaat
pembangunan akan dihadapkan pada adanya keengganan dari masya-
rakat untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah.
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Bab empat telah mejelaskan cukup detail terkait kebijakan

pembangunan bandara YIA dari sejak awal penentuan Temon

sebagai lokasi sampai gugatan masyarakat yang menolak

bandara YIA. Bagian akhir bab ini akan melihat secara lebih rinci

setelah PT. Angkasa Pura I dimenangkan oleh Mahkamah Agung untuk

terus membangun Bandara YIA. Setelah melewati proses awal, babak

berikutnya yang menjadi persoalan adalah terkait ganti rugi dan

perlawanan masyarakat yang tergabung dalam WTT-PWPPKP.

Angkasa Pura I telah berhasil melewati semua rintangan untuk

mewujudkan pembangunan bandara, namun problem lain juga

muncul, baik pada persoalan ganti rugi maupun masyarakat yang

menolak tanpa kompromi. Setelah lokasi ditetapkan, memasuki babak

baru yakni identif ikasi lahan masyarakat, lahan PAG, Tanah Kas Desa,

dan fasilitas umum lainnya. Persoalan yang muncul pada masing-

masing lahan sangat khas dan penyelesaiannya tidak bisa dalam waktu

yang singkat. Dan terkahir yang menjadi ganjalan bagi Angkasa Pura

I adalah dalam menghadapi masyarakat yang menolak tanpa kom-

promi, karena perlawanan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat

ini sangat unik. WTT bersama anggotanya memilih jalan bisu, alias

perlawanan diam, sehingga sulit diselesaikan, bahkan pada saat semua

proses dianggap selesai, kelompok yang melawan ini masih kekeh

dengan tindakannya, dan saat pembangunan dimulai kekerasan tidak

bisa dihindari.
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Banyak pihak menyebut, tahap pelaksanaan pengadaan tanah

pembangunan New Yogyakarta International Airport (YIA) telah berhasil

menjadi success story pelaksanaan pengadaan tanah melalui Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Walaupun hingga kini

masih menyisakan persoalan mengenai pembayaran ganti kerugian,

akan tetapi secara makro semua wilayahnya sudah dibebaskan dan

dapat dijadikan tolak ukur keberhasilannya (Laporan realisasi

pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan NYIA, Juni 2017).

Pada perkembangannya, progres ganti rugi lahan sampai Maret 2018

sudah mencapai 100 persen untuk lahan seluas 581,7 hektar terdiri

atas 3.492 petak tanah dan terbagi dalam 4.400 bidang. Dari jumlah

itu sebanyak 3.181 bidang sudah terbayarkan, sedangkan 323 bidang

dalam proses konsinyasi (Hanaf i 2018). Tentunya keberhasilan ini

melewati proses panjang yang dilalui oleh pemangku kepentingan,

baik PT. Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yog-

yakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY, Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon

Progo.

Pada Tahap Pelaksanaan pengadaan tanah, yang memegang
tongkat komando sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU Pengadaan Tanah
adalah Kanwil ATR/BPN DIY. Tanggung jawab tersebut diterima sejak
disampaikan Surat Pengajuan Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta Nomor AP.I.5442/
HK.08/2015/PDB tanggal 28 Oktober 2015 perihal permohonan
pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kanwil ATR/BPN DIY. Sebagai
tindak lanjut permohonan tersebut, Kepala Kanwil ATR/BPN DIY
membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Kepa-
la Kanwil ATR/BPN dan anggotanya terdiri atas jajaran Kanwil ATR/
BPN DIY dan jajaran Kantah Kota Yogyakarta, Kantah Kabupaten
Bantul, Kantah Kabupaten Sleman, dan tentunya Kantah Kabupaten
Kulon Progo. Selanjutnya, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
membentuk Satuan Tugas (Satgas) A dan Satgas B untuk melaksanakan
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inventarisasi dan identif ikasi Penguasaan, Pemilikan Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (P4T) objek pengadaan tanah.

Demi kelancaran tugasnya, Satgas A dan Satgas B melakukan

pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi dan identif ikasi kepada

pihak yang berhak sebagai bentuk kulo nuwun jika nanti Satgas A dan

Satgas B turun ke lapangan melakukan tugasnya. Pemberitahuan

dilakukan bersama Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada tanggal

23 November 2015 yang intinya memberitahu masyarakat bahwa dari

tanggal 24 November 2015 s/d 7 Januari 2016 akan dilaksanakan inven-

tarisasi dan identif ikasi bidang tanah di lima desa terdampak yaitu

Desa Sindutan, Desa Glagah, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa

Glagah.

Satgas A melakukan pengukuran bidang tanah secara detail dan
pengukuran keliling lokasi pengadaan tanah, sedangkan Satgas B
mengumpulkan data f isik (berupa luas, letak, dan NIB) dan data yuri-
dis bidang tanah serta mengumpulkan bukti penguasaan dan/atau
pemilikan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang ber-
kaitan dengan tanah. Hasil inventarisasi dan identif ikasi Satgas A
dan Satgas B berupa 28 Peta Bidang Tanah yang disusun per dusun
dan Daftar Nominatif yang disusun per desa nantinya diumumkan di
Kantor Kecamatan, Balai Desa di lima desa terdampak dan lokasi
objek pengadaan tanah.

Dalam Daftar Nominatif dibedakan antara pihak yang menguasai

dan/atau memiliki bidang tanah dan benda-benda yang ada di atas

tanah. Dalam konteks ini, jika dikaitkan antara konsep Asas Pemi-

sahan Horisontal dengan apa yang disampaikan oleh Hasni, apabila

ada pihak ketiga yang ingin membeli tanah dan bangunan maka tidak

boleh beranggapan bahwa bangunan yang ada di atas tanah merupa-

kan milik yang empunya tanah (Hasni 2010) karena bisa saja yang

menguasai dan menggarap tanah bukan merupakan si pemilik tanah.

Dalam hal ini PT. Angkasa Pura I melalui Satgas B berusaha membe-

dakan dan memastikan siapa pihak yang berhak atas setiap bagian

objek pengadaan tanah (baik itu bidang tanahnya ataupun benda-

benda yang ada di atasnya).
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  Tabel 10. Rekap Status Kepemilikan Tanah Objek
Pengadaan Tanah YIA

Sumber: Pengolahan Data Sekunder oleh Penulis, Tahun 2017

Dari kegiatan inventarisasi dan identif ikasi diperoleh 3.521 bidang
tanah yang menjadi objek pengadaan tanah YIA, termasuk di dalamnya
4 bidang tanah Pakualaman Grond (PAG), dengan luas total yang
menjadi objek pengadaan tanah adalah 5.872.725 m2 (587,27 hektar)
(Aribowo, Kepala Kanwil ATR/BPN DIY 2017). Selain terhadap bidang
tanah yang terdapat dalam IPL, inventarisasi dan identif ikasi juga
dilakukan terhadap tanah sisa dari bidang tanah terkena objek
pengadaan tanah. Tanah sisa yang sudah tidak dapat difungsikan se-
suai dengan peruntukan dan penggunaannya, dapat diberikan ganti
kerugian berdasarkan permohonan pihak yang berhak (Komunikasi
dengan Ketua Satgas A, 2 Juni 2017). Terdapat 25 bidang tanah sisa
seluas 1.599 m2 yang ikut menjadi bagian objek pengadaan tanah.

Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif dilakukan

dari tanggal 8 Januari s/d 27 Januari 2017. Pengumuman yang seha-

rusnya dilakukan 14 (empat belas) hari, akhirnya diperpanjang untuk

memberi kesempatan kepada pihak yang berhak mencermati data yang

diumumkan dan mengajukan keberatan. Seperti apa yang disampaikan

Ketua Satgas A, bahwa perpanjangan masa pengumuman hanya untuk

No. 

 

Jangkaran 
m2  

Sindutan 
m2  

Palihan 
m2  

Glagah 
m2  

Kebon- 
rejo m2  

Jumlah 
m2  

1.  Tanah        
 Perorangan  287.623 359.719  1.308.375  1.659.079  303.747  3.918.543  

2.  Tanah PAG  193.639 157.345  382.205 869.799  -  1.602.988  
3.  Tanah Instansi             
  - Pem. Desa  11.212 6.387 204.914 59.880 8.061  290.454 
  - Pemkab  4.146  - 18.714 14.829  -  37.689 
  - Pemprov   -  - 5.903  -  -  5.903 

4.  Lainnya            
  - Wakaf/Masjid   -  - 292 719 387  1.398 
  - Gereja   -  - 9350  -  -  9.350 
  - TNI AU  3237  -  -  -  -  3.237 
  - PLN   -  - 788  - 776 1.564 
  - Sisa                 1.599 
  JUMLAH  5.872.725 m2 = 587,27 hektar   

Desa   
  

Objek   
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mengakomodir keinginan pihak yang terdampak karena melihat

banyak pihak yang keberatan (Komunikasi dengan Ketua Satgas A, 10

Mei 2017). Pengumuman ini menjadi kontrol terhadap Satgas A dan

Satgas B apabila terdapat kesalahan pengukuran maupun pendataan

bidang-bidang tanah. Keberatan yang disampaikan oleh pihak yang

merasa keberatan akan diverif ikasi oleh Satgas A dan Satgas B, apabila

verif ikasi diterima maka dilakukan perubahan pada Peta Bidang dan

Daftar Nominatif. Hasil verif ikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nomi-

natif ini akan digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian

oleh Penilai.

Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh Penilai Pertanahan Kantor

Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswa-

tun & Rekan.1 Penilai melakukan penilaian meliputi tanah, ruang atas

tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda yang ber-

kaitan dengan tanah (yang disebut sebagai ganti kerugian secara f isik)

serta kerugian lain yang dapat dinilai (sebagai ganti kerugian non

f isik). Dengan menggunakan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI

306)2, Penilai menghasilkan Nilai Penggantian Wajar dalam pengadaan

tanah YIA dengan nilai ganti kerugian mencapai Rp. 4.135.063.107.988.

Jumlah ini mencapai tiga kali lipat dari dana yang dianggarkan yaitu

Rp. 1.378.916.202.703. Tidak heran jika banyak pihak yang menilai

pembayaran terhadap pengadaan tanah YIA bukan merupakan ganti

kerugian tetapi merupakan ganti untung (Komunikasi dengan Project

Secretary PT. Angkasa Pura I, 17 Mei 2017). Jumlah ini adalah angka

yang fantastis untuk sebuah kegiatan pembebasan tanah, namun

1 Penilai ditetapkan oleh Ketua Pelaksana pada tanggal 26 April 2016 berda-
sarkan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh PT. Angkasa Pura I.
Ketua Pelaksana menyampaikan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif kepada
Penilai. Penilaian dilakukan dari tanggal 26 April s/d 8 Juni 2016.

2 SPI 306 merupakan Pedoman Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



126

Ni Luh Gede Maytha PD. & M. Nazir Salim

demikian harapannya dari angka ini tidak hanya dapat mengganti

seluruh kerugian masyarakat yang tanahnya diambil untuk pengam-

bangunan YIA tetapi juga tentunya mereka dapat melanjutkan hidup-

nya dan keberadaan YIA ini dapat membawa manfaat untuk masya-

rakat yang kehilangan tanahnya. Dari perspektif warga pemilik tanah

tentu berbeda, karena faktanya masyarakat tidak juga bisa menda-

patkan kembali tanah dengan jumlah dan luasan yang sama, karena

pasca pengadaan tanah perubahan harga tanah tidak bisa diken-

dalikan, bahkan negara tidak perduli dengan situasi tersebut. Artinya,

harga tanah melambung tinggi pasca pembayaran ganti kerugian

karena pasar bekerja dengan hukum ekonominya (Fatimah, Effendi,

Amam 2018).

Di sisi lain, ada perspektif yang berbeda dari masyarakat, jumlah

yang besar tersebut dianggap belum mampu mengembalikan kondisi

ekonomi mereka akibat pengadaan tanah YIA. Mereka kehilangan,

rumah, sawah, ladang, tambak sebagai tempat mereka hidup dan men-

cari nafkah. Kalaupun mereka ingin membeli tanah di lokasi lain untuk

memulai kembali hidupnya, ternyata tidak bisa hal itu tidak mudah.

Hasil penilaian ganti kerugian oleh Penilai merupakan nilai tunggal

(Pasal 66 Perpres No. 71/2012), yang tidak boleh dilakukan tawar-

menawar mengenai besaran nilai ganti kerugian. Tidak ada musya-

warah mengenai jumlah atau besaran ganti kerugian, musyawarah

hanya dilakukan untuk menentukan bentuk ganti kerugian yang akan

diberikan. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa pemerintah

hanya melakukan pengumuman ganti kerugian, tidak tepat jika

dikatakan sebagai musyawarah ganti kerugian(Komunikasi dengan M,

ketua WTT, 20 April 2017).

Bentuk ganti kerugian menurut Pasal 72 Perpres No. 71 Tahun
2012 dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemu-
kiman kembali, saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua
belah pihak yang mana bisa jadi merupakan gabungan dari bentuk
ganti kerugian yang lainya. Musyawarah mengenai bentuk ganti
kerugian dilakukan dua tahap, tahap I tanggal 20 Juni s/d 30 Juni
2016 dan tahap II tanggal 18 s/d 27 Juli 2016 (Gambar 16). Secara nor-
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matif seharusnya masyarakat berhak memilih bentuk ganti kerugian
yang diamanatkan dalam Perpres No. 71 Tahun 2012, namun kenyata-
annya yang ditawarkan kepada masyarakat hanya berupa uang, tanah
pengganti, dan relokasi saja. Padahal, ada beberapa warga yang me-
minta ganti rugi berupa saham, dengan harapan pihak yang kehilangan
tanah dan pekerjaan juga dapat merasakan kesejahteraan dan menik-
mati keuntungan dengan adanya bandara YIA (Komunikasi dengan S,
19 April 2017). Setelah dikonf irmasi dengan PT. Angkasa Pura I bahwa
tidak ada opsi untuk bentuk ganti kerugian berupa saham karena PT.
Angkasa Pura I belum merupakan perusahaan go public sehingga tidak
dimungkinkan dilakukan dengan cara penyertaan modal (Komunikasi
dengan Project Secretary PT. Angkasa Pura I, 2 Mei 2017).

Gambar 19 Peserta Musyawarah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah YIA
Sumber: Dokumentasi PT. Angkasa Pura I

 Dari tiga pilihan bentuk ganti kerugian yang ditawarkan kepada

masyarakat, 79% pihak yang berhak ditambah 65% dari penggarap

PAG meminta ganti kerugian dalam bentuk uang, 0,33% meminta

tanah pengganti, dan 6% meminta relokasi (Tabel 11 dan Tabel 12).

Pasal 75 Perpres No. 71 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam musya-

warah Pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti

rugi dalam bentuk uang, walaupun demikian tetap dibuka alternatif

bentuk ganti kerugian berupa tanah pengganti atau relokasi. Dari
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bentuk ganti kerugian yang ditawarkan, tentunya ganti kerugian

berupa uang adalah pilihan yang paling mudah dan paling cepat proses

pembayarannya, karena pembayarannya dilakukan dalam waktu pal-

ing lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian. Pada

saat musyawarah PT. Angkasa Pura I belum menjelaskan di mana

lokasi yang disediakan bagi masyarakat yang menuntut bentuk ganti

kerugian berupa tanah dan relokasi (Tribun Jogja 16 Juni 2016). Masya-

rakat menilai PT. Angkasa Pura I tidak siap menyediakan tanah peng-

ganti maupun relokasi sehingga pilihan yang terbaik yang bisa ditawar-

kan kepada semua pihak yang berhak (perorangan) adalah memilih

ganti kerugian berupa uang (Komunikasi dengan Kepala Kantah Kulon

Progo, 10 Mei 2017).

Melihat kebutuhan masyarakat, Pemda Kulon Progo berinisiatif

untuk melakukan relokasi mandiri artinya menyediakan lokasi untuk

masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah YIA. Uang ganti

kerugian yang diterima dapat digunakan untuk membeli tanah dan

membangun kembali rumah di lokasi yang telah disediakan. Ada

beberapa titik (5 titik di 5 desa) di sekitar lokasi pengadaan tanah

YIA yang disediakan oleh Pemda Kulon Progo sebagai tempat relokasi.

Lokasi di lima desa tersebut adalah Desa Jangkaran seluas 0,19 hektar,

Desa Palihan 2,76 hektar, Desa Glagah 4,21 hektar, Desa Kebonrejo 1

hektar, dan Desa Janten 1,57 hektar (Nurcahyo, 2019).

 Pada Tabel 11 dapat dilihat setidaknya terdapat 11% pihak yang
tidak menyatakan sikap terhadap hasil musyawarah baik itu karena
tidak setuju maupun karena tidak hadir dalam musyawarah. Bagi pihak
yang merasa belum sepakat terhadap hasil musyawarah diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Wates
dalam waktu 14 hari sejak musyawarah dinyatakan selesai (Pasal 71
ayat (1) Perpres No. 71/2012). Termohon keberatan adalah Kepala
Kanwil ATR/BPN DIY sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan
PT. Angkasa Pura I sebagai instansi yang memerlukan tanah.3

3 Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan
Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
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Terdapat sedikitnya 113 permohonan keberatan mengenai ganti
kerugian yang masuk di PN Wates. Diantara 113 kasus, 104 diantaranya
adalah keberatan yang diajukan oleh petani tambak di atas tanah
Pakualaman Grond (PAG) dan 9 diantaranya adalah permohonan kebe-
ratan besaran ganti kerugian. Hingga saat penelitian untuk penulisan
buku ini dilakukan, 11 permohonan keberatan dinyatakan ditolak oleh
PN Wates, 2 di antaranya dicabut oleh Pemohon, dan 100 permohonan
keberatan milik petani tambak dikabulkan sebagian oleh PN Wates.

Jika dibandingkan dengan jumlah bidang yang menjadi objek
pengadaan tanah, angka permohonan keberatan ganti kerugian di
pengadilan dapat bilang sangat kecil yaitu hanya sekitar 3%.Alasan
masyarakat tidak mengajukan keberatan karena dianggap hanya akan
menghabiskan uang dan tenaga saja (Komunikasi dengan W, 20 Mei
2017). Ada trauma tersendiri di masyarakat kalau harus berurusan
dengan pengadilan. Dan bayangan itu yang pada akhirnya, membuat
pihak yang keberatan tidak menyampaikan keberatannya.

“Kami rakyat kecil tidak akan bisa melawan pemerintah. Kami tidak paham
hukum, tidak seperti pemerintah yang sekolahnya tinggi. Kami pasti kalah,
atau ujung-ujungnya kami yang masuk penjara” (Komunikasi dengan W, 20
Mei 2017).

Padahal bagi pihak yang menolak bentuk dan/atau besarnya ganti
kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan, demi hukum dianggap
menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian (Sumardjono 2015,
62). Sehingga Panitia beranggapan sebagian masyarakat dianggap
menerima hasil keputusan musyawarah dan mendukung pelaksanaan
pengadaan tanah YIA.

Pembayaran ganti kerugian dilakukan setelah ditandatanganinya
Berita Acara Kesepakatan (yang berisi hasil kesepakatan musyawarah)
atau setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah YIA
dilakukan dari tanggal 14 September s/d 18 Oktober 2016 di Balai Desa
lima desa terdampak. Ganti kerugian langsung dibayarkan ke rekening
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pihak yang berhak saat itu juga. Pembayaran ganti kerugian dilakukan
bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak, artinya
pihak yang berhak harus menyerahkan semua tanda bukti kepemilikan
tanah dan untuk selanjutnya dilakukan penghapusan hak atas tanah.

Sebagai konsekuensi pelepasan hak atas tanah, PT. Angkasa Pura
I menghimbau masyarakat untuk segera mengosongkan tanahnya.
Namun demikian, ada kebijakan yang di berikan PT. Angkasa Pura I
bagi warga terdampak yang telah melepaskan hak atas tanahnya dan
memilih relokasi mandiri yang disediakan oleh Pemkab Kulon Progo.
Mereka diberikan waktu untuk menempati tanahnya sampai rumah
yang dibangun di tanah relokasi siap untuk dihuni. Gambar 19 adalah
contoh rumah warga yang masih dihuni karena memilih relokasi dari
Pemkab Kulon Progo.

Bagi pihak yang menolak ganti kerugian tetapi tidak mengajukan

keberatan, atau menolak putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah

Agung, maka ganti kerugian dititipkan di PN Wates  Sampai penelitian

ini selesai tahun 2017, 357 bidang tanah dititipkan ganti kerugiannya

sebagaimana rincian pada Tabel 13. Dari 357 bidang tanah, terdapat

353 bidang milik warga dan 4 bidang tanah PAG yang dititipkan di PN

Wates. Namun, ada sebagian bidang tanah milik warga yang masih

belum dapat dititipkan di PN Wates karena berkas administrasi untuk

penitipan ganti kerugian belum lengkap (Komunikasi dengan Panitera

Muda Pidana Pengadilan Negeri Wates, 10 Mei 2017).

Tabel 13. Rekap Konsinyasi Ganti Kerugian di
Pengadilan Negeri Wates

No.  Alasan 
Penitipan  

Jumlah 
Bidang  

Sudah Diregister  
Sudah 

Ditetapkan 

Sudah Dibayar  

Jumlah 
Bidang  

Luas  
Tanah  
(m2)  

Jumlah 
Bidang  

Luas 
Tanah 
(m2)  

1.  Diundang  
tetapi tidak 
hadir  

209  169 170.850 100 100 87.717 

2.  Sengketa 
kepemilikan  

25  19 32.752 7 7 12.187 

3.  Objek sedang 
berperkara di 
pengadilan  

57  6 53.091 3 3 11.054 

4.  Menolak ganti 59  36 22.985 15 15 22.305 
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No.  Alasan 
Penitipan  

Jumlah 
Bidang  

Sudah Diregister  
Sudah 

Ditetapkan 

Sudah Dibayar  

Jumlah 
Bidang  

Luas  
Tanah  
(m2)  

Jumlah 
Bidang  

Luas 
Tanah 
(m2)  

1.  Diundang  209  169 170.850 100 100 87.717 4.  Menolak ganti 
kerugian  

59  36 22.985 15 15 22.305 

5.  Tidak 
diketahui 
keberadaannya  

3  2 1.749 - - - 

Tanah warga  353  232 281.427 125 125 133.263 
6.  Tanah PAG  4 4 1.602.988  4 4 1.602.988 

Jumlah  357  236 1.884.415  129 129 1.736.251 
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Setelah pembayaran ganti kerugian dilanjutkan dengan penye-

rahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

kepada PT. Angkasa Pura I pada tanggal 30 Desember 2016. Ganti

kerugian yang telah dibayarkan sampai pada saat penyerahan hasil

adalah ± Rp. 2.774 milyar, yang terdiri atas ± Rp. 2.728 milyar ganti

kerugian tanah milik perorangan dan ± Rp. 45 milyar untuk ganti

kerugian penggarap PAG.4 Penyerahan hasil segera dilakukan agar PT.

Angkasa Pura I dapat melanjutkan pengadaaan tanah ke tahapan

pembangunan. Bagi bidang-bidang tanah yang sudah dibayarkan

dapat langsung dilakukan pembongkaran.

4 Surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 802/PPT/XII/2016 tanggal
30 Desember 2017 perihal Penyerahan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.
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Gambar 22. Pembongkaran, Tahap Awal Pembangunan YIA
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer oleh Peneliti, Juni 2017

Gambar 23. Sebagian Tanah yang Telah Diperoleh PT. Angkasa Pura I.
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer oleh Peneliti, Juni 2017

Secara garis besar dalam konteks prosedur pelaksanaan pengadaan

tanah YIA telah sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Pengadaan

Tanah dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun dalam pelaksanan-

nya tidak semua pihak turut mendukung pelaksanaan pengadaan ta-

nah tapi pada akhirnya pelaksanaan pengadaan tanah dapat disele-

saikan dengan baik. Masalah-masalah yang muncul pada setiap
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prosesnya, seperti penolakan masyarakat  sudah dapat diprediksi dari

tahap awal pengadaan tanah. Hanya saja masalah tersebut tetap tidak

dapat dihindarkan, sehingga akibatnyasampai pada Tahap Penyerahan

Hasil tetap saja masih ada sebagian pihak yang masih menyatakan

penolakan pembangunan bandara

Berbeda dengan pihak yang melakukan penolakan, pihak yang
dari awal mendukung pelaksanaan pengadaan tanah sudah mulai move
on dengan menata kembali kehidupan mereka. Setidaknya, terdapat
sekitar 518 KK yang sudah mulai membangun pemukiman melalui
relokasi mandiri di lokasi yang telah disediakan.

Sebagian orang melihat pengadaan tanah YIA sebagai suatu yang
luar biasa karena nilai ganti kerugiannya yang besarnya hingga tiga
kali lipat dari yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan. Penilai
melakukan penilaian meliputi nilai tanah, ruang atas tanah dan bawah
tanah, bangunan, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.
Nilai ganti kerugiannya tidak hanya didasarkan atas nilai pasar saja,
bahkan cenderung di atas harga pasar. (Komunikasi dengan T, 11 April
2017).

 “Sebelum ada wacana pembangunan bandara saya ingin menjual
tanah (berupa lahan pertanian kering) yang berada dalam lokasi
bandara, harga tawarnya tidak lebih dari Rp. 35.000,-/m2, namun ber-
dasarkan penilaian dari Penilai harga tanah permeter persegi mencapai
Rp. 750.000,-/m2. Saya bersyukur dan menaruh harapan besar bahwa
adanya pembangunan bandara akan membawa dampak yang lebih
baik bagi perekonomian masyarakat Temon dan sekitarnya. Ganti
kerugian yang dinilai sangat besar tentunya mampu membawa kehi-
dupan warga yang lebih baik” (Komunikasi dengan T, 11 April 2017).

Penulis mencoba membandingkan respons warga terdampak

lainnya untuk melihat sisi lain dari pengadaan tanah YIA. Menurut

Triono dan Wiharto (Komunikasi dengan T, 3 Juni 2017 dan W, Kepala

Dusun Kragon 2, 4 Juni 2017), bagi warga terdampak yang berprofesi

sebagai petani menganggap uang ganti kerugian sekalipun nilainya

melebihi nilai pasar, dirasa tidak akan bisa membawa kesejahteraan

bagi mereka yang kehilangan tanahnya sehingga tidak bisa bertani
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lagi. Nilai ganti kerugian yang tinggi tersebut masih belum bisa

digunakan untuk membeli tanah pertanian dengan luasan sama dengan

tanah yang “diambil” untuk pembangunan, khususnya di kecamatan

Temon. Pendapat warga ini juga didukung oleh Kakanwil ATR/BPN

Prov. DIY, menurutnya harga tanah di sekitar lokasi bandara sudah

naik sebagai dampak dari pembangunan bandara YIA.

Salah satu upaya untuk membantu petani yang telah kehilangan
sawahnya sebagai sumber penghidupan, Dirjen Pengadaan Tanah
memberikan kebijakan pemilikan tanah pertanian berupa dispensasi
mengenai persyaratan tanah absentee bagi warga terdampak (Komu-
nikasi dengan Dirjen Pengadaan Tanah, 14 Juni 2017). Warga terdampak
diperbolehkan membeli tanah di luar Kecamatan Temon, sepanjang
yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai warga yang
terdampak pengadaan tanah YIA. Padahal menurut ketentuan dalam
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelak-
sanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian melarang
kepemilikan tanah secara absentee artinya tidak diperkenan membeli
tanah pertanian di luar kecamatan yang tidak berbatasan.

Realitas ini menjadi kelemahan peraturan pengadaan tanah, kare-

na negara tidak bisa mengontrol atau mengendalikan pasar tanah

pasca pengadaan tanah. Celah ini penting untuk dipikirkan oleh

pengambil kebijakan agar negara ikut bertanggung jawab terhadap

warga yang kesulitan mendapatkan lahan pertanian untuk melanjutkan

kehidupannya pasca pengadaan tanah. Pada akhirnya uang ganti

kerugian yang besarnya jauh di atas nilai pasar diharapkan mampu

membeli tanah yang luasnya paling tidak sama dengan luas tanah

yang diambil untuk pengadaan tanah.

“Saya dengan profesi sebagai petani selama ini sudah cukup mem-

biayai kehidupan saya dan keluarga. Kalau tanah saya diambil oleh

pemerintah, saya kerja apa? Kalaupun PT. Angkasa Pura I memberikan

pekerjaan tentunya mereka punya kualif ikasi tersendiri. Dari segi umur

dan jenjang pendidikan, tentu saya sudah tidak masuk dalam kategori

itu. Kalau untuk bekerja selain petani, misalnya wiraswasta, saya tidak

punya kemampuan untuk itu, bukan untung yang didapat bisa jadi
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rugi. Ganti kerugian yang diberikan untuk rumah memang cukup tinggi,

jika ditanya apakah itu sesuai? Saya tidak tahu, karena saya tidak

pernah ingin menjual rumah, jadi saya tidak bisa memperkirakan

harga yang sesuai untuk rumah saya” (Komunikasi dengan W, 4 Juni

2017).

Apa yang disuarakan oleh warga yang berhak tersebut menunjukan
bahwa nilai ganti kerugian yang tinggi tidak selalu bisa menjadi
jawaban bagi masyarakat yang selalu mempertanyakan kesejahteraan
pasca tanahnya diambil untuk kepentingan umum. Secara teori dan
normatif dalam UU Pengadaan Tanah telah mengatur mengenai
penentuan ganti kerugian yang memperhitungkan berbagai aspek
perhitungan ganti kerugian non f isik, tapi pada kenyataannya nilai
ganti kerugian yang tinggi belum mampu membuat kondisi kehidupan
warga terdampak sama dengan kondisi sebelum adanya pengadaan
tanah (Sumardjono 2015, 54).

Khusus untuk ganti kerugian yang bersifat non f isik, menurut

Maria S.W. Sumardjono, dapat dipikirkan untuk memberikan kepada

pihak yang berhak kesempatan/lapangan kerja, pelatihan dalam rang-

ka alih profesi, skema kredit, akses pasar, dan lain-lain yang relevan

(Sumardjono 2015, 53). PT. Angkasa Pura I telah merancang Program

Community Development5 khusus penanggulangan dampak pembe-

basan lahan di Kecamatan Temon. Salah satu yang menjadi pertanya-

an yang sering dikemukakan masyarakat adalah terkait komitmen

Community Development yang disampaikan PT. Angkasa Pura I kepada

mereka, khususnya masyarakat yang benar-benar kehilangan mata

pencahariannya. Bagaimana PT. Angkasa Pura I akan menanggung

setidaknya 1.925 petani (Tabel 4, bab III) yang tercatat sebagai pene-

5 Pada dasarnya yang menjadi komitmen PT. Angkasa Pura I adalah mencip-
takan peluang-peluang kerja maupun peluang usaha. Mana yang mau dipilih,
terserah kepada masyarakat. Namun demikian, adalah tidak adil membiarkan
masyarakat (yang biasa bertani) sendiri bersaing di ranah yang baru yaitu menjadi
pengusaha dan pekerja. Di sinilah peran pemerintah dan PT. Angkasa Pura I
beserta para kontraktor untuk mendampingi dan membantu mereka agar lebih
mampu bersaing dan mendapatkan kesempatan itu.
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rima ganti kerugian yang terancam kehilangan pekerjaan (Aribowo

2017).

Pengadaan tanah tidak didasarkan pada prinsip “willing seller-
willing buyer” seperti halnya dalam suatu hubungan keperdataan
(Sumardjono 2015, 62-63). Pemberian ganti kerugian yang dilakukan
oleh Pemerintah akan diikuti dengan pelepasan hak oleh masyarakat
yang terkena dampak pengadaan tanah. Pelepasan hak tersebut bukan-
lah pelepasan yang sukarela, namun ada “paksaan” yang dilakukan
oleh Pemerintah. Tidak ada niat dari pemegang hak untuk secara
sukarela melepaskan hak atas tanahnya kepada siapapun dalam suatu
hubungan hukum keperdataan. Hanya karena tanahnya dibutuhkan
untuk kepentingan umum, tanpa melakukan suatu kesalahan, peme-
gang hak atas tanah harus melepaskan hak atas tanahnya dengan
menerima ganti kerugian (Sumardjono 2015, 62-63).

Dengan tidak berdasarkan pada willing seller-willing buyer, pihak
yang berhak dalam pengadaan tanah YIA mengajukan permohonan
untuk memperoleh insentif pajak. Warga menuntut pembebasan pajak
terkait pembebasan lahan untuk pengadaan tanah bandara. Tuntutan
ini disampaikan pihak yang berhak kepada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Wates tanggal 1 Agustus 2016. Pemerintah kemudian menge-
luarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Peng-
hasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
Bangunan Beserta Perubahannya. Dengan dikeluarkannya kebijakan
ini maka warga yang terdampak pengadaan tanah dibebaskan dari
pajak yang harus dibayar karena adanya kegiatan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Di lapangan, penulis belum berhasil menemukan terkait bagai-

mana proses negosiasi antara warga yang terdampak dengan peme-

rintah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang muncul pasca pem-

bayaran ganti kerugian. Satu hal yang bisa penulis simpulkan adalah

bahwa pemerintah berusaha memberi perhatian khusus terkait penga-

daan tanah YIA. Sembari membenahi peraturan mengenai pelaksa-

naan pengadaan tanah, satu-persatu kebijakan dikeluarkan pemerin-
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tah untuk menghormati hak-hak masyarakat yang telah kehilangan

tanahnya. Pemerintah berusaha menyempurnakan full compensation

yang sebelumnya telah dikalkulasi dalam bentuk uang kemudian ditam-

bah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada warga yang terdampak.

Upaya tersebut memang dianggap sebagai nilai positif dari pihak yang

membutuhkan tanah dan negara dalam rangka membantu masyarakat

yang terdampak langsung akibat tanahnya diambil secara “paksa”.

Pada saat Satgas A dan Satgas B melakukan inventarisasi dan
identif ikasi, terdapat penolakan dari warga yang tergabung dalam
paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT). Respons yang ditunjukkan
WTT adalah bentuk lanjutan dari rasa tidak percaya yang muncul
pada tahap-tahap sebelumnya. Ketidakpercayaan WTT terhadap
Pemerintah (khususnya Pelaksana Pengadaan Tanah) semakin tinggi
ketika Mahkamah Agung mengabulkan Izin Penetapan Lokasi Penga-
daan Tanah. WTT yang selalu lantang menyuarakan penolakannya,
melakukan perlawanan karena WTT tidak ingin kehilangan rumah
tinggal, lahan pertanian dan mata pencaharian yang menjadi kekayaan
mereka untuk kepentingan pembangunan (Amelia 2016, Komunikasi
dengan M, ketua WTT, Kamis 20 April 2017).

Pemkab Kulon Progo selalu berusaha meyakinkan WTT dengan

membangun logika bahwa dibangunnya bandara baru maka akan

diikuti oleh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Harapannya bahwa dengan pertumbuhan sektor ekonomi tersebut

maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo juga

akan mengalami peningkatan yang diikuti dengan kesejahteraan

masyarakat (Susilowati 2014, 52). WTT yang tetap menolak pem-

bangunan bandara tidak memberikan solusi apapun. Prinsip yang

dipegang oleh WTT “pokok’e menolak”, artinya menolak tanpa syarat

(Komunikasi dengan W, Sabtu 20 Mei 2017). Diakui oleh anggota Satgas

A dan Satgas B bahwa mereka cukup kesulitan melakukan tugasnya

karena penolakan yang dilakukan WTT, padahal kelengkapan dan

kerincian data yang dikumpulkan oleh Satgas A dan B sangat
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dibutuhkan karena hasil inventarisasi dan identif ikasi ini yang nanti

akan digunakan Tim Penilai (Appraisal) untuk menentukan nilai ganti

kerugian (Komunikasi dengan Ketua Satgas A, 8 Mei 2017, AHA, Ang-

gota Satgas B, 10 Mei 2017, WW, Koordinator Satgas A untuk Desa

Palihan 2, 22 Mei 2017).

Masyarakat WTT yang melarang Satgas A dan Satgas B melakukan

inventarisasi dan identif ikasi menyebabkan data yang didapatkan

terhadap 292 bidang hanya berupa data sekunder. Artinya data f isik

dan data yuridis tidak didasarkan pada hasil pengukuran dan penda-

taan langsung di lapangan. Misalnya, menggunakan data dari bidang-

bidang tanah yang sudah terdaftar baik dari Peta Bidang Tanah, surat

ukur, ataupun data lain yang ada di Kantah Kulon Progo. Terhadap

bidang tanah yang belumterdaftar maka dilihat bidang tanah dise-

kitaranya yang sudah terdaftar. Apabila bidang tanah milik diapit oleh

bidang-bidang yang sudah terdaftarsudah terukur (artinya sudah

terpasang patok), maka bidang milik WTT juga dapat diketahui

luasannya menggunakan data yang ada. Apabila bidang tanahnya

terdiri atas beberapa bidang maka diukur secara global dan dijadikan

satu blok yang setelah itu baru akan dilakukan penilaian oleh Tim

Penilai (Komunikasi dengan Koordinator Satgas A untuk Desa Palihan

2, 22 Mei 2017).6 Dari metode tersebut di atas dihasilkan 11 blok yang

di dalamnya terdapat 32 bidang dan satu blok terdiri atas beberapa

bidang tanah yang belum dapat terdata secara lengkap (Tabel 14).

Saat Satgas B mencoba untuk melakukan pendataan data yuridis

juga tidak diberikan akses oleh masyarakat WTT. Panitia mencoba

menggali data pertanahan yang terdapat di Buku C Desa dan peta

desa bagi bidang tanah yang belum bersertipikat serta Buku Tanah di

Kantor Pertanahan bagi bidang tanah yang sudah bersertipikat

(Komunikasi dengan AHA, Anggota Satgas B, 10 Mei 2017).

6 Metode ini digunakan karena memang akses untuk melakukan pengukuran
ke lapangan tidak dimungkinkan, sehingga metode pemanfaatan peta pendaftaran
dan analisis terhadap peta yang ada di Kantah Kulon Progo menjadi satu-satunya
cara pada waktu itu.
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Tabel 14. Data 11 Blok Bidang Tanah yang Belum Dilakukan
Inventarisasi dan Identif ikasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Penulis, Juni 2017

Satgas A, Satgas B, dan Penilai telah berupaya semaksimal

mungkin untuk melakukan pendataan terhadap bidang tanah milik

WTT. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan oleh Panitia

Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dibantu Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo, namun tidak berhasil menembus pertahanan kelompok

WTT. Tidak banyak bidang-bidang tanah milik WTT yang pada akhir-

nya bisa dinilai oleh Tim Penilai. Setidaknya 292 bidang tanah milik

kelompok WTT dengan luas sedikitnya ±298.671 m2 yang berhasil

diidentif ikasi, tersebar di Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Sindutan,

dan Desa Kebonrejo. (Terkhusus di Desa Jangkaran yang tidak terdapat

kelompok WTT.7)

Terhadap 292 bidang yang teridentif ikasi hanya bisa dilakukan

penilaian terhadap tanah (f isik) dan nilai-nilai lain yang menjadi

pertimbangan penilai secara non f isik. Sedangkan terhadap bangunan,

tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atas tanah tidak

7 Penjelasan ini penulis peroleh dari berbagai sumber dan dokumen di
lapangan selama melakukan penelitian.

No. Dusun  Jumlah Bidang  Luas  
1. Sidorejo  14  1.943 
 1. Blok 1  

2. Blok 2  
3. Blok 3  
4. Blok 4  

2  
4  
4  
4  

1.942 
2.768 
6.215 
11.018 

2. Bapangan  5  7.899 
 1. Blok 1  

2. Blok 2  

4  
2  

6.124 
1.775 

3. Kepek  13  18.514 
 1. Blok 1  

2. Blok 2  
3. Blok 3  
4. Blok 4  
5. Blok 5  

3  
2  
2  
4  
2 

 Jumlah  32  48.356 
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dapat dilakukan penilaian karena minimnya data yang dimiliki oleh

Tim Penilai, Akibatnya, nilai ganti kerugian ditaksir nantinya tidak

dapat menunjukkan angka yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Masyarakat yang tergabung dalam organisasi WTT semakin
“mengasingkan” diri dengan tidak hadir disetiap kesempatan dan per-
temuan. WTT merasa bahwa apapun yang disampaikan Pelaksana
Pengadaan Tanah hanyalah upaya untuk melancarkan pembangunan
bandara. Ketika dilakukan musyawarah ganti kerugian, menurut Pani-
tia, WTT diundang secara patut namun tidak turut hadir dan tidak
menyampaikan keberatan apapun. WTT lebih memilih bersikap diam
dan menolak semua kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah
dan tidak mau melibatkan diri dalam semua proses yang diselengga-
rakan oleh panitia. Sikap itu yang kemudian diakhir proses mendasari
keputusan panitia untuk menitipkan ganti kerugian milik kelompok
WTT dengan dititipkan di Pengadilan Negeri Wates.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin paham

mengenai pentingnya pengadaan tanah bandara YIA dan semakin

mengerti bahwa nantinya akan terjadi pemutusan hubungan hukum

antara pemegang hak dengan tanahnya. Pada gilirannya, pertahanan

sebagian anggota WTT goyah, Ketua WTT mulai melunak dan berse-

dia mengikuti proses pengadaan tanah dan mempersilahkan anggo-

tanya untuk memilih apakah tetap menolak atau mulai mengikuti

mekanisme yang sedang berjalan (Kedaulatan Rakyat, 5 April 2017).

Sebagian anggotanya yang berjumlah ±130 KK akhirnya beralih mengi-

kuti Ketua WTT, mereka kemudian menamakan diri sebagai WTT

Realita. WTT Realita dengan mengatasnamakan kepentingan anak

cucu akhirnya bersedia mengikuti mekanisme pengadaan tanah (Ko-

munikasi dengan M, ketua WTT, 20 April 2017). Ketua WTT yang

sebelumnya bersuara lantang kini mulai berangsur menurunkan nada

suaranya. WTT Realitaadalah mereka yang pada awalnya menolak

dikatakan sebagai pihak yang pro pembangunan bandara pada akhir-

nya meminta kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk dila-

kukan inventarisasi dan indentif ikasi ulang terhadap apa yang seha-

rusnya menjadi hak-hak mereka. Bagaimanapun juga bahwa masih
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ada hak kelompok WTT yang masih harus diberikan ganti kerugian

sebagai objek pengadaan tanah.

Berbeda dengan WTT Realita, masih terdapat anggota WTT lain-

nya yang masih menolak pembangunan bandara dan membuat kubu

sendiri dengan nama baru. Ketua WTT sebelumnya, Martono, tidak

berhasil mengajak anggota lainnya untuk mengikuti jejaknya menerima

mekanisme pengadaan tanah. Ketua WTT menyerahkan keputusan

kepada masing-masing anggotanya, untuk ikut dengannya atau

memilih tetap bertahan dengan penolakan pengadaan tanah YIA

(Komunikasi dengan M, ketua WTT, 20 April 2017). Anggota WTT

yang menolak dan bertahan kemudian membentuk organisasi baru

dengan nama Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo

(PWPPKP) yang secara resmi diumumkan pada 18 April 2017. Berbeda

dengan WTT Realita pimpinan Martono yang mencoba “berdamai”

dengan Panitia Pengadaan Tanah, PWPPKP memilih konsisten meno-

lak pembangunan bandara dan cenderung semakin menutup diri.

Sejak PWPPKP berdiri, sikap yang ditunjukkan berbeda ketika
dahulu bernama WTT. WTT yang kerap kali mengadakan orasi dan
demonstrasi di jalan dan menggalang dukungan dari kampus-kampus
di wilayah DIY. Sedangkan PWPPKP lebih memilih tetap beraktif itas
seperti biasa, menggarap lahan pertaniannya dan tetap menempati
rumah mereka seolah tidak akan terjadi pembangunan YIA. Mereka
cenderung bersikap tidak peduli. Menurut penulis, perubahan sikap
ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan baru, “diam dan tetap berak-
tif itas seperti biasa”. Model ini mengingatkan strategi dan perlawanan
yang dilakukan oleh petani Malaysia yang melakukan perlawanan
terhadap para tuan tanah ketika melakukan perlawanan dengan strategi
baru yang kemudian oleh James C. Scott disebut dengan perlawanan
dari orang yang kalah, kemudian terkenal dengan “weapons of the
weak”, senjatanya orang-orang lemah/kalah” (Scott 2000).

Warga yang jumlahnya ±130 KK ini berkomitmen tidak akan

mengajukan diri untuk dilakukan inventarisasi dan identif ikasi ulang

dan tidak akan menerima ganti kerugian yang telah dititipkan di

Pengadilan Negeri Wates (Komunikasi dengan W, 20 Mei 2017, Sari
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dan Suteki 2019). Terlihat di lapangan bahwa PWPPKP hanya berusaha

mempertahankan apa yang menjadi haknya tanpa menuntut apapun

dari Pemerintah. PWPPKP hanya bertahan tanpa berusaha “menye-

rang” pemerintah dengan tuntutan-tuntutan tertentu selain memba-

talkan pembangunan bandara.

Secara teoritis dan substansi, pihak yang keberatan terhadap ganti

kerugian tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri/Mahkamah

Agung, tidak mengambil ganti kerugian, tidak menyerahkan bukti

kepemilikan tanah, tidak melepaskan tanahnya, dan tidak bersedia

meninggalkan tanahnya maka sebenarnya secara hukum tidak pernah

ada pelepasan dari tanah yang bersangkutan (Sumardjono 2015, 62-

63). Seperti halnya yang dilakukan PWPPKP, tidak pernah ada pele-

pasan hak karena memang PWPPKP tidak menerima ganti kerugian

dan tidak ingin melepaskan hak atas tanahnya.

Sementara terhadap permohonan yang disampaikan WTT Realita,
Kanwil ATR/BPN DIY sebagai pelaksana Pengadaan Tanah meminta
petunjuk kepada Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mengingat pelak-
sanaan inventarisasi dan identif ikasi sudah dilakukan sebelumnya.
Dirjen Pengadaan Tanah menyetujui untuk dilakukan kegiatan inven-
tarisasi dan identif ikasi ulang terhadap 292 bidang tanah yang dimo-
honkan oleh WTT Realita. Selain itu, terhadap obyek yang belum
dilakukan inventarisasi dan identif ikasi sebanyak 11 Blok sejumlah 32
bidang agar dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identif ikasi
sebagaimana mestinya. Segala biaya yang dikeluarkan akibat adanya
kegiatan invetarisasi dan identif ikasi terhadap 292 bidang tanah dan
penambahan kegiatan pengukuran, inventarisasi dan identif ikasi
sebanyak 11 Blok sejumlah 32 bidang menjadi tanggung jawab instansi
yang memerlukan tanah dalam hal ini PT. Angkasa Pura I (Komunikasi
dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Rabu 14 Juni 2017).

Dirjen Pengadaan Tanah memahami bahwa apa yang sebelumnya
dilakukan WTT karena ketidakpahaman masyarakat mengenai
mekanisme pengadaan tanah. Akan tetapi, untuk melaksanakan apa
yang diinstruksikan oleh Dirjen diperlukan koordinasi lebih jauh
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dengan para pemangku kepentingan (Komunikasi dengan Kepala
Kantor Pertanahan Kulon Progo, Rabu 1 Juni 2017). Untuk melakukan
inventarisasi dan identif ikasi ulang terhadap 292 bidang tanah milik
WTT tidak sesederhana seperti yang disampaikan dalam surat Dirjen
Pengadaan Tanah kepada Panitia Pengadaan, karena harus koordinasi
dengan berbagai pihak (Komunikasi dengan Project Secretary PT.
Angkasa Pura I, 2 Mei 2017). Pada waktu itu, ada beberapa alasan
mengapa instruksi Dirjen Pengadaan Tanah belum bisa dilaksanakan
karena:

1. Pelaksana Pengadaan Tanah beranggapan bahwa diperlukan

peraturan pelaksana lainnya karena dalam UU Pengadaan Tanah

tidak diatur mengenai pelaksanaan pengadaan tanah yang sudah

melewati batas waktu yang ditentukan (Komunikasi dengan Kepala

Kantor Pertanahan Kulon Progo, Kamis 1 Juni 2017 dan Ana Priyoko

Dwi Broto, Senin 22 Mei 2017). Secara prinsip, Kanwil ATR/BPN

DIY dan Kantah Kulon Progo siap untuk melaksanakan apa yang

diinstruksikan Dirjen Pengadaan Tanah dalam suratnya, asalkan

segala yang dilakukan memiliki dasar hukumnya (Komunikasi

dengan Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo, Kamis 1 Juni 2017).

Sementara PT. Angkasa Pura I juga bersedia membayar hak-hak

masyarakat yang belum dinilai, dengan syarat ada aturan yang

mengatur hal-hal yang dimaksud mengingat pelaksanaan penga-

daan tanah telah selesai dan hasil pengadaan tanah sudah dise-

rahkan kepada PT. Angkasa Pura I. Hal ini untuk menghindari

adanya anggapan potensi merugikan kas negara yang dilakukan

PT. Angkasa Pura I (Komunikasi dengan Project Secretary PT.

Angkasa Pura I, Senin 2 Mei 2017).

2. PT. Angkasa Pura I beranggapan bahwa pelaksanaan pengadaan

sudah selesai, sehingga kegiatan inventarisasi dan identif ikasi

perlu dilakukan kembali penyusunan anggaran (Komunikasi

dengan Project Secretary PT. Angkasa Pura I, Senin 2 Mei 2017 dan

Ana Priyoko Dwi Broto, Senin 22 Mei 2017).

3. PT. Angkasa Pura I harus melakukan permohonan pengukuran

ulang ke Kantor Pertanahan Kulon Progo dan membayar segala



146

Ni Luh Gede Maytha PD. & M. Nazir Salim

biaya yang timbul (Komunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan

Kulon Progo, Kamis 1 Juni 2017).

4. Diperlukan kontrak baru dengan Tim Penilai untuk melakukan

penilaian kembali terhadap bidang-bidang yang berlum dinilai

karena kontrak sebelumnya hanya berlaku 30 hari (Komunikasi

dengan Project Secretary PT. Angkasa Pura I, Senin 2 Mei 2017).

5. Terjadi persoalan bagi Pelaksana Pengadaan Tanah dan PT. Ang-

kasa Pura I adalah nilai yang akan dikeluarkan oleh Penilai apakah

menggunakan nilai pasar pada saat tahap penilaian sebelumnya

atau menggunakan nilai pasar pada saat ini (Komunikasi dengan

Project Secretary PT. Angkasa Pura I, Senin 2 Mei 2017).

Menanggapi kesulitan yang dialami oleh Pelaksana Pengadaan
Tanah, Dirjen Pengadaan Tanah memberikan keyakinan bahwa penga-
daan tanah belum selesai dan tetap mengacu kepada SK Gubernur
DIY Nomor 68/KEP/2015 yang masih berlaku sampai Maret 2018.
Pelaksana Pengadaan Tanah belum menyerahkan hasil pengadaan
tanah sepenuhnya karena masih terdapat bidang-bidang tanah yang
belum selesai proses pelepasan tanahnya. Dengan pemahaman ini
maka segala pelaksanaan pengadaan tanah yang belum tuntas,
prosesnya mengacu kepada SK Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015.
“Pelaksanaan pengadaan tanah ini belum selesai. Hasil yang diserah-
kan kepada PT. Angkasa Pura I hanya sebagian, yaitu hanya bidang-
bidang tanah yang sudah “clear”. Penyerahan hasil yang pertama dila-
kukan agar PT. Angkasa Pura I bisa segera melakukan groundbreaking
dan melanjutkan ke proses pembangunan sambil menyelesaikan per-
masalahan yang belum terselesaikan.

Kegiatan invetarisasi dan identif ikasi terhadap 292 bidang tanah

dan penambahan kegiatan pengukuran, inventarisasi dan identif ikasi

terhadap 11 blok sejumlah 32 bidang masih menjadi bagian dari kegiatan

pelaksanaan pengadaan tanah dalam IPL (SK Gubernur DIY Nomor

68/KEP/2015) yang sampai saat itu (pertengahan 2017) belum habis

masa berlakunya. Dengan demikian segala kegiatan yang belum selesai

masih menjadi tanggung jawab Kanwil ATR/BPN DIY untuk

menyelesaikan hambatan yang terjadi dan segala biaya tetap dibe-
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bankan kepada PT. Angkasa Pura I sebagai instansi yang memerlukan

tanah” (Komunikasi dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Rabu 14 Juni

2017).

Menurut penulis, para pemangku kepentingan perlu menyamakan

persepsi bahwa untuk menyelesaikan sisa tanah yang masih ber-

masalah, hanya cukup mengacu kepada UU Pengadaan Tanah dan

peraturan pelaksananya. Pengadaan tanah yang belum tuntas masih

menjadi bagian dari SK Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 sehingga

tidak diperlukan permohonan pengukuran ulang, karena pengukuran

blok menjadi bagian dari tunggakan kegiatan inventarisasi dan iden-

tif ikasi. Termasuk segala biaya yang dikeluarkan untuk melakukan

inventarisasi dan identif ikasi terhadap 292 bidang dan 11 blok adalah

menjadi bagian dari perencanaan pengadaan tanah yang mengacu

pada SK Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015.

Tahap Pelaksanaan yang belum selesai masih menyisakan peker-

jaan rumah bagi Tim Penilai. Penilai masih memiliki kewajiban untuk

menilai sisa objek pengadaan tanah yang belum sempat dinilai sebe-

lumnya. Untuk melakukan penilaian ulang terhadap objek pengadaan

tanah yang belum dinilai, maka penilaiannya dilakukan berdasarkan

nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum seperti penilaian terhadap objek pengadaan tanah

lainnya (Pasal 66 Perpres 71/2012). Karena merupakan tunggakan,

tidak diperlukan kontrak kerja baru dengan Penilai karena ini meru-

pakan tunggakan Penilai terhadap pekerjaan sebelumnya dan bukan

merupakan pekerjaan baru (Komunikasi dengan Dirjen Pengadaan

Tanah, Rabu 14 Juni 2017).

Faktanya, belum terjadi pelepasan hak terhadap 11 blok bidang

tanah WTT karena pada kenyataannya ganti kerugian belum diba-

yarkan baik secara langsung kepada pihak yang berhak ataupun mela-

lui penitipan di Pengadilan.8 PT. Angkasa Pura I tidak bisa mem-

8 Terhadap 11 blok yang di dalamnya terdapat 32 bidang belum bisa dilakukan
konsinyasi karena identitas subjek dan objek pengadaan tanah tidak lengkap.
Perma 2/2015 Pasal 25, permohonan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri
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bebaskan tanah yang masih diduduki masyarakat tanpa memberikan

ganti kerugian atas hak-hak dari pihak yang berhak. Jika ini dilakukan,

proses yang terjadi adalah perampasan hak masyarakat (Komunikasi

dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Rabu 14 Juni 2017). PT. Angkasa

Pura I tidak dapat melakukan pemutusan hubungan hukum tanpa

membayar segala yang menjadi hak masyarakat, walaupun dalam

prosesnya nanti ganti kerugiannya akan dititipkan di pengadilan. Ten-

tunya akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) jika mengambil hak

milik tanpa memberikan ganti kerugian yang layak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Komunikasi dengan

Dirjen Pengadaan Tanah, Rabu 14 Juni 2017).

“Tim pelaksana segera melakukan kegiatan inventarisasi dan

identif ikasi agar dapat segera dibayarkan ataupun nantinya dititipkan

ganti kerugian di Pengadilan Negeri Wates. Hal ini karena Pengadilan

Negeri tidak akan bersedia menerima konsinyasi yang masih dalam

sistem Blok. Ganti kerugian dititipkan sesuai dengan data subyek dan

obyek perbidang tanah. Tim pelaksana pengadaan tanah harus segera

turun ke lapangan menyelesaikan pekerjaan yang masih belum selesai

guna percepatan pembangunan seperti yang diinstruksikan Presiden

pada saat groundbreaking.”

Pelaksana Pengadaan Tanah terus melakukan koordinasi dengan

pemangku kepentingan baik PT. Angkasa Pura I maupun Pemkab

Kulon Progo mengenai mekanisme pelaksanaan inventarisasi dan

identif ikasi ulang. Sampai penulis selesai melakukan penelitian di

lapangan 2017 belum ada mekanisme yang disusun untuk melak-

sanakan inventarisasi dan identif ikasi ulang. Sementara, batas akhir

Izin Penetapan Lokasi sudah semakin dekat yaitu pada tahun 2018.

Akhirnya, menjelang akhir 2017 dilakukan inventarisasi dan identif ikasi

ulang sebagaimana permintaan masyarakat WTT Realita, dan kemu-

harus dilengkapi dengan identitas subjek dan objek pengadaan tanah, sedangkan
terhadap 11 blok yang di dalamnya terdapat 32 bidang belum dilengkapi identitas
pihak yang berhak dan data tanahnya sebagaimana dijelaskan oleh Suladri.
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dian berhasil diselesaikan dengan konsinyasi di pengadilan pada Feb-

ruari-Maret 2018.

Pelaksanaan inventarisasi dan identif ikasi masih terkendala

dengan sikap PWPPKP yang masih bertahan menolak dilakukan

inventarisasi dan identif ikasi. Jika sikap PWPPKP masih bertahan,

maka kemungkinan besar kembali akan mengalami kegagalan proses

inventarisasi dan identif ikasinya, dan ujungnya akan terjadi per-

lawanan dan kekerasan. Bagian terpenting yang harus dilakukan oleh

Panitia adalah meyakinkan PWPPKP untuk menyelesaikan perso-

alannya sehingga pelaksanaan inventarisasi dan identif ikasi oleh

Satgas A dan Satgas B dapat berjalan dengan baik (Komunikasi

dengan WW, Wisang W., Koordinator Satgas A untuk Desa Palihan

2, Senin 22 Mei 2017). Alternative dispute resolution perlu menjadi

pertimbangan untuk dikedepankan dibandingkan harus dengan cara

kekerasan, termasuk mengupayakan dengan mediasi yang inde-

penden dan mandiri (Sari, Suteki 2019, Pritangguh, Malik, Rudiawan,

2019).

Pada saat WTT Realita mengusulkan agar dilakukan inventarisasi

dan identif ikasi ulang, PWPPKP tetap menolak. Akhirnya PT Angkasa

Pura I menggunakan cara-cara yang keras, dengan memaksa seluruh

warga meninggalkan lokasi mulai November 2017 sampai April 2018,

tentu sebelumnya lewat surat peringatan 1-3 kali. Termasuk juga

memutus akses listrik bagi warga yang menolak meninggalkan rumah

dan lahannya. Akhir tahun 2017, sebagian besar warga yang tergabung

dalam WTT Realita sudah meninggalkan rumah dan lahan mereka

karena semua proses di lapangan sudah selesai, tinggal menunggu

kabar pembayaran dari pihak Angkasa Pura I, yang akhirnya diba-

yarkan pada Maret 2018 bersamaan dengan ganti rugi tanah wakaf

(Mustaqim 2018). Di sisi lain, pada saat yang sama anggota PWPPKP

masih tetap bertahan dan kekeh dengan menolak pindah dari tempat

tinggalnya.
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Gambar 24. Pembongkaran rumah saat pengosongan lahan secara paksa untuk
pembangunan YIA, 4 November 2017.

Sumber: Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko/Mawa Kresna

Warga yang tetap menolak bandara YIA yang tergabung dalam
PWPPKP, akhirnya tetap terusir dari lahan mereka, karena tidak ada
kebijakan enclave dari negara dan Angkasa Pura I. Menurut catatan
Abdul Aziz, sampai Desember 2017 sebagaimana mengutip Didik Tjatur
(2 Desember 2017), “hingga kini masih ada 42 rumah yang menolak
pembangunan YIA, 31 di antaranya diputus sambungan listriknya.
Masih ada 35 bidang tanah yang sedang proses konsinyasi karena
belum ada peta blok. Khusus untuk bidang-bidang tersebut, apabila
diterapkan percepatan, maka akan dilakukan pembayaran langsung,
karena masih ada ratusan bidang yang akan dikosongkan. Keseluruhan
masih ada 157 bidang yang sebelumnya mendapat tenggat waktu untuk
dikosongkan pada 24 November 2017 dan 39 bidang yang ditenggat
waktu pada 30 November 2017. Upaya pengosongan ini, juga berlaku
bagi 42 rumah warga yang masih menolak pembangunan bandara”
(Aziz 2017, Putsanra 2017, Kresna 2018).

Memasuki awal 2018, kondisi tidak berubah dan situasi semakin

memanas. Hal itu membuat PT Angkasa Pura dengan Help Desk-nya

pada pertengahan tahun 2018 mencoba melakukan perundingan

dengan terlebih dahulu memetakan warga dan kebutuhan PWPPKP

yang dilakukan bulan Juni-Juli 2018. Tim Satgas Sosial, Pendampingan
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Sosial dan mediasi kemudian bekerja dan melakukan dua kali mediasi

pada bulan September 2018. Hasilnya diperoleh kesepakatan yang

intinya sebagian bersedia pindah namun dengan beberapa permin-

taan. Dalam proses mediasi yang juga dihadiri Bupati Kulon Progo,

masih terdapat warga yang tetap menolak dan tidak mengajukan

relokasi (meminta dibangunkan rumah layak huni) dan mengajukan

permintaan lainnya. Sebagian warga meminta agar Angkasa Pura I

memberikan tali asih rumah, jaminan kemudahan pengurusan kon-

sinyasi, jaminan pendidikan dan kesejahteraan tenaga kerja. Permin-

taan ini hampir semua dipenuhi oleh Angkasa Pura I sambil mem-

berikan tawaran program lainnya yang menjadi bagian dari paket CSR

Angkasa Pura I dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan dan

penguatan capacity building masyarakat (Prasetya 2020).

Sejak berlakunya UU Keistimewaan DIY semakin mempertegas

bahwa pemilik tanah PAG adalah Kadipaten Pakualaman9 dan pihak

yang memanfaatkannya adalah siapa yang disebut dengan penggarap

tanah PAG. Faktanya, sejak lahirnya UU Keistimewaan segala bentuk

pemanfaatan tanah PAG harus mendapatkan izin dari Kadipaten

Pakualaman sebagai pemegang hak. Pengguna/penggarap tanah PAG

harus memiliki izin dari Kadipaten Pakualaman berupa Surat Kekan-

cingan. Menurut Koentjoro Adi Tri Hatmono10, pengurusan perizinan

untuk memanfaatkan tanah PAG dibedakan dalam dua model:

9 Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
DIY menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan
Kadipaten Pakualaman dinyatakan sebagai badan hukum. Jika dikaitkan dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa badan hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah dapat mempunyai hak milik. Dengan demikian maka
Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas
tanah Kadipaten Pakualaman. Demikian tafsir yang berkembang atas lahirnya
UU Keistimewaan DIY dan praktiknya di lapangan.

10 Koentjoro Adi Tri Hatmono adalah Abdi Dalem Urusan Panitikismo
Kawedanan Kaprajan, Kadipaten Pakualaman.
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1. Pemanfaatan tanah PAG oleh warga yang tidak memerlukan izin

dari pemerintah, misalnya: budidaya tanaman semusim, cukup

dengan laporan ke pemerintah desa.

2. Pemanfaatan tanah PAG yang memerlukan izin dari pemerintah,

misalnya: tambak udang, pembangunan infrastruktur, pengu-

sahaan untuk tujuan komersial, dan lain sebagainya. Calon peng-

guna tanah PAG harus mengajukan permohonan kepada Kadipaten

Pakualaman melalui Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peme-

rintah mengkaji kesesuaian rencana penggunaannya dengan RTRW

Kabupaten Kulon Progo yang kemudian di verif ikasi oleh Kadi-

paten Pakualaman. Apabila Kadipaten Pakualaman mengabulkan

harus ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama

(komunikasi dengan KATH, Jumat 02 Juni 2017).

Kondisi di masyarakat menunjukkan hal yang sebaliknya, peng-

garap PAG yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah PAG tidak

memiliki izin seperti apa yang disampaikan oleh Kadipaten Paku-

alaman. Diakui oleh penggarap PAG bahwa mereka tidak paham

mengenai mekanisme perizinan yang dimaksud Kadipaten Paku-

alaman, padahal kenyataannya mereka sudah menggarap selama ber-

tahun-tahun dan secara turun-temurun (Komunikasi dengan S, peng-

garap PAG, 28 Mei 2017). Hal ini terbukti di lapangan, Kadipaten

Pakualaman tidak dapat menunjukkan data tentang tanah PAG dan

siapa penggarap tanah PAG, karena menurutnya tidak ada izin yang

masuk ke Kadipaten Pakualaman (komunikasi dengan KATH, 2 Juni

2017). Kadipaten Pakualaman dibantu oleh Kanwil ATR/BPN DIY telah

mengecek dan menunjukkan batas-batas tanah yang dimiliki dari Buku

Model A yang menunjukkan data persil tanah dan peta persil (Komu-

nikasi dengan Sekretaris Desa Glagah),11 serta Rijksblad Pakualam

Nomor 18 Tahun 1918 dan pengakuan dari masyarakat.

Kadipaten Pakualaman mengetahui tanahnya akan digunakan un-

tuk proyek pembangunan bandara ketika PT. Angkasa Pura I menyam-

11 Model A yang ada di kantor desa adalah dalam rangka pungutan pajak
yang diberikan oleh penggarap kepada pemerintah desa berupa hasil panen.
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paikan permohonan pemanfaatan tanah Kadipaten Pakualaman Grond

(PAG) kepada Penghageng Kawedanan Keprajan Kadipaten Paku-

alaman jauh sebelum pelaksanaan pengadaan tanah. PT. Angkasa Pura

I mengajukan izin pemanfaatan tanah PAG melalui surat nomor AP.I.

3101/LB.05/2014/PD-B tanggal 24 Juni 2014, yang isinya dengan

mengatasnamakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahwa

PT. Angkasa Pura I memohon pelepasan hak kepada Kadipaten Paku-

alaman. Diakui oleh Koentjoro, Kadipaten Pakualaman sempat kaget

dengan apa yang disampaikan oleh PT. Angkasa Pura I karena cara

perolehan tanah yang dimaksud adalah dengan melepaskan hak tanah

PAG dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian, Kadipaten

Pakualaman menyadari bahwa tanah yang dibutuhkan adalah untuk

kepentingan umum dan jumlah tanah PAG yang akan dilepaskan untuk

pembangunan bandara hampir sepertiga (27,30%)12 dari kebutuhan lahan

bandara. Dengan demikian, kerja sama Pakualaman dengan pihak Ang-

kasa Pura I sangat membantu memperlancar proses perolehan tanahnya.

Atas nama pembangunan untuk kepentingan umum, Kadipaten

Pakualaman akhirnya melepaskan 1.602.988 m2 (160,29 hektar) tanah

PAG untuk mendukung pembangunan bandara baru Yogyakarta.

Konsekuensinya, sedikitnya 862 penggarap tanah PAG yang telah

menggarap selama bertahun-tahun akan kehilangan sebagian sumber

kehidupannya demi pembangunan YIA. Kadipaten Pakualaman

sebagai pemilik tanah mengakui keberadaan penggarap PAG, meski

telah dianggap menggarap tanah PAG tanpa izin,. Penggarap PAG

diposisikan sebagai pihak yang berhak atas penguasaan tanah PAG

dan berhak atas tanaman di atasnya (cabai, pepaya, ketela pohon,

kelapa, pisang, jagung dan tanaman semusim lainnya), termasuk ben-

da-benda yang berada di atas tanah PAG yang keberadaannya digu-

nakan untuk menggarap tanah oleh para petani, seperti (sumur pantek,

pipa paralon, dan gubug). Gambar berikut menunjukkan tanah PAG

yang ditanami tanaman semusim oleh para petani Kulonprogo.

12 Hasil dari Pengolahan Data Sekunder yang penulis lakukan berdasarkan
data-data lapangan, Juni 2017.
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Gambar 25. Tanah PAG yang Ditanami Tanaman Semusim
Sumber: Dokumentasi peneliti, Juni 2017

Kondisi yang berbeda terjadi pada petani tambak yang membuka

tambak di atas tanah PAG. Petani tambak  tidak mendapatkan ganti

kerugian karena besarnya hanya Rp. 0,-. Hasil Inventarisasi dan

Identif ikasi Satgas B pada Juni 2017, terdapat 176 tambak yang baru

muncul di tahun 2015. Keberadaannya dianggap ilegal oleh Tim Penilai

berdasarkan pendapat hukum (legal opinion) yang dikeluarkan oleh

Kejaksaan Tinggi DIY.13 Alasan tersebut muncul ketika Kanwil ATR/

BPN DIY memohon informasi kepada Pemkab Kulon Progo mengenai

perizinan atas keberadaan tambak dimaksud melalui surat Nomor

2035/300-34/XI/2015 tanggal 29 November 2015. Surat tersebut dijawab

oleh Sekretaris Daerah melalui surat nomor 500/2974 tanggal 20 Mei

2016 yang isinya menyampaikan bahwa usaha tambak yang berada di

13 Menurut penjelasan Triono Rahyudi, Sekretaris TP4D Kejaksaan Tinggi
DIY, PT. Angkasa Pura I melakukan perjanjian kerjasama dengan Tim Pengawal
dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (T4D) Kejaksaan Tinggi
DIY. TP4D mengawal dan mengamankan pelaksanaan pengadaan tanah YIA.
Apabila diminta membuat kajian hukum terhadap suatu persoalan, TP4D membuat
kajian hukum berdasarkan permohonan PT. Angkasa Pura I  dan/atau Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah.
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lokasi calon bandara semuanya tidak ada yang berizin14 dan melanggar

Perturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2030. Dalam Perda Kabu-

paten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034, Peta Rencana Pola

Ruang Kabupaten Kulon Progo: sub zona tambak di Desa Jangkaran

terletak di sebelah barat Sungai Bogowonto (komunikasi dengan AHA,

10 Mei 2017).

Pada saat PT. Angkasa Pura I melakukan perencanaan pengadaan

tanah untuk pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo

pada awal tahun 2014, atau sebelum adanya Penetapan Lokasi, belum

terdapat tambak di atas tanah PAG. Sebagaimana diakui oleh salah

satu pengusaha tambak bahwa mereka baru membangun usaha

tambak dari tahun 2013-2015 sejak terdengar isu akan dibangun ban-

dara di Kulon Progo, hal yang sama juga disampaikan oleh Sekeretaris

Desa Palihan (komunikasi dengan Sekretaris Desa Palihan, 19 April

2017). Petani tambak lainnya membenarkan bahwa pembangunan

tambak udang dilakukan atas dasar “ikut-ikutan” karena mendengar

jumlah ganti kerugian yang akan diterima lebih tinggi dibandingkan

dengan hanya tanaman semusim. Selain itu, mengusahakan tambak

akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar saat panen, jika

dibandingkan hanya pertanian semusim.

Menurut Sri Hartini, salah seorang petani tambak menjelaskan

bahwa untuk membangun tambak sekaligus benih udangnya memer-

lukan modal awal sekitar Rp. 60-70juta. Sementara hasil sekali panen

petani tambak memperoleh hingga Rp. 350juta untuk tambak yang

berukuran 1.500m2, dan panen tambak udang bisa dilakukan 3x dalam

setahun. Jika dibandingkan dengan pertanian semusim yang hanya

menghasilkan 40-50 juta/tahun, maka membangun tambak menjadi

14 Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo
Nomor  71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan berbunyi (1)
Orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerah wajib memiliki izin
usaha perikanan di bidang pembudidayaan.
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sesuatu hal yang menjanjikan (Komunikasi dengan SH, 4 Juni 2017).

Selain dari keuntungan panen, warga berspekulasi bahwa membangun

tambak di atas tanah PAG akan mendapatkan ganti rugi lebih tinggi

dibanding pertanian semusim.

Gambar 26. Aksi Protes Petani Tambak
Sumber: Harian Kedaulatan Rakyat, 27 Juli 2016

Tambak yang muncul pada tahun 2015 dianggap sebagai tambak

ilegal dan tidak akan dinilai sebagai bangunan di atas lahan PAG untuk

mendapatkan ganti rugi (Rp. 0,-). Kesimpulan itu membuat para

petambak keberatan dengan hasil penilaian Tim Penilai dan kemudian

mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Wates. Berdasarkan

observasi dan konf irmasi di lapangan, tercatat terdapat 104 permo-

honan keberatan yang masuk di Pengadilan Negeri Wates, 4 dian-

taranya ditolak dan 100 permohonan dikabulkan sebagian. Terdapat

100 petani tambak yang menuntut ke pengadilan dengan nilai menca-

pai Rp. 96 milyar. Mereka menuntuk PT. Angkasa Pura I agar mem-

bayarkan apa yang dianggap menjadi haknya. Dari tuntutan tersebut,

Pengadilan Negeri Wates mengabulkan sebagian dan menghukum PT.

Angkasa Pura I membayar Rp. 14 milyar kepada 100 petani tambak

(Laporan PT. Angkasa Pura I, Juni 2017). Tidak terima dengan isi

putusan tersebut, PT. Angkasa Pura I kemudian mengajukan kasasi

ke Mahkamah Agung dan telah diputus 96 perkara yang memenangkan
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PT. Angkasa Pura I. Isi putusan kasasi yang memenangkan PT. Angkasa

Pura I memiliki konsekuensi petani tambak tidak akan dibayarkan

ganti kerugian. Keluarnya putusan kasasi menjadi keputusan f inal

karena tidak ada upaya peninjauan kembali.15

Atas keputusan Mahkamah Agung, PT. Angkasa Pura I kemudian

menghimbau petani tambak untuk segera mengosongkan tanah PAG

yang telah menjadi milik PT. Angkasa Pura I, bahkan dipasang papan

nama larangan untuk beraktif itas di atas lahan PAG yang dipersoalkan

(Gambar 27). Petani tambak yang merasa tidak terima dengan hasil

penilaian Tim Penilai kerap kali melakukan aksi penyampaian penda-

patan di hadapan Gubernur DIY maupun Kanwil ATR/BPN DIY untuk

menuntut keadilan. Keluarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung

menyebabkan para pemangku kepentingan tidak bisa berbuat apa-

apa, selain menjalankan apa yang menjadi amar putusan kasasi ter-

sebut.

Gambar 27. Peringatan Pengosongan Tambak Pasca Putusan Kasasi
Sumber: Dokumentasi Penulis, Juni 2017

15 Dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan
Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
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Sejak adanya isu pembangunan bandara, selain kemunculan tiba-

tiba petani tambak, terjadi pergeseran penilaian makna atas tanah

PAG oleh penggarap PAG (Lutf i, dkk. 2009, 189).16 Sebelum adanya

isu bandara, penggarap PAG secara sadar mengakui bahwa tanah yang

digarapnya adalah tanah milik Kadipaten Pakualaman. Namun, karena

adanya isu pembangunan bandara, penggarap PAG meyakini bahwa

tidak ada lagi tanah PAG di Kulon Progo. Tanah yang digarap adalah

tanah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan siapa saja berhak atas tanah

tersebut apalagi setelah menggarap lebih dari 20 tahun (komunikasi

dengan S, penggarap PAG, 28 Mei 2017).

Secara yuridis, petani tambak yang berada di atas tanah PAG

seharusnya mendapat ganti kerugian atas penguasaan tanah PAG. PAG

sendiri telah mengakui petani penggarap sebagai pihak yang berhak

atas penguasaan tanah PAG, meskipun selama ini tidak berizinPAG

tidak pernah memberikan larangan keberadaan petani tambak (Komu-

nikasi dengan KATH, 02 Juni 2017).

PT. Angkasa Pura I hanya membayar nilai yang dikeluarkan oleh

Penilai. Seolah tidak memikirkan mengenai nasib petani tambak,

Penilai mengeluarkan nilai Rp. 0,- karena menganggap bahwa tambak

tidak berizin. Persoalan menyangkut hak dan keadilan substantif

dihadapkan pada persoalan prosedural dan administratif belaka yang

menyebabkan kerugian masyarakat berkali-kali. Seharusnya pemerin-

tah berempati dan menghadirkan rasa aman, menciptakan keadilan,

dan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak.

16 Luthf i dkk. Menjelaskan, terjadi hal yang sama ketika ada kasus rencana
penambangan pasir besi si Kecamatan Galur, penggarap PAG awalnya mengakui
bahwa tanah itu (tanah PAG) adalah milik Pakualam. Akan tetapi ketika Pakualam
memfasilitasi penambangan mereka justru menyatakan bahwa tanah itu (tanah
PAG) adalah milik Yang Maha Kuasa, bukan milik Pakualam.
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Gambar 28. Bekas Tambak di atas Tanah PAG yang Telah Dikosongkan
Sumber: Dokumentasi Penulis, Juni 2017

Setelah gagal melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk,

“harapan” terakhir petani tambak dan penggarap PAG lainnya adalah

“tali asih” yang rencananya akan diberikan kepada penggarap PAG

oleh Kadipaten Pakualaman. Kadipaten akan memberikan sebagian

nilai ganti kerugian yang diterima Kadipaten Pakualaman atas tanah

PAG kepada penggarap PAG. Waktu itu, belum jelas berapa nilai yang

akan diberikan kepada penggarap PAG karena Kadipaten Pakualaman

sendiri belum menerima uang ganti kerugian. Menurut Project Secre-

tary PT. Angkasa Pura I, uang ganti kerugian tanah PAG nilainya

mencapai Rp. 700 milyar, dan sampai saat ini (akhir 2017) masih diti-

tipkan di Pengadilan Negeri Wates. Penitipan dilakukan karena masih

terdapat sengketa kepemilikan antara ahli waris tanah PAG (Komu-

nikasi dengan KATH, 2 Juni 2017).17

17 Ada 2 (dua ) gugatan terhadap Kadipaten Pakualaman, yaitu 1) Sdr Suwarsi,
dkk yang mengaku sebagai kerabat/trah Kraton Solo (bukan institusi/lembaga)
dan mengaku mempunyai hak atas tanah yang sekarang digunakan untuk
pembangunan bandara; dan 2) PT. Pantai Wisata Jogja Barat sebagai badan hukum
yang pernah menjalin kerjasama dengan hendak Kadipaten Pakualaman untuk
bersama-sama membangun lapangan golf, resort, dll. Terhadap kedua gugatan
tersebut dibatalkan/tidak diterima melalui Keputusan Pengadilan Negeri Wates.
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Kadipaten Pakualaman akan melakukan pendataan terlebih dahu-

lu, siapa yang akan menerima tali asih akan didata oleh Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo (Komunikasi dengan KATH, 2 Juni 2017). Tali

asih akan berikan kepada penggarap PAG yang tanahnya diambil akibat

pembangunan bandara YIA dan tidak menerima ganti rugi lainnya.

Kadipaten Pakualaman akan memberikan tali asih secara adil dan

proporsional berdasarkan pertimbangan dari Pemkab Kulon Progo.

Tentu dengan pertimbangan dan realitas di lapangan setelah melaku-

kan inventarisasi. Bayu Dardias menjelaskan, penggarap tanah PAG

bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, mereka yang miskin

dan hanya mengandalkan penghasilan dari menggarap tanah PAG dan

tidak menerima ganti rugi lainnya. Mereka ini yang harus diprioritas-

kan, harus dijamin dan diusahakan sumber ekonomi penggantinya.

Kedua, petani penggarap yang juga memiliki tanah lain yang menda-

patkan kompensasi. Tanah lain yang mendapatkan kompensasi bisa

akibat akumulasi keuntungan dari mengolah tanah PAG atau dari

sumber lainnya. Ketiga, segelintir oportunis yang merasa ganti rugi

telah diterima dari tanahnya kurang dari yang mereka harapkan atau

telah mereka investasikan (Dardias 2016).

Perjalanan panjang akhirnya menghasilkan kesepakatan, yang

sepertinya bukan yang diharapkan oleh petani penggarap lahan PAG.

Pada 30 Agustus 2018, berdasarkan hasil pertemuan di Kantor Wakil

Gubernur Yogyakarta,18 Pakualaman sepakat memberikan tali asih

kepada warga penggarap di empat desa yang jumlah totalnya 848

orang setelah diinventarisir oleh Pemkab Kulonprogo. Total lahan

yang diinventarisir seluas 1.602.988 meter persegi, merupakan lahan

garapan yang terdampak pembangunan YIA di Desa Glagah, Palihan,

Sindutan, dan Jangkaran. Secara rinci Nugraha menyebutkan, dari

Desa Jangkaran terdapat 121 orang, Sindutan 69 orang, Palihan 182

orang, dan Glagah 476 orang dengan nilai pencairan berbeda-beda

18 Wakil Gubernur Yogyakarta adalah Raja Pakualaman, yang menurut
aturan pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah untuk pembangunan Ban-
dara YIA.
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tiap orang, bergantung luasan lahan yang digarap. Total nilai yang

akan diberikan sebagai tali asih sekitar Rp 25 miliar, diambilkan dari

hasil ganti rugi pembebasan lahan PAG seluas 160 hektar oleh PT

Angkasa Pura I sebesar Rp701,512 miliar yang sebelumnya dikon-

sinyasikan di Pengadilan Negeri Wates. Sistem pemberian tali asih

dilakukan secara profesional, karena lewat notaris dan menunjuk salah

satu bank di Kulon Progo. Tali asih dikirimkan ke rekening warga

penerima sesuai daftar nominatif yang telah ditetapkan. Sementara

bagi warga penggarap yang belum bersedia mengambil tali asih dan

tidak menyerahkan nomor rekening akan disimpan dan dititipkan ke

rekening pemerintah desa sesuai lokasi tanahnya (Nugraha 2019).

Hasil inventarisasi dan identif ikasi menunjukkan bahwa terdapat
sebagian aset/Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemkab Kulon Progo
yang menjadi objek pengadaan tanah pembangunan bandara YIA
(Tabel 15). Nilai aset Pemkab Kulon Progo yang akan digunakan untuk
Pembangunan YIA sebagaimana hasil penilaian Tim Penilai mencapai
Rp. 30,7 milyar. Dalam jumlah tersebut di dalamnya terdapat aset
berupa jalan kabupaten yang tidak dapat diberikan ganti kerugian.
Pembayaran ganti kerugian tanah instansi masih menyisakan perso-
alan tersendiri. Terhadap tanah instansi khususnya jalan kabupaten
milik Pemkab Kulon Progo, pada waktu itu belum menemukan penye-
lesaian mengenai mekanisme pembayarannya, karena perbedaan tafsir
dan pemahaman terhadap UU No. 2/2012.

Pelaksana Pengadaan Tanah meyakini bahwa terhadap tanah
instansi yang berupa jalan tidak dapat diberikan ganti kerugian karena
jalan tidak termasuk dalam kategori bangunan dan tidak dipergunakan
untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, sehingga tidak perlu
diberikan ganti kerugian (Komunikasi dengan Kepala Kantor Perta-
nahan Kulon Progo, 10 Mei 2017 dan Project Secretary PT. Angkasa
Pura I, 17 Mei 2017). Sebaliknya, jika tanah tersebut digunakan untuk
tempat penyelenggaraan tugas maka harus diberikan ganti kerugian
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yang berupa tanah pengganti dan/atau bangunan. Pelepasan haknya
sesuai UU No. 2/2012 Pasal 45 dan 46 yang mengatur pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Tabel 15. Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo

Sumber: Lampiran Surat Permohonan Pendapat dalam Mensikapi Hasil Validasi
BMD yang Terkena Dampak Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo

Pengaturan BMN/D diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP

No. 27 Tahun 2014). Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 1

angka 17 berbunyi Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan

BMN/D, pada Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi BMN/D yang

tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/

daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik

Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara

No.  Desa   Jenis/Nama Barang  Luas 
(m2)  

1.  Jangkaran  1.  TPR Congot   - 
    2.  Jalan  4.146 

2.  Palihan  1.  Gardu retribusi palihan  6 
    2.  Jalan  4.124 
    3.  Jalan  2.579 
    4.  Jalan  11.395 
    5.  Bangunan gedung Puskesmas  2.306 
    6.  Bangunan BP3K  70.809 

3.  Glagah  1.  Tanah Dusun Bebekan  1.899 
    2.  Tanah Dusun Macanan  2.435 
    3.  Tempat Parkir Roda 4 & MCK  403 
    4.  Tempat Parkir Roda 2  378 
    5.  Jalan  3.385 
    6.  Jalan  2.435 
    7.  Jalan  1.261 
    8.  Jalan  1.526 
    9.  Jalan  1.397 
    10.  Jalan  1.092 

    11.  Bangunan SD 3 Glagah  - 
4.  Kebonrejo  1.  Jalan  500 
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penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah

pusat/daerah.

Dalam pandangan Pemkab Kulon Progo, jalan kabupaten yang

menjadi objek pengadaan tanah telah memenuhi syarat sebagai objek

pengadaan tanah yang seharusnya diberikan ganti kerugian. Jalan

kabupaten seluas 33.840 m2 merupakan bagian dari BMD milik Pemkab

Kulon Progo.19 Pemkab Kulon Progo berpendapat bahwa jalan dengan

pengelompokan dan bagian-bagiannya serta kewenangannya adalah

termasuk dan bermakna sebagai bangunan yang digunakan/diman-

faatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi

darat sehingga harusnya diberikan ganti kerugian.20 Muncul pertanyaan

selanjutnya adalah, siapa yang mengambil keputusan bahwa jalan

tersebut masih dipergunakan secara aktif. Pemkab Kulon Progo

berkesimpulan bahwa pengelola BMD berhak menyatakan bahwa BMD

tersebut digunakan secara aktif atau tidak, dalam hal ini Gubernur

DIY dan Bupati Kulon Progo

(Komunikasi dengan RM, 23 Mei

2017). Namun, tanpa adanya per-

nyataan dari kepala daerah da-

pat dilihat secara jelas dan nyata

bahwa jalan kabupaten yang ter-

dampak pembangunan bandara

YIA masih dipergunakan secara

aktif untuk penyelenggaraan pe-

merintahan di bidang transpor-

tasi darat (Gambar 29).

Gambar 29. Jalan Kabupaten yang menjadi Objek Pengadaan Tanah YIA
Sumber: Dokumentasi Penulis, Juni 2017

19 Angka luasan tersebut merupakan hasil olahan penulis berdasarkan temuan
data dan dokumen di lapangan.

20 Disampaikan dalam Surat Bupati Kulon Progo Nomor 900/123 tanggal 12
Januari 2017 tentang Permohonan Pendapat Dalam Mensikapi Hasil Validasi Barang
Daerah yang Terkena Dampak pengadaan Tanah untuk Bandara.
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Untuk mencari jalan tengah dilakukan rapat dengan para pe-

mangku kepentingan untuk membahas permasalahan tersebut. Rapat

yang dihadiri oleh instansi dari Badan Pengawas Keuangan, Tim

Pendampingan Hukum TP4D Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Pemkab

Kulon Progo, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dan PT.

Angkasa Pura I berpendapat bahwa dalam pelepasan aset yang ber-

kaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum, ketentuan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut adalah ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum. Hasil rapat seolah menunjukkan fungsi UU Penga-

daan Tanah sebagai undang-undang yang sifatnya lex specialis derogat

legi generali.

Artinya, musyawarah tidak menemukan kata sepakat, muncul per-

bedaan penafsiran mengenai UU Pengadaan Tanah yang mengha-

ruskan Bupati Kulon Progo memohon petunjuk kepada Menteri Dalam

Negeri (Mendagri) berkaitan dengan adanya potensi tidak dibayarkan

aset milik Pemkab Kulon Progo senilai Rp. 24 milyar (Komunikasi

dengan RM, 23 Mei 2017). Dalam suratnya, Pemkab Kulon Progo

menuntut ganti kerugian yang dibayarkan berupa uang karena menilai

PT. Angkasa Pura I tidak siap untuk menyediakan tanah pengganti.

Dengan dibayarkan ganti kerugian berupa uang maka pelepasannya

dilakukan dengan cara penjualan sesuai dengan PP No. 27 Tahun

2014. Sementara menunggu petunjuk dari Mendagri, Pemkab Kulon

Progo hanya akan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 6 milyar yang

diantaranya berupa bangunan Sekolah Dasar, Bangunan Puskesmas,

dan Bangunan Gedung milik Dinas Pertanian dan Pangan. Agar

pembangunan tetap dapat berjalan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

bersurat kepada Pemkab Kulon Progo untuk dapat memproses pele-

pasannya sambil menunggu petunjuk dari Mendagri (Aribowo 2017).

Pelaksanaan pengadaan tanah instansi pemerintah masih bersifat

bias karena belum ada kejelasan mengenai penyelesaian ganti keru-

giannya. Kalaupun nantinya dibayarkan ganti kerugiannya, bentuk

yang diperkenankan hanya berupa tanah pengganti. Pasal 46 UU

Pengadaan Tanah dan Pasal 82 Perpres No. 71 Tahun 2012 hanya mem-
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berikan kemungkinan pembayaran ganti kerugian terhadap instansi

pemerintah berupa tanah pengganti (Komunikasi dengan Dirjen

Pengadaan Tanah, 14 Juni 2017). Sepanjang pemerintah mampu me-

nunjukkan bukti bahwa jalan kabupaten yang menjadi objek penga-

daan tanah merupakan barang milik daerah yang aktif untuk kegiatan

pemerintahan, seharusnya dapat diberikan ganti kerugian.

Pembayaran ganti kerugian aset mengacu kepada UU Pengadaan

Tanah, namun cara pelepasannya mengacu kepada UU Perbenda-

haraan Negara dan PP No. 27 Tahun 2014. Jika nantinya dapat diberikan

ganti kerugian berupa tanah pengganti maka pelepasannya dapat

dilakukan dengan cara tukar menukar. Secara administratif, PT. Ang-

kasa Pura I telah memenuhi syarat sebagai pihak BUMN yang ber-

tindak untuk melakukan tukar menukar tanah BMD. Ditambah lagi

tanah yang dibutuhkan nantinya akan digunakan untuk kepentingan

umum, dalam hal ini pembangunan bandara. Sangat dimungkinkan

dilakukan tukar menukar dengan ketentuan PT. Angkasa Pura I sudah

menyiapkan tanah pengganti yang senilai dengan tanah BMD yang

dibutuhkan. Penyelesaian ganti kerugian untuk tanah instansi peme-

rintah dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 30. Penyelesaian Pemberian Ganti Kerugian Tanah Instansi Pemerintah

Seharusnya Pemkab Kulon Progo memahami bahwa bentuk ganti

kerugian yang bisa diberikan untuk tanah instansi pemerintah terbatas
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pada tanah pengganti. Pemkab Kulon Progo menagih janji PT. Angkasa

Pura I untuk membayar ganti kerugian terhadap BMD Pemkab Kulon

Progo karena Pemkab Kulon Progo sudah menganggarkan uang ganti

kerugian yang nantinya akan diterima untuk membiayai beberapa ke-

giatan mereka di tahun 2017 (Komunikasi dengan RM, 23 Mei 2017).

Padahal, berdasarkan ketentuan ganti kerugian, yang dimungkinkan

hanya tanah pengganti. Penulis tidak berhasil menemukan dokumen

kesepakatan dan negosiasi antara PT. Angkasa Pura I dan Pemkab

Kulon Progo yang disebut menjanjikan ganti kerugian untuk aset Pem-

da berupa uang. Seharusnya, persoalan ini sudah teridentif ikasi sejak

tahap perencanaan pengadaan tanah dan dapat diantisipasi penye-

lesainnya sehingga pada saat pelepasan hak tidak menghambat proses

pengadaan tanah.

Untuk mengakhiri perdebatan dan tafsir atas UU No./2012 terkait
ganti rugi aset pemerintah, akhir November 2017, Gubernur Yogyakarta
berkirim surat untuk meminta petunjuk ke pemerintah pusat terkait
persoalan tersebut. Pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden
pada tanggal 3 November 2017 menyatakan bahwa aset Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo dan Pemprov DIY yang berpa jalan baik jalan
kabupaten maupun jalan provinsi tidak dapat diberi ganti kerugian.
Hal ini sesuai Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dima-
na lahan milik pemerintah yang menjadi objek pengadaan tanah tidak
diberi ganti kerugian kecuali di atasnya berdiri bangunan yang digu-
nakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ja-
waban ini mengakhiri perdebatan yang sebelumnya muncul di
lapangan, selanjutnya persoalan tersebut dianggap selesai.

Pembangunan bandara YIA melibatkan 276.790m2 tanah desa

yang dimiliki pemerintah desa di lima desa yang menjadi objek

pengadaan tanah (Kanwil ATR/BPN DIY 2017). Menurut Peraturan

Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2016, tanah desa di Yogyakarta adalah

tanah yang asal-usulnya dari kasultanan dan/atau kadipaten dengan

hak anggaduh dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok, dan
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pengarem-ngarem. Sementara menurut Peraturan Gubernur DIY

Nomor 112 Tahun 2014, Tanah Kas Desa (TKD) adalah bagian dari

tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan

pemerintahan desa dan sebagai salah satu dari sumber pendapatan

asli desa (Marsoem, Adi, & Manoppo 2015, 227). Bagian tanah desa

lainnya adalah tanah bengkok/lungguh untuk tambahan penghasilan

kepala desa dan perangkat desa dan tanah pengarem-arem untuk pen-

siunan kepala desa dan perangkat desa (Gambar 31). Selain itu, terma-

suk di dalamnya tanah desa adalah tanah yang berasal dari iuran

warga yang biasanya digunakan untuk jalan desa (Aribowo 2017).

Gambar 31. Tanah Kas Desa Objek Pengadaan Tanah YIA
Sumber: Dokumentasi Penulis 2017

Pada prinsipnya kekayaan desa berupa TKD tidak boleh dilakukan

pelepasan, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum (Marsoem,

Adi, & Manoppo 2015, 227).Pelepasan tanah desa harus mendapat

izin dari gubernur dan harus diganti dengan tanah yang senilai dengan

tanah yang dilepaskan. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Gubernur Nomor

39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum, memberikan izin  untuk tanah kas desa

diberikan ganti kerugian berupa uang. Ditambahkan lagi dalam Pasal

33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
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Pengelolaan aset juga memberikan celah pemberian ganti kerugian

tanah kas desa untuk kepentingan umum dalam bentuk uang. Padahal,

dalam Pasal 46 UU Pengadaan Tanah jo. Pasal 82 Perpres No. 71 Tahun

2012 menyebutkan bahwa objek pengadaan tanah yang berupa tanah

kas desa, ganti kerugian yang dapat diberikan hanya dalam bentuk

tanah dan/atau bangunan atau relokasi.

Bentuk ganti kerugian yang pertama diupayakan untuk TKD

tentunya adalah berupa tanah pengganti seperti amanat UU Pengadaan

Tanah. PT. Angkasa Pura I memiliki kewajiban untuk mencarikan tanah

pengganti. Dalam pencariannya, PT. Angkasa Pura I mengaku kesu-

litan mencari tanah pengganti dengan luasan ±27 hektar. Tentunya

wilayah pencarian juga terbatas di wilayah Kecamatan Temon, karena

tanah pengganti untuk tanah desa haruslah berada di dalam satu desa

atau dimungkinkan di desa yang berbatasan tetapi dalam satu keca-

matan sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (8) Peraturan Gubernur DIY

Nomor 39 Tahun 2016.

PT. Angkasa Pura I telah mengajukan permohonan pembebasan
TKD guna pembangunan bandara baru di DIY kepada Bupati Kulon
Progo sejak dokumen perencanaan disusun. Namun ternyata walaupun
koordinasi sudah dilakukan sedini mungkin, pelepasan tanah kas desa
tetap menjadi persoalan yang sedikit menghambat dalam pengadaan
tanah YIA. Hingga akhirnya PT. Angkasa Pura I memohon bantuan
kepada Bupati Kulon Progo untuk mencarikan tanah pengganti TKD
karena menganggap Bupati Kulon Progo sebagai kepala daerah yang
paling paham mengenai wilayahnya (komunikasi dengan Project Sec-
retary PT. Angkasa Pura I, 17 Mei 2017). PT. Angkasa Pura I harusnya
menyadari sejak perencanaan kegiatan bahwa terdapat TKD yang
menjadi objek pengadaan tanah, sehingga seharusnya pemikiran untuk
merencanakan tanah pengganti TKD juga muncul pada saat yang
sama. Tidak mungkin jika PT. Angkasa Pura I tidak paham mengenai
mekanisme ganti kerugian terhadap TKD (Aribowo 2017).

Sama halnya dengan PT. Angkasa Pura I, Bupati Kulon Progo dan

jajarannya mengaku kesulitan untuk mencari tanah pengganti TKD

terbatas di wilayah Kecamatan Temon. Bahkan sempat meminta
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bantuan masing-masing pemerintah desa setempat yang lahannya

TKD-nya dijadikan objek pengadaan tanah, namun juga mengalami

kesulitan untuk mendapatkan tanah pengganti (Pitasari 2019). Agar

tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, PT.

Angkasa Pura I mohon izin kepada Gubernur DIY agar TKD dapat

diberikan ganti kerugian dalam bentuk uang. Jika gubernur meng-

izinkan ganti kerugian dalam bentuk uang maka pelepasan dapat

segera dilaksanakan. Pelepasan tanah kas desa yang sampai saat pene-

litian berlangsung belum mendapat izin dari Gubernur DIY justru

menjadi penghambat pelaksana pengadaan tanah.

Menurut Susanti, banyak pihak yang menunggu izin pelepasan
tanah kas desa dari Gubernur DIY. Hal ini ada kaitannya dengan tanah
bengkok/lungguh dan tanah pengarem-arem yang terkena dampak
pengadaan tanah. Sejak terbit IPL, TKD yang terkena dampak bandara
mengurangi tambahan pemasukan bagi kepala desa dan perangkat
desa. Ada kekecewaan tersendiri yang dirasakan oleh perangkat desa
karena Gubernur DIY tidak kunjung menerbitkan izin pelepasan tanah
kas desa, terutama Perangkat Desa Palihan (Komunikasi dengan
Sekretaris Desa Palihan, 19 April 2017). Kekecewaan itu muncul karena
TKD Desa Palihan habis seluruhnya untuk kebutuhan pembangunan
bandara sehingga dampaknya amat sangat dirasakan oleh perangkat
desa (Komunikasi dengan Kepala Desa Glagah, 26 Mei 2017 dan
Sekretaris Desa Palihan, 19 April 2017).

Tidak seharusnya pelepasan tanah kas desa menjadi penghambat

dalam pengadaan tanah bandara YIA. Seharusnya, SK Penetapan

Lokasi yang diterbitkan Gubernur, selain sebagai dasar pelaksanaan

pengadaan tanah dapat sekaligus sebagai izin Gubernur DIY untuk

melepaskan tanah kas desa. Dengan demikian pemerintah desa tidak

perlu lagi mengajukan permohonan izin pelepasan TKD kepada

gubernur (Komunikasi dengan Dirjen Pengadaan Tanah, 14 Juni 2017).

Gubernur DIY dapat dianggap mengetahui bahwa terdapat TKD yang

menjadi bagian dari objek pengadaan tanah YIA. Gubernur seharusnya

sudah memahami kondisi ini sejak dilakukannya sosialisasi dan

konsultasi publik bahwa akan ada pelepasan TKD dari data awal yang
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diperoleh pada tahap persiapan. Dengan demikian sejak awal dapat

dipersiapkan mekanisme pelepasannya.

Dengan mempertimbangkan faktor kesulitan mencari tanah

pengganti untuk TKD, pemberian ganti kerugian terhadap TKD untuk

sementara dapat diberikan dalam bentuk uang. Mengacu kepada

PMDN No. 1 Tahun 2016, Pergub DIY No. 112 Tahun 2014, dan Pergub

DIY No. 39 Tahun 2016, dalam rangka pengadaan tanah untuk kepen-

tingan umum, TKD yang menjadi objek pengadaan tanah pemberian

ganti kerugian dapat diberikan berupa uang. Tentunya dengan keten-

tuan bahwa uang tersebut harus digunakan untuk membeli tanah

pengganti yang senilai agar tidak bertentangan dengan UU Pengadaan

Tanah.

Apa yang ditunggu oleh desa terutama Desa Palihan yang TKD-

nya habis terkena pengadaan tanah kemudian dijawab oleh Gubernur

DIY melalui Surat Gubernur Provinsi DI Yogyakarta Nomor 143/01671

tanggal 29 Mei 2017. Dalam surat tersebut mengakhiri kesulitan

berbagai pihak yang gagal mendapatkan tanah pengganti. Surat ini

juga sekaligus menjadi dasar untuk melakukan pembayaran ganti rugi

TKD dengan menggunakan uang bukan tanah pengganti, karena sudah

diupayakan untuk mencari tanah pengganti, namun tidak berhasil.

Gambar berikut (Gambar 32) merupakan salah satu contoh Berita Acara

Pelepasan Tanah Kas Desa Palihan yang ditandatangani Bersama

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo. Isi dari berita acara

tersebut menjelaskan secara detil pelepasan TKD baik luas maupun

nilai ganti kerugian yang sudah dikeluarkan oleh Tim Penilai.
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Berbagai studi dan kajian yang dilakukan untuk menentukan

lokasi bandara dianggap layak dan sesuai untuk lokasi

pembangunan YIA. Hasilnya dituangkan dalam Dokumen

Studi Kelayakan dan Rencana Induk yang kemudian menunjukkan

Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo adalah lokasi terbaik

pembangunan bandar udara baru yang menggantikan Bandara

Adisutjipto. Terbitnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) dari Menteri

Perhubungan menunjukkan bahwa lokasi Temon telah memenuhi

syarat secara teknis dan layak sebagai lokasi pembangunan bandara

baru Yogyakarta. Dengan segala keterbatasannya, Temon menjadi

lokasi yang paling layak se-DIY untuk lokasi pembangunan bandara

baru YIA.

Penetapan lokasi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

secara administratif memang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) baik dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabu-

paten. Tentu dengan sengaja “membuat sesuai” agar proyek pem-

bangunan bandara terus berjalan. Kesan dipaksakan tidak bisa dihin-

dari dan telah menjadi konsumsi publik, karena di lokasi yang sama

sebelumnya telah tercatat dalam detail tata ruang sebagai kawasan

rawan tsunami. Namun rekomendasi dari Gubernur DIY dan Bupati

Kulon Progo menguatkan bahwa Temon sebagai lokasi pembangunan

bandara telah sesuai dengan—revisi—RTRW.

Dalam proses dan tahapan berikutnya, ada banyak muncul
persoalan, diantaranya ditemukan perbedaan pemahaman mengenai
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apa yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan dalam
perencanaan pengadaan tanah dan analisis mengenai dampak
lingkungan yang dibutuhkan untuk keperluan rekonstruksi bangunan.
Kelemahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penye-
lenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum adalah tidak menjelaskan secara detail mengenai kelengkapan
analisis dampak lingkungan dalam Dokumen Perencanaan menjadi
celah hukum penyusunan analisis dampak lingkungan. Artinya,
penentuan Temon sebagai lokasi Bandara YIA sebenarnya juga ber-
masalah secara administratif. Praktik itu menyiratkan upaya
memaksakan Temon sebagai lokasi adalah bagian dari kompromi
pemerintah terhadap kebijakannya sendiri, ada inkonsistensi yang
dipaksakan agar sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu bagian dari
kompromi yang harus dilakukan karena Temon merupakan lokasi
terbaik di antara lokasi lain, sehingga penyesuaian-penyesuaian harus
dilakukan.

Sementara dari sisi mekanisme penerbitan Surat Keputusan

Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk

Pengembangan Bandara Baru di Yogyakarta oleh Gubernur DIY telah

dianggap sesuai secara prosedural. Tiap-tiap kegiatan sudah dilewati

oleh Tim Persiapan. Adapun dalam implementasinya masih terdapat

kekurangan mengenai teknis pelaksanaannya. Seperti, pemberitahuan

rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya mengundang

seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, kenyataannya

yang diundang pihak yang berhak saja, sementara pihak yang

terdampak tidak langsung luput dari perhatian panitia. Pelaksanaan

konsultasi publik yang seharusnya dilakukan komunikasi dialogis atau

musyawarah, ternyata mengabaikan upaya pelaksanaan negosiasi

dengan masya masyarakat yang semestinya menjadi esensial dalam

musyawarah. Kelemahan Perpres No. 71 Tahun 2012 yang tidak

mengatur secara detail mengenai teknis pelaksanaan sosialisasi dan

konsultasi publik ditengarai menjadi celah dalam pelaksanaan

pengadaan tanah YIA. Tindakan itu bukan tanpa konsekuensi, karena

dengan argumen tersebutlah pengadaan tanah untuk YIA yang semula
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semangatnya dengan metode sukarela (voluntary acquisition of land)

kemudian sebagian bergeser ke pengadaan tanah secara wajib (com-

pulsory acquisition of land) yang dalam terminologi tertentu bisa masuk

dalam skema pencabutan hak secara paksa.

Secara keseluruhan perdebatan penentuan Temon sebagai lokasi
bandara YIA berangkat dari argumen pokok yang dipermasalahkan
oleh warga mulai dari tahapan pelaksanaan pengadaan tanah hingga
keputusan penolakannya: pertama, terkait prosedur pengadaan tanah
yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
kedua, pengabaian hak asasi manusia; ketiga, asas keterbukaan atau
transparansi tidak tercapai karena warga tidak bisa menyampaikan
keberatan secara bebas, keempat, konsultasi publik ditentukan secara
sepihak tanpa melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang
terdampak; kelima, Tim Persiapan tidak memenuhi kewajiban untuk
melakukan konsultasi publik yang memenuhi prinsip proses
komunikasi dialogis atau musyawarah antara para pihak. Secara jelas
sebenarnya argumen masyarakat yang mempersoalkan sebagian telah
dimenangkan oleh pengadilan, namun banding yang kemudian
membuat warga dikalahkan. Artinya, argumen yang diusulkan oleh
masyarakat sangat masuk akal dan bisa diterima oleh publik, bahwa
penetapan Temon sebagai lokasi bandara YIA dianggap tidak pas oleh
hakim tingkat pertama. Penulis menarik kesimpulan, penetapan
Temon sebagai lokasi YIA tidak sepenuhnya tepat dan argumen warga
dibenarkan oleh pengadilan, termasuk suara publik. Hal ini menyi-
ratkan, persiapan penentuan bandara YIA oleh Tim Persiapan masih
banyak hal yang tidak sesuai administrasi dan menjadi catatan serius
bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pengadaan tanah dan
Angkasa Pura I sebagai pihak yang membutuhkan tanah.

Pada proses ganti rugi baik untuk tanah perseorangan, lahan PAG,

lahan instansi, dan lahan fasilitas umum tidak lepas dari berbagai

persoalan. Dari sisi f inansial angka-angka ganti rugi, tampak cukup

besar untuk perseorangan, akan tetapi angka itu bukanlah angka yang

bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh sebagian besar petani untuk

mencari lahan pengganti, karena realitasnya para petani tidak bisa
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lagi mendapatkan tanah pengganti yang sama dengan yang dimiliki

sebelumnya, sebab pasar bekerja sesuai mekanismenya, dan harga

tanah sekitar melambung tinggi, dan pemerintah tidak “peduli” dengan

situasi tersebut. Lebih tepat, pemerintah tidak memiliki mekanisme

bagaimana mengendalikan pasar tanah di sekitar pembebasan lahan,

sehingga sebagian besar warga terdampak tidak bisa kembali

mendapatkan lahan sesuai dengan luasan yang dilepaskan untuk YIA.

Sementara problem lain muncul pada petani-petani yang

memanfaatkan lahan PAG secara turun temurun. Mereka tidak bisa

mendapatkan ganti rugi, bahkan bangunan tambak di atas lahan PAG

yang dibangun setelah IPL keluar. Artinya, ada banyak warga yang

dirugikan akibat pengadaan tanah tersebut, karena kehilangannya

berkali-kali. Tentu saja penulis tidak tutup mata bahwa ada sebagian

kecil warga yang memang secara peraturan tidak bisa mendapatkan

ganti kerugian karena dianggap tidak memiliki bukti hak sebagai syarat

administratif.

Penolakan yang muncul dari sebagian warga yang tergabung
dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) disebabkan karena
adanya pengabaian pada pelaksanaan pemberitahuan rencana
pembangunan (sosialisasi) dan konsultasi publik. Pemerintah dianggap
gagal mengambil hati sebagian masyarakat untuk turut mendukung
pelaksanaan pembangunan. Pemerintah tidak menempatkan
masyarakat Temon sebagai subjek penting dalam menyukseskan
agenda strategis nasional, sehingga terusik dan melakukan
perlawanan. Kondisi ini menjadi akar penolakan WTT yang terus
tumbuh sampai akhir pelaksanaan pengadaan tanah. Sekalipun
sebagian bisa diselesaikan dan sebagian tidak, energi mereka semua
sudah terlanjur banyak dikeluarkan untuk melakukan perlawanan.

Sebagian warga yang terdampak pengadaan tanah YIA tidak

melihat berapa besar nilai ganti kerugian yang ditawarkan pemerintah.

Mereka yang menyebut dirinya sebagai Paguyuban Warga Penolak

Penggusuran Kulon Progo (PWPPKP) yang merupakan pecahan dari

WTT, terus berusaha mempertahankan apa yang menjadi hak mereka.

Dari awal pelaksanaan pengadaan tanah, pihak yang menolak ini
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belum menyatakan kesepakatan mengenai pembangunan bandara

sampai akhir pelaksanaan pengadaan tanah. Apabila belum tercapai

kesepakatan, maka tanah yang dimiliki pihak yang berhak belum boleh

diambil oleh PT. Angkasa Pura I, apalagi digunakan untuk

pembangunan. Sekalipun pada akhirnya muncul kebijakan untuk

menyelesaikan, melalui pendampingan dan mediasi yang berakhir

dengan “penyelesaian yang dipaksakan” karena tidak ada lagi pilihan.

Lebih lanjut, dapat dikatakan PT. Angkasa Pura I tidak siap
menyediakan ganti kerugian bagi pihak yang berhak. PT. Angkasa Pura
I yang hanya merencakan pemberian ganti kerugian berupa uang
menjadi penyebab terhambatnya pembayaran ganti kerugian. Dari
Tahap Perencanaan harusnya sudah dapat dideteksi mengenai
kemungkinan pembayaran ganti kerugian berupa tanah pengganti
terhadap Tanah Kas Desa, tanah instansi pemerintah, tempat ibadah,
makam, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Namun, PT. Angkasa
Pura I hanya merencanakan bentuk ganti kerugian berupa uang
sehingga terhadap objek pengadaan tanah yang seharusnya diberikan
ganti kerugian tanah pengganti gagal dijalankan.

Pada tahap ganti rugi tanah Pakualaman, secara umum terhadap

tanah Pakualaman Grond (PAG) tidak ada persoalan mengenai

pembayaran ganti kerugiannya. Permasalahan justru muncul pada

penggarap PAG yang menuntut keadilan karena telah merawat,

menggarap, atau memanfaatkan tanah PAG puluhan tahun tanpa

sedikit pun mendapatkan hak ganti rugi, karena negara menghitung

kewarganegaraan agraria masyarakat dengan ukuran-ukuran admin-

istratif semata. Masih beruntung, meski petani penggarap tidak berizin

mengolah lahan PAG, Kadipaten Pakualaman tetap memperhatikan

kesejahteraan penggarap dengan memberikan tali asih yang

penyalurannya dikoordinir oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Padahal, kesalahan administratif bukan hanya milik penggarap semata,

Kadipaten Pakualaman juga melakukan hal yang sama karena tidak

mengadministrasikan tanah PAG secara benar, sehingga tanah-tanah

mereka dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama ini, Kadipaten

Pakualaman tidak melakukan pengelolaan tanahnya sendiri, sehingga
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tidak memiliki data sebaran dan luasan tanah PAG secara pasti.

Koordinasi Pelaksana Pengadaan Tanah dengan para pemangku

kepentingan lainnya mulai menipis di akhir pelaksanaan pengadaan

tanah. Hal ini dilihat dari Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo yang tidak bertindak kooperatif ketika diminta mem-

proses pelepasan tanah milik instansi pemerintah maupun tanah kas

desa, sehingga menyebabkan pelepasan dan pembayaran ganti rugi

Tanak Kas Desa mengalami pelambatan.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah
banyak dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam
perjalanan praktik atas UU tersebut, ada banyak persoalan yang terjadi
begitu juga dengan pengadaan tanah YIA. Walaupun jika dibanding-
kan dengan pengadaan tanah skala luas di wilayah lain, sepengetahuan
dan sepanjang penelitian ini berlangsung, pengadaan tanah YIA
mengalami beberapa kemajuan dibanding dengan pengadaan tanah
lainnya di Indonesia. Pengadaan tanah YIA membantu pemerintah
memperbaiki kebijakan mengenai pengadaan tanah. Seperti terbitnya
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 sehigga warga dibebaskan
dari pajak yang harus dibayarkan akibat adanya kegiatan pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain itu, kebijakan dispensasi
tanah absentee, sebuah terobosan kebijakan baru yang keluar dari
Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, khususnya Pasal 3
yang melarang kepemilikan tanah di luar kecamatan lebih dari 6 bulan.
Terobosan kebijakan ini sebagai bentuk upaya pemerintah terhadap
warga yang terkena dampak langsung pembangunan YIA. Terobosan
kebijakan ini harus dihargai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah
untuk masyarakatnya yang terkena dampak secara langsung penga-
daan tanah untuk YIA.

Pengadaan tanah YIA dijadikan rujukan oleh wilayah lain sebagai

contoh karena dianggap sukses dalam pelaksanaannya. Namun, dibalik

kisah sukses pengadaan tanah YIA, peneliti menemukan ada banyak

masalah yang menarik untuk dilihat lebih jauh. Tingginya nilai ganti
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kerugian menjadi catatan tersendiri bagi pengadaan tanah YIA yang

relatif lancar. Bagi sebagian orang yang ingin mempertahankan haknya

tentu nilai ganti kerugian yang tinggi bukan jawabannya. Di sisi lain,

ganti kerugian yang tinggi menjadi magnet untuk menuntut ganti

kerugian dalam bentuk uang, termasuk untuk objek pengadaan tanah

yang tidak seharusnya diberikan ganti kerugian uang. Kisah sukses

pengadaan tanah YIA, selain karena ganti kerugian yang tinggi juga

dipengaruhi faktor “keistimewaan” Yogyakarta. Hampir sepertiga

kebutuhan lahan bandara disumbang dari tanah PAG yang relatif tidak

memunculkan persoalan. Dengan demikian ganti kerugian yang tinggi

tidak selamanya menjawab persoalan pengadaan tanah karena belum

dapat dijadikan jaminan mensejahterakan warga yang terkena dampak,

sebab fakta di lapangan, uang besar yang ada di tangan mereka tidak

bisa digunakan untuk kembali mendapatkan tanah seperti sebelum-

nya.

Di luar semua catatan akhir di atas, ada beberapa kelemahan

dalam Perpres No. 71 Tahun 2012 dalam mengatur penyelenggaraan

pengadaan tanah. Perlu diperjelas mengenai mekanisme Tahap

Perencanaan dan Tahap Persiapan. Diperlukan penjelasan lebih lanjut

mengenai penyusunan Dokumen Perencanaan serta konsekuensi

hukum apabila tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksud. Untuk

melengkapi kelemahan Perpres No. 71 Tahun 2012 perlu disusun

peraturan ataupun petunjuk teknis pelaksanaan pada Tahap Persiapan

Pengadaan Tanah untuk memperjelas teknis setiap pelaksanaannya

khususnya kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik guna memini-

malisir adanya salah tafsir dalam pelaksanannya.

Sebagai penutup untuk menjadi catatan, sampai pertengahan
2018, proses pembangunan bandara sudah berlangsung, hasil mediasi
dan pendampingan untuk menyelesaikan lahan yang berkonf lik
dengan warga (PWPPKP) belum berhasil secara keseluruhan ditun-
taskan. Misalnya, sebagaimana disampaikan Purwinto, “warga tetap
akan bertahan dan tidak akan melepaskan hak atas tanahnya. Mereka
akan melawan semua bentuk penggusuran semampunya. “Kita serah-
kan semuanya pada yang Mahakuasa” (Kuntadi 2018). Masih ada
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beberapa orang sampai titik runding terakhir “menolak jalan penyele-
saian” yang ditawarkan PT. Angkasa Pura I, karena masih bertahan
dengan keyakinannya. Mungkin saja peristiwa penolakan itu bisa diba-
ca sebagai sebuah realitas yang “seharusnya terjadi” untuk menandai
sisi lain dari dampak pembangunan. Di antara publikasi suksesnya
pengadaan tanah untuk YIA, tetap saja menyisakan cerita lain seke-
lompok warga yang melakukan perlawanan tanpa batas, sampai titik
minimal dari kemampuannya sebagai warga negara untuk memper-
tahankan sejengkal tanahnya. Kisah itu sebagai pelajaran bagi semua
pihak tentang pentingnya menyelesaikan setiap persoalan secara de-
tail dalam setiap pembangunan, khususnya dalam pengadaan tanah
yang melibatkan masyarakat.

Dilihat dari perspektif keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan

dari pembangunan, pemerintah dianggap lalai melindungi warganya

secara utuh, damai, dan membahagiakan. Kisah tangis mereka yang

menolak penggusuran tanahnya tidak bisa diabaikan begitu saja atas

nama pembangunan kepentingan umum, sebab mereka adalah warga

negara yang sah yang berhak mendapatkan perlindungan negara. Seca-

ra utuh pemerintah tidak berhasil menyentuh hati mereka, karena

faktanya, pemerintah hadir dengan salam pembukaan, penawaran,

dan tindakan yang dianggap kasar oleh warga lebih menonjolkan sisi

kekuasaannya.
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